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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum
Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018 Awdlited
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2018 Awdited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan
Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

= Em e g B e

Selain itu, LKBUN Tahun 2018 Awdited juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

LKBUN Tahun 2018 Awdited ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2018 Awdited masih belum sempurna.
Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna
(stakeholders). Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara
akurat dan tepat waktu.

Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara

i

Sri Mulyani Indrawati

Kata Pengantar i






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Awdited vyang terdiri dari (i)
Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (i} Neraca, (iv)
Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan
atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami,
kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali

Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2019
. Menteri Keuangan
~» “'Selaku Bendahara Umum Negara
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah
memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, yang
terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas
Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan
yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada,
tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara
Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh
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Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan
tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember
2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta
perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan disajikan  dalam Laporan  Nomor
70b/LHP/XV/05/2019 dan Nomor 70¢/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN
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Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA
rm Register Negara Akuntan No. RNA-9323
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Gedung Juanda Il Kementerian Keuangan Lantai IV s.d. XIIl Jl. DR Wahidin No.1 Jakarta 10710, Kotak Pos 3132
Telepon (021) 3865430; Faksimili (021) 3440907; Situs www. ltien.depkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun
Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Semua informasi
yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai
lingkup yang jauh lebinh sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk
menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami
tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa Laporan Keuandan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

S ;jakarta, \~ Maret 2019
|nspékt\u;j~genderal
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA |l LANTAI IV s.d. XIIl JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3865430; FAKSIMILI (021) 3440907; SITUS www.itien.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN REVIU PIPK UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA (UA BUN)
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu sistem pengendalian intern atas penyusunan Laporan Keuangan Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 yang
terdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan
Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Reviu bertujuan memastikan
keberadaan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko dalam proses penyusunan laporan
keuangan, dan memastikan berfungsinya pengendalian.

Berdasarkan reviu kami, pengendalian intern atas penyusunan Laporan Keuangan Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah pengendalian intern
efektif sehingga dapat dinyatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana yang' diatur dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Jakarta, 5 Maret 2019
~Inspektur Jenderal
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DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM : Bahan Bakar Minyak

BDL : Bank Dalam Likuidasi

BEI : Bursa Efek Indonesia

BHMN : Badan Hukum Milik Negara

BI : Bank Indonesia

BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BLU : Badan Layanan Umum

BP MIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BPPT : Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi
BPYBDS : Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR : Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi

BULOG : Badan Urusan Logistik

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BUN : Bendahara Umum Negara

CFO : Chief Financial Officer

CGl : Consultative Group on Indonesia

coo : Chief Operating Officer

CPI : Consumer Price Index

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAU : Dana Alokasi Umum

DAU : Dana Abadi Umat

DBH : Dana Bagi Hasil

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJA : Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

DJPBN : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

EDI : Electronic Data Interchange

GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara

HTI : Hutan Tanaman Industri

INDRA : Indonesian Debt Restructuring Agency

KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KIL : Kementerian Negara/Lembaga
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KMK Keputusan Menteri Keuangan

KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia

KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat

KU Kiriman Uang

KUHR Kredit Usaha Hutan Rakyat

KUMK Kredit Usaha Mikro dan Kecil

KUN Kas Umum Negara

KUTPA Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam

LAK Laporan Arus Kas

LDKP Lembaga Dana Kredit Pedesaan

LDR Loan to Deposit Ratio

LKP Lembaga Keuangan Pelaksana

LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LNSI Lembaga Non Struktural/Independen

LRA Laporan Realisasi Anggaran

LO Laporan Operasional

LPE Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

MA Mata Anggaran( Penerimaan dan Pengeluaran)
MPN Modul Penerimaan Negara

MPN G-2 Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
NAD Nanggroe Aceh Darussalam

NPL Non-Performing Loan

PDB Pendapatan Domestik Bruto

PFK Perhitungan Fihak Ketiga

PIP Pusat Investasi Pemerintah

PMA Penanaman Modal Asing

PMDN Penanaman Modal DalamNegeri

PMN Penyertaan Modal Negara

PNBP Penerimaan Negara BukanPajak

PPh Pajak Penghasilan

PPN Pajak Pertambahan Nilai

PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PSL Past Service Liability

PSO Public Service Obligation

PT PPA PT Perusahaan Pengelolaan Aset

RANTF Recovery of Aceh Nias Trust Fund

RDI Rekening Dana Investasi

RPD Rekening Pembangunan Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP Rumah Sakit Umum Pusat

SIMAK-BMN Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi

SAl : Sistem Akuntansi Instansi

SAIP Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

SAL Sisa Anggaran Lebih

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan

SAPBL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
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RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara( BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, LKBUN Tahun 2018 juga
menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti temuan
pemeriksaan BPK.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ( BUN) menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara ( SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan
pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN( UAP BUN) pada unit eselon | terkait
pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I,
Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi
Khusus( UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2018 merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang
berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara ( BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola
dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan( Lampiran | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2018
dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp237,903 triliun atau
mencapai 185,54 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222,339 triliun atau 175,03 persen, dan realisasi Penerimaan
Hibah sebesar Rp15,565 triliun atau 1300,47 persen. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun
2018 adalah sebesar Rp1.366,556 triliun atau 97,99 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja
Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp608,763 triliun atau 97,59
persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp757,793 triliun atau 98,32 persen
dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.128,653 triliun atau 89,13 persen dari
anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp305,693 triliun atau
minus 93,79 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L
sebesar Rp822,960 triliun.
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Ringkasan LRA BUN Tahun 2018 disajikan sebagai berikut( dalam rupiah):

Pendapatan Negara 128.223.383.429.330 237.903.511.503.141 | 185,54% 170.603.595.670.018
dan Hibah BUN

Penerimaan Negara 127.026.518.029.330 222.338. 651.263.821 | 175,03/ 158.973.780.667.528
Bukan Pajak

Penerimaan Hibah 1.196.865.400.000 15.564.860.239.320 | 1300,4% 11.629.815.002.490
Belanja Negara BUN 1.394.541.225.099.000 1.366.556.178.141.397 |  97,99% |  1.242.217.826.241.270
EE:}’" Pemerintah 623.808.784.256.000 608.763.240.084.018 | 97,59/ 500.225.444.779.912
Transfer untuk Daerah 770.732.440.843.000 757.792.938.067.379 |  98,3% 741.992.381.461.367
::;';':;Lnef's"’ (1.266.317.841.669.670) (1.128.652.666.638.256) |  89,13% | (1.071.614.230.571.261)
Pembiayaan 325.936.638.600.000 305.692.507.869.020 |  93,79% 366.623.822.146.843
SIiLPA (SiKPA)

Sebelum Pendapatan (940.381.203.069.670) (822.960.068.769.236) |  87,51% |  (704.990.408.424.418)
dan Belanja K/L

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017
Audited adalah Rp138,353 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp36,249 triliun,
Penyesuaian sebesar Rp639,042 milyar, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 adalah
Rp175,241 triliun.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut ( dalam
rupiah):

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 138.353.015.853.598 113.202.394.809.831
Penyesuaian SAL Awal 138.353.015.853.598 113.202.394.809.831
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
( SILPA/SIKPA) 36.249.657.462.820 25.647.924.598.042
Penyesuaian 639.042.368.228 (497.303.554.275)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir 175.241.715.684.646 138.353.015.853.598

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
dana pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.809,079 triliun yang terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp238,114 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.877,663 triliun, Aset Tetap sebesar
Rp555 miliar, dan Aset Lainnya sebesar Rp692,747 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.859,378 triliun yang terdiri dari Kewajiban
Jangka Pendek sebesar Rp693,269 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 4.166,109 triliun.
Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp1.050,299 triliun.
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Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Aset

Aset Lancar 238.114.117.040.438 191.588.751.546.613

Investasi Jangka Panjang 2.877.663.323.012.143 2.604.046.312.794.690

Aset Tetap 554.799.676.347 381.958.812.822

Aset Lainnya 692.746.912.209.614 752.494.730.328.976
Jumlah Aset 3.809.079.151.938.542 3.548.511.753.483.100
Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 693.269.260.293.610 546.276.819.331.017

Kewajiban Jangka Panjang 4.166.108.855.333.829 3.812.911.470.955.130
Jumlah Kewajiban 4.859.378.115.627.439 4.359.188.290.286.150
Ekuitas (1.050.298.963.688.897) (810.676.536.803.052)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.809.079.151.938.542 3.548.511.753.483.100

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2018.
Laporan Operasional memberikan informasi bahwa Pendapatan Operasional selama Tahun 2018 adalah
Rp482,203 triliun, Beban Operasional sebesar Rp 1.446,857 triliun, dan defisit Kegiatan Non Operasional
sebesar Rp149,647 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.114,301 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut( dalam rupiah):

Kegiatan

Operasional
Pendapatan

Operasional

Beban Operasional

482.202.881.323.310 290.513.435.327.365 191.689.445.995.945 65,98

1.446.857.032.839.184 1.294.207.652.204.990 152.649.380.634.190 11,79

Surplus (Defisit)
Keg. Operasional
Kegiatan Non
Operasional

Pos Luar Biasa - - -

Surplus|Defisit-LO | (1.114.301.585.322.999) (917.321.378.531.830) | (196.980.206.791.160) 21,47

(964.654.151.515.874) | (1.003.694.216.877.630) 39.040.065.361.756 (3,89

(149.647.433.807.125) 86.372.838.345.801 | (236.020.272.152.926) | (273,26)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama Tahun 2018, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018. Saldo
Akhir Kas Bendahara Umum Negara( BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp240,152 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan
penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp208,506 triliun, kenaikan Kas sebesar Rp30,871
triliun, koreksi SILPA, dan Penyesuaian, serta Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp775,775 milyar.
Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari penurunan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp85,607 triliun,
penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp 245,132 triliun, kenaikan arus
kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp366,989 triliun, dan penurunan arus kas dari aktivitas transitoris
sebesar Rp5,379 triliun.
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Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas 208.506.122.640.283 174.076.715.164.050
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (85.606.836.614.663) | (132.518.715.897.464)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (245.132.313.372.320) | (268.122.368.777.814)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 366.988.807.449.803 426.289.009.273.320
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (5.378.953.624.562) 9.371.459.675.688
Kenaikan/Penurunan Kas Sebelum Koreksi Pembukuan 30.870.703.838.258 35.019.384.273.730
Koreksi SILPA 1.079.553.470.113 149.497.232.083
Penyesuaian atas Selisih Kurs (312.233.301.456) 115.136.054.861
Akumulasi Koreksi Pembukuan 8.455.524.327 (854.610.084.441)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan 31.646.479.531.242 34.429.407.476.233

. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp810,676
triliun, Defisit LO sebesar Rp1.114,301 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi
Ekuitas sebesar Rp69,035 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp795,651 triliun, dan Mutasi Ekuitas
BUN di KL sebesar Rp9,993 ftriliun. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar
Rp239,622 triliun dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.050,299 triliun.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut( dalam rupiah):

Ekuitas Awal (810.676.536.803.052) (633.288.406.238.898)
Surplus( Defisit) LO (1.114.301.585.322.999) (917.321.378.531.830)
Koreksi yang Langsung Menambah| 69.035.427.024.662 19.191.846.740.735
Mengurangi Ekuitas

Transaksi Antar Entitas 795.650.713.538.883 710.773.684.895.131
Mutasi Ekuitas BUN di K/L 9.993.017.873.609 9.967.716.331.810
Kenaikan Penurunan Ekuitas (239.622.426.885.836) (177.388.130.564.154)

Ekuitas Akhir

(1.050.298.963.688.897)

(810.676.536.803.052)

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi
penyusunan LKBUN, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CalLK dikemukakan
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa

informasi tambahan yang diperlukan.
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UntukTahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH B.2.1 128.223.383.429.330 237.903.511.503.141 185,54/ 170.603.595.670.018
I Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.1 127.026.518.029.330 222.338.651.263.821 175,03¢ 158.973.780.667.528
1. Penerimaan Sumber Daya Alam B.2.1.1.1 81.030.405.153.361 145.041.893.979.719 179,004 82.752.106.958.278

2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan B.2.1.1.2 45.060.521.375.969 45.060.521.375.969 100,064 43.904.217.111.673

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya B.2.1.1.3 935.591.500.000 32.236.235.908.133  3.445,55( 32.317.456.597.577

Il.  Penerimaan Hibah B.2.1.2 1.196.865.400.000 15.564.860.239.320  1.300,47{ 11.629.815.002.490
B. BELANJA BUN B.2.2 1.394.541.225.099.000 1.366.556.178.141.397 97,99/ 1.242.217.826.241.279
. Belanja Pemerintah Pusat B.2.2.1 623.808.784.256.000 608.763.240.084.018 97,59/ 500.225.444.779.912
1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 116.707.013.400.000 115.927.310.196.440 99,33¢ 102.817.614.946.210

2. Belanja Barang B.2.2.1.2 651.669.814.000 316.191.097.283 48,53 190.177.942.428

3. Pembayaran Bunga Utang B.2.2.1.3 264.850.500.000.000 257.952.028.141.279 97,46/ 216.568.022.521.345

4.  Subsidi B.2.2.14 223.590.040.996.000 216.883.304.115.301 97,08/ 166.401.103.129.178

5. Belanja Hibah B.2.2.1.5 1.988.620.314.000 1.520.560.988.285 76,46{ 5.445.667.259.156

6. Belanja Lain Lain B.2.2.1.6 16.020.939.732.000 16.163.845.545.430 100,89¢ 8.802.858.981.595

IIl.  Transfer ke Daerah dan Dana Desa B.2.2.2 770.732.440.843.000 757.792.938.057.379 98,32/ 741.992.381.461.367
1. Transfer ke Daerah B.2.2.2.1 710.732.440.843.000 697.933.529.448.104 98,20/ 682.225.803.933.964

a. Dana Perimbangan B.2.2.2.1.1 681.172.857.657.000 668.643.196.262.104 98,16¢ 654.482.511.343.964

1) Dana Transfer Umum B.2.2.2.1.1.1 495.284.785.949.000 495.193.618.043.420 99,98( 486.814.511.890.637

a) Dana Bagi Hasil 93.795.206.300.000 93.704.038.394.420 99,90/ 88.232.197.142.637

b) Dana Alokasi Umum 401.489.579.649.000 401.489.579.649.000 100,004 398.582.314.748.000

2) Dana Transfer Khusus B.2.2.2.1.1.2 185.888.071.708.000 173.449.578.218.684 93,31 167.667.999.453.327

a) Dana Alokasi Khusus Fisik 62.436.262.908.000 58.149.298.269.245 93,18¢ 62.104.230.254.352

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik 123.451.808.800.000 115.300.279.949.439 93,46/ 105.563.769.198.975
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I )
_-——
|  ANGGARAN  REAUSASL % REAUSASI

b. Dana Insentif Daerah B.2.2.2.1.2 8.500.000.000.000 8.230.750.000.000 96,834 7.500.000.000.000
c. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta B.2.2.2.1.3 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 100,004 800.000.000.000
d. Dana Otonomi Khusus B.2.2.2.14 20.059.583.186.000 20.059.583.186.000 100,004 19.443.292.590.000
2. Dana Desa B.2.2.2.2 60.000.000.000.000 59.859.408.609.275 99,77 59.766.577.527.403
C. SURPLUS( DEFISIT) ANGGARAN( A-B) B.2.3 (1.266.317.841.669.670) (1.128.652.666.638.256) 89,13¢ (1.071.614.230.571.261)
D. PEMBIAYAAN B.2.4 325.936.638.600.000 305.692.597.869.020 93,79/ 366.623.822.146.843
|.  Pembiayaan Dalam Negeri B.2.4.1 354.950.980.138.000 302.515.788.492.391 85,23( 386.890.801.363.738
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman B.2.4.1.1 3.884.993.412.000 4.829.999.737.177 124,32 4.816.530.007.277
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi B.2.4.1.2 183.000.000.000 163.619.880.616 89,41 359.085.434.905
3. Surat Berharga Negara( Neto) B.2.4.1.3 414.520.685.000.000 358.398.491.544.783 86,46{ 441.826.322.911.086
Penerimaan Surat Berharga Negara 782.313.242.271.401 726.270.982.344.698
Pengeluaran Surat Berharga Negara 423.914.750.726.618 284.444.659.433.612
4. Pinjaman Dalam Negeri B.24.14 3.137.930.000.000 1.353.818.791.215 43,144 648.291.571.852
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 4.500.000.000.000 2.429.387.504.746 53,99¢ 1.305.055.202.247
b. Pembayaran cicilan pokok PDN 1.362.070.000.000 1.075.568.713.531 78,974 656.763.630.395
5. PMN/Dana Investasi Pemerintah B.2.4.1.5 (50.654.313.274.000) (46.113.826.461.400) 91,04/ (49.254.054.561.382)
6. Kewajiban Penjaminan B.2.4.1.6 (1.121.315.000.000) (1.121.315.000.000) 100,004 (1.005.374.000.000)
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional B.2.4.1.7 (15.000.000.000.000) (15.000.000.000.000) 100,004 (10.500.000.000.000)
8. Pembiayaan Lain-lain B.2.4.1.8 5.000.000.000
Il.  Pembiayaan Luar Negeri( Neto) B.2.4.2 (29.014.341.538.000) 3.176.809.376.629 = -10,955¢ (20.266.979.216.895)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri( Bruto) B.2.4.2.1 51.345.917.282.000 88.609.746.474.180 172,57 51.726.855.339.157
a. Penarikan Pinjam Program B.24.2.1.1 13.400.000.000.000 50.625.053.600.000 377,864 20.947.967.337.503
b. Penarikan Pinjaman Proyek B.2.4.2.1.2 37.945.917.282.000 37.984.692.874.180 100,164 30.778.888.001.654
2. Penerusan Pinjaman( Neto) B.2.4.2.2 (10.575.086.820.000) (9.099.739.735.235) 86,05¢ (6.868.916.465.167)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri B.2.4.2.3 69.785.172.000.000 76.333.197.362.316 109,38¢ 65.124.918.090.885
E. SiLPA( SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L( C+D) B.2.5 (940.381.203.069.670) (822.960.068.769.236) 87,5 (704.990.408.424.418)
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

o | O LS

Saldo Anggaran Lebih Awal C.2.1. 138.353.015.853.598 | 113.202.394.809.830
Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih
C.2.2.
Awal
SAL Awal Setelah Penyesuaian 138.353.015.853.598 | 113.202.394.809.830
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan .23
Pembiayaan Tahun Berjalan T
SAL Setelah Penggunaan SAL 138.353.015.853.598 | 113.202.394.809.830
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran( SiLPA/SIKPA) C.2.4. 36.249.657.462.820 25.647.924.598.042
SAL Akhir Sehelum ~ Penyesuaian 174.602.673.316.418  138.850.319.407.872
Tahun Berjalan
Penyesuaian Pembukuan C.2.5. 819.451.289.822 (526.298.971.306)
Penyesuaian Lain-Lain C.2.6. (180.408.921.594) 28.995.417.032
Total Penyesuaian 639.042.368.228 (497.303.554.274)
Saldo Anggaran Lebih Akhir C.2.7. 175.241.715.684.646 = 138.353.015.853.598
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Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited I
BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 31 DESEMBER 2017

( Dalam Rupiah)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan
Bank Umum dalam Rupiah

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam

Valuta Asing
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
Kas di Rekening Kas di KPPN
Kas DalamTransito
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Pada Kementerian Negara/Lembaga
Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Pada BLU
Jumlah Kas dan Setara Kas
Uang Muka
Uang Muka dari Rekening BUN
Jumlah Uang Muka
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Belanja Dibayar Dimuka( Prepaid)
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Piutang
Piutang Bukan Pajak
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
Piutang Penerusan Pinjaman
Piutang Lancar Kredit Pemerintah
( Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan
Pajak)
Piutang PFK
Jumlah Piutang
Persediaan
Persediaan
Jumlah Persediaan
Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Dana Bergulir
Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Diragukan Realisasinya
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Investasi Permanen PMP
Investasi Permanen BLU
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

D.2.1

D.2.2

D.2.3
D.24
D.2.5
D.2.6
D.2.7
D.2.8
D.2.9

D.2.10

D.2.11

D.2.12
D.2.13
D.2.14
D.2.15

D.2.16
D.2.17

D.2.18

D.2.19

D.2.20
D.2.21

D.2.22

D.2.23
D.2.24
D.2.25

D.2.26

D.2.27

106.605.850.138.231

8.228.331.807.879

5.851.939.714.224
5.127.777.217.073
465

285.150.273.469
726.888.630.744
7.195.000.867
55.010.642.052.353
181.843.774.835.305

106.939.618.970
106.939.618.970

1.750.000.084
1.750.000.084

133.806.951.655.973
6.295.339.227.189
23.609.406.852.881
775.312.000.000

(108.330.981.813.450)

230.659.224
56.156.258.581.817

5.394.004.262
5.394.004.262
238.114.117.040.438

38.751.152.041.474
(1.015.195.857.543)
46.347.382.486.948

(303.374.618.948)
83.779.964.051.931

2.286.384.989.214.962
8.743.190.882
507.489.626.554.368
2.793.883.358.960.212
2.877.663.323.012.143

4.016.775.779
442.306.166.552
490.017.000
227.735.842.632
87.194.673.901
211.040.616.878
(417.984.416.395)

83.781.829.138.305

7.505.702.144.880

3.905.763.616.747
2.282.077.569.283
330.588.755.619
210.828.164.140
4.834.494.025.327
22.643.658
40.984.519.890.383
143.835.825.948.342

38.165.547.963
38.165.547.963

3.589.049.822
3.589.049.822

120.673.577.411.630
1.086.601.779.631
22.591.650.468.443
776.236.492.092

(99.456.395.011.878)

4.001.304
45.671.675.141.222

2.039.495.859.264
2.039.495.859.264
191.588.751.546.613

34.757.069.042.734
(823.745.637.784)
4.132.872.181

(4.132.872.181)
33.933.323.404.950

2.133.750.339.987.429
8.325.008.679
436.354.324.393.637
2.570.112.989.389.745
2.604.046.312.794.695

4.016.775.779
422.386.780.615

1564.452.073.132
84.997.116.700
50.099.177.219
(333.993.110.623)
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Jumlah Aset Tetap Kotor
Jumlah Aset Tetap Bersih
ASET LAINNYA
Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah
Piutang Jangka Panjang Lainnya

( Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)

Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih
Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Penjaminan

Dana Kelolaan BLU

Aset Lain-lain

Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL
Jumlah Aset Lainnya kotor
( Akumulasi Penyusutan pada Aset Lainnya)
Jumlah Aset Lainnya bersih

Jumlah Aset Lainnya Bersih
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang Bunga
Utang Subsidi
Utang Transfer
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Unamortized Discount
Unamortized Premium
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek
Unamortized Discount
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Perbankan
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri
Unamortized Discount
Unamortized Premium
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
Pembiayaan SBN Ditangguhkan
Utang Jangka Panjang Subsidi
Utang Jangka Panjang DN Lainnya
Jumlah Utang Jangka Panjang DN
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Utang Jangka Panjang LN Perbankan
Utang Jangka Panjang LN Lainnya
Jumlah Utang Jangka Panjang LN
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
JUMLAH EKUITAS NETTO
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

D.2.28
D.2.29
D.2.30
D.2.31

D.2.32

D.2.33

D.2.34
D.2.35
D.2.36
D.2.37
D.2.38
D.2.39

D.2.40

D.2.41
D.2.42
D.2.43
D.2.44

D.2.45
D.2.46

D.2.47
D.2.48
D.2.49
D.2.50

D.2.51
D.2.52

D.2.53

972.784.092.742
554.799.676.347

57.777.575.276.481
0

2.047.499.709.524
(2.973.656.188.446)
56.851.418.797.559

148.907.231.481
205.947.589.966.648
4.448.466.000.000
57.173.480.419.942
578.750.594.207.564
10.482.359.272.377
856.951.397.098.012
(221.055.903.685.957)
635.895.493.412.055
692.746.912.209.614
3.809.079.151.938.542

3.991.926.175.494
82.333.144.184.636
63.568.707.486.877
30.130.298.770.683
42.508.894.037.204
368.275.086.698.124
(101.251.794.000)
78.266.476.000
102.900.000.000.000
(1.664.040.194.000)
604.241.270
100.581.952.941
1.145.242.933.154
1.799.325.227
693.269.260.293.610

5.724.587.516.213
3.231.655.441.684.556
(34.929.436.432.000)
35.276.299.121.000
5.326.890.009.308
43.314.553.530.000
11.627.039.378.875
153.753.312.959.302
3.451.748.687.767.250

714.334.793.186.942
25.374.379.633
714.360.167.566.575
4.166.108.855.333.829
4.859.378.115.627.439

(1.050.298.963.688.897)
(1.050.298.963.688.897)
3.809.079.151.938.542

715.951.923.445
381.958.812.822

47.184.454.676.040
775.312.000.000
2.108.926.346.907
(2.803.738.431.351)
47.264.954.591.596

146.774.243.367
243.375.796.192.257
3.327.151.000.000
45.821.116.060.256
598.059.673.174.407
15.591.513.780.723
906.322.024.451.010
(201.092.249.307.632)
705.229.775.731.378
752.494.730.328.974
3.648.511.753.483.104

4.505.640.401.487
29.503.730.104.349
57.638.351.276.374
32.192.914.590.833
26.096.171.127.047
272.630.631.132.533
(52.370.697.000)
34.999.374.000
124.497.290.000.000
(1.654.961.103.000)
96.431.133
126.927.059.727
757.378.785.836
20.847.698
546.276.819.331.017

4.414.348.818.183
2.871.222.232.762.317
(20.297.983.982.000)
37.427.442.288.000
9.657.081.539.263
53.890.489.260.000
28.415.009.897.486
160.011.352.132.688
3.144.739.972.715.937

668.147.269.113.375
24.229.125.827
668.171.498.239.202
3.812.911.470.955.139
4.359.188.290.286.156

(810.676.536.803.052)
(810.676.536.803.052)
3.648.511.753.483.104
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018
( Dalam Rupiah)

I I 7

A. KEGIATAN OPERASIONAL

=

. Pendapatan

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 455.977.766.960.510 270.348.495.435.668
a. Pendapatan Sumber Daya Alam E.2.1.1 175.937.839.517.287 108.061.480.447.990
b.  Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan E.2.1.2 239.499.611.090.293 137.711.638.621.387
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya E.2.1.3 40.540.316.352.930 24.575.376.366.291
2. Pendapatan Hibah E2.1.4 26.225.114.362.800 20.164.939.891.697
Jumlah Pendapatan E.2.1 482.202.881.323.310 290.513.435.327.365
Il. Beban
1. Beban Pegawai E.2.2.1 109.804.064.874.685 97.278.241.946.210
2. Beban Persediaan E2.2.2 5.090.875.282.125 631.711.060.083
3. Beban Pemeliharaan E.2.2.3 42.428.927 76.889.450
4. Beban Barang Lainnya E2.24 316.220.765.476 189.861.538.671
5. Beban Bunga E.2.2.5 244.805.005.384.622 217.040.353.670.203
6. Beban Subsidi E.2.2.6 196.719.559.440.096 167.834.411.964.126
7. Beban Hibah E2.2.7 1.520.560.988.285 5.445.667.259.156
8. Beban Bantuan Sosial E.2.2.8 0 2.724.463.400
9. Beban Transfer E2.2.9 769.694.450.184.060 735.149.293.850.265
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi E.2.2.10 29.754.650.429.240 31.842.485.010.038
11.  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih E.2.2.11 9.219.255.793.562 1.019.043.976.028
12.  Beban Lain-Lain E.2.2.12 79.932.347.268.106 37.773.780.577.366
Jumlah Beban E.2.2 1.446.857.032.839.184 | 1.294.207.652.204.996
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (964.654.151.515.874) |(1.003.694.216.877.631)
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL
1. Surplus( Defisit) Penjualan Aset Non Lancar E.2.3.1 (82.403.772.055) (37.118.427.083.510)
2. Surplus( Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang E.2.3.2 (2.787.500.000) (120.797.322.243)
3. Surplus( Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya E.2.3.3 (149.562.242.535.070) 123.612.062.751.554
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional E.2.3 (149.647.433.807.125) 86.372.838.345.801
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (1.114.301.585.322.999) | (917.321.378.531.830)
C. POSLUARBIASA
1. Pendapatan Luar Biasa E.2.4.1
2. Beban Luar Biasa E.2.4.2
Jumlah Pos Luar Biasa E.2.4

D. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

(1.114.301.585.322.999)

(917.321.378.531.830)
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

( Dalam Rupiah)

A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk

1

3

Penerimaan Perpajakan
a  Pajak Penghasilan
b  Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
Mewah
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Cukai
Pajak Lainnya
Pajak Perdagangan Internasional
Total Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
a  Penerimaan Sumber Daya Alam
b Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
¢ Penerimaan PNBP Lainnya
d Penerimaan BLU
Total Penerimaan PNBP
Penerimaan Hibah

o0 - o 0

Jumlah Arus Kas Masuk (A.l)
Arus Kas Keluar

1

00N OB

9

10
11
12
13
14
15

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Lain-lain

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Otonomi Khusus, DK-DIY, DID
Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Desa

Jumlah Arus Kas keluar (A.ll)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.1l)

B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk

1

2
3
4

Pengelolaan dan Penjualan BMN

Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Investasi Pemerintah
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)

Arus Kas Keluar

1
2
3

Belanja Modal
Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional
Pembiayaan Dana Bergulir

F.2.1.1
F.2.1.2

F.2.1.3
F.2.1.4
F.2.1.5
F.2.1.6
F.2.1.7
F.2.1

F.2.21
F.2.2.2
F.2.2.3
F.2.24
F.2.2
F.2.3

F.2.4
F.2.5
F.2.6
F.2.7
F.2.8
F.2.9
F.2.10
F.2.11
F.2.12
F.2.13
F.2.14
F.2.15
F.2.16
F.2.17
F.2.18

F.2.19
F.2.20

F.2.21

F.2.22

F.2.23
F.2.24

749.977.029.683.808
537.267.909.259.264

19.444.913.884.758
32.748.454
159.588.552.586.225
6.629.526.207.843
45.881.812.780.678
1.518.789.777.151.030

180.592.649.823.641
45.060.521.375.969
128.282.486.329.481
55.093.058.250.618
409.028.715.779.709
15.564.860.239.320
1.943.383.353.170.059

346.890.764.906.966
347.468.335.110.569
257.952.028.141.279
216.883.304.115.301
1.520.560.988.285
84.318.412.919.513
16.163.845.545.430
45.695.178.904.793
45.086.668.324.382
2.922.191.165.245
401.489.579.649.000
58.149.298.269.245
29.290.333.186.000
115.300.279.949.439
59.859.408.609.275
2.028.990.189.784.722
(85.606.836.614.663)

291.523.708.737
163.619.880.616

0

775.312.000.001
1.230.455.589.354

184.127.627.500.274
15.000.000.000.000
5.530.000.000.000

646.793.472.957.381
480.724.607.483.756

16.770.346.937.156
1.216.911.547
153.288.149.392.121
6.738.475.546.078
39.213.5674.570.471
1.343.529.843.798.510

111.132.042.413.912
43.904.217.111.673
108.635.073.191.043
47.345.432.555.948
311.016.765.272.576
11.629.815.002.490
1.666.176.424.073.576

312.728.756.432.452
291.459.133.344.592
216.568.022.521.345
166.401.103.129.178
5.445.667.259.156
55.297.216.841.355
8.802.858.981.595
53.668.650.342.060
31.641.673.021.137
2.921.873.779.440
398.582.314.748.000
62.104.230.254.352
27.743.292.590.000
105.563.769.198.975
59.766.577.527.403
1.798.695.139.971.040
(132.518.715.897.464)

199.488.584.509
359.085.434.905

0

735.156.000.000
1.293.730.019.414

208.656.670.235.846
10.500.000.000.000
5.600.000.000.000
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4 Penyertaan Modal Negara F.2.25 9.431.096.461.400 11.603.494.561.382

5 Pengeluaran Investasi Pemerintah F.2.26 32.274.045.000.000 33.055.934.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.11) 246.362.768.961.674 269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - (245.132.313.372.320) (268.122.368.777.814)
B.II)

C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
I Arus Kas Masuk

1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri F.2.27 784.742.629.776.147 727.576.037.546.945

2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri F.2.28 88.609.746.474.180 51.726.855.339.157

3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman F.2.29 4.054.687.737.176 4.081.374.007.277

4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain F.2.30 5.000.000.000 0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) 877.412.063.987.503 783.384.266.893.379

Il Arus Kas Keluar

1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri F.2.31 424.990.319.440.149 285.101.423.064.007

2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri F.2.32 76.333.197.362.316 65.124.918.090.885

3 RDIIRPD F.2.33 9.099.739.735.235 6.868.916.465.167
Jumlah Arus Kas Keluar (C.11) 510.423.256.537.700 357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 366.988.807.449.803 426.289.009.273.320
(C.I-c.l)

D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

1 Netto Perhitungan Fihak Ketiga F.2.34 (513.959.408.911) (763.254.906.069)

2 Netto Transito F.2.36 3.498.307.513.555 1.069.556.153.365

3 Netto Non Anggaran Pihak Ketiga F.2.36 (8.693.890.485.382) 9.363.511.838.634

4 Netto Kiriman Uang Antar Rekening Bank F.2.37 330.588.756.176 (298.353.410.242)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (5.378.953.624.562) 9.371.459.675.688
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM 30.870.703.838.258 35.019.384.273.730
KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)
KOREKSI SILPA 1.079.553.470.113 149.497.232.083
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS (312.233.301.456) 115.136.054.8611
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI 0 0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN 8.455.524.327 (854.610.084.441)
KENAIKAN( PENURUNAN) KAS SETELAH F.1.2
KOREKSI PEMBUKUAN 31.646.479.531.242 34.429.407.476.233
SALDO AWAL KAS F.1.1 208.506.122.640.283 174.076.715.164.050
SALDO AKHIR KAS F.1.3 240.152.602.171.525 208.506.122.640.283
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

A. EKUITAS AWAL

B. SURPLUS|DEFISIT LO

C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

1. Koreksi Nilai Persediaan

2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi
3. Revaluasi Aset

4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

5. Koreksi SAL

6. Lain-lain

Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung
Menambah/Mengurangi Ekuitas

D. TRANSAKSIANTAR ENTITAS

E. KEUNTUNGAN /( KERUGIAN) SELISIH KURS
YANG BELUM TEREALISASI :

F. MUTASI EKUITAS BUN DI KJL
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran
2.Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah
3. Mutasi Kas BLU
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di KJL

G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)

G.2.2

G.2.3.1
G.2.3.2
G.2.3.3
G.2.3.4
G.2.3.5
G.2.3.6

G.2.3

G.24

G.2.5

G.2.6

G.2.7

(810.676.536.803.052)

(1.114.301.585.322.999)

254.405.318
4.921.336.509.182

2.426.198.123.797
1.501.069.710.656
60.186.568.275.709

69.035.427.024.662

795.650.713.538.883

74.501.106.222
(4.107.605.394.583)
14.026.122.161.970
9.993.017.873.609

(239.622.426.885.845)

(1.050.298.963.688.897)

(633.288.406.238.898)

(917.321.378.531.830)

24.053.970.788.204
(2.171.167.258.138)
680.779.393.840
473.817.522.854
(3.845.553.706.025)

19.191.846.740.735

710.773.684.895.131

(60.275.993.881)
1.483.534.735.668
8.544.457.590.023
9.967.716.331.810

(177.388.130.564.154)

(810.676.536.803.052)
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Menteri Keuangan
selaku Bendahara
Umum Negara
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1.

w

10.

11.

12.

UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016
tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016
tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa
kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri
Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan
pengelolaan fiskal (Chief Financial Officer/CFO) tersebut adalah melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini
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dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
anggaran negara;

/. menyimpan uang negara;

menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;

9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran
atas beban rekening kas umum negara;

10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan;

14. melakukan penagihan piutang negara;

15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

16. menyajikan informasi keuangan negara;

17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik negara;

18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka
pembayaran pajak;

19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

a0 =

o

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan
juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola
oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA-BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan
kemudian menunjuk Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara
yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda | Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta
Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi
transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
a. Penerimaan utang luar negeri;
b. Penerimaan utang dalam negeri;
c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
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2. Hibah terdiri dari:

a. Hibah dalam bentuk uang;

b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;

3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
terkait Investasi Pemerintah, termasuk Divestasi;

4. Penerusan Pinjaman yaitu transaksi penerusan pinjaman;

5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

a. Transfer ke Daerah yang berupa dana perimbangan, dana insentif daerah,
dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

b. Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat.

6. Belanja Subsidi yaitu transaksi Belanja Subsidi;
Belanja Lain-lain yaitu transaksi Belanja Lain-lain;
8. Transaksi Khusus antara lain:
a. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional yang tidak
menimbulkan hak suara;
Pembayaran Dukungan Kelayakan;
Fasilitas penyiapan proyek;
PNBP yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMN;
Aset Pemerintah yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan
c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang;

f. Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tunjangan Hari Tua
(THT), Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan

g. Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pengelolaan Kas Negara;

h. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai;

i.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rokok.

9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non
struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme

APBN;

_\l

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari
sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan
pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN)
yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Daerah;

3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.
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Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai
ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan
entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan
disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem
Akuntansi BUN (SA-BUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan
konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK
BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran
kas keldari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup
seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang
Pemerintah (SA-UP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH),
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SA-TD), Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL).

Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit
akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
BUN (UAP BUN) pada unit eselon | terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus
untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri
Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAP BUN membawahi
satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN)
dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan
penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing
subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN,
Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA
BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.
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UAP BUN AP ( BAS59.00) ____| Diten Perbendsharean
UAP BUN Pangelota Utang Pemerintsh Pengslolaan
(B4 595.01) —mimim Pm';«-mmnmm
UAP BUN Pengelola Hibah Ditjen Pengelolasn
{BA 359.02) —---| Pembiayaan dan Ristko
UAP BUN Pengeiola Investasi Psmerintsh
{ BA 599.03) — Ditjon Kekayaan Negara
UAP BUN Pengsiola
m‘umwamm ____| otenPermendsnarsan
UAP BUN Pengeiola Transfer Ke Daeran dan Dane | Doon Parinbangis
(B4 893.05) Keuangan
UAP BUN ola Balanja Subsidl
iy vy P Difjen Anggaran
UAP BUN Pengsiola Lain4ain
e T L Ditfen Anggaran
UAP BUN Pengslota Transakal Knusus -——-
(B4 999.95) Ditjen Parbendsharaan
e ____| ottenPerbendaharzan

UA-BUN dan Unit Pengelolanya

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN, UAKP BUN TK,
dan UAK BUN Pusat dan Daerah, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap
semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang
sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal
balik (reciprocal accounts).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara per 31 Desember 2018 merupakan
konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu
BUN, data keuangan dalam pengelolaan BUN, yang disajikan per 31 Desember 2018,
yang meliputi:

1 999.00 UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP) 181
2 999.01 BA BUN Pengelola Utang Pemerintah {DJPPR} 1
3 999.02 BA BUN Pengelola Hbah (DJPPR) 3
4 99903 BA BUN Pengelola Investasi (DJKN) 12
5 999.04 BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (DJPb) 1
B 98805 BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DJPK] 176
7 999.07 BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA) 14
8 999.08 BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain {DJA} 12
9 999.99 Transaksi Khusus 28
10 | 999.09 Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb) 1

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan Jumlah Satker
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Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan

c.q.

Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon | di

Kem
Umu

enterian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
m Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

N

KPEN Kamil DJPb Dit. PKN DJPb —
L2 A N

|

|
Dit.APK DJPb '
Utang | Hbah ‘ hvestasi |' I.KBI.IN

Pemerintah ) /\ Pemerintah J /1 'I

Theskt k2 3
anmi”: J m:{iﬁ ;nm J id:: / Lap Keuangan
Edaya | Tratidks Eada \
"

Lanlan Krars Lawna

~

Kebijakan Penyusunan LKBUN Tahun 2018 Audited-

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan
Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian

tak

terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 Awdited penyusunan Laporan
Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN. Kebijakan penyajian LK Kuasa

BUN

Tingkat KPPN dan Direktorat PKN dengan SPAN secara ringkas dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari penerbitan SP2D atau dokumen
yang dipersamakan yang dilakukan oleh KPPN dan membebani rekening yang
dikelola Direktorat PKN disajikan dalam Laporan Arus Kas Kuasa BUN
Direktorat PKN serta Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada KPPN;

Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana retur SP2D dari rekening retur
yang dikelola oleh Direktorat PKN disajikan dalam LAK LK Kuasa BUN Direktorat
PKN, dan neraca pada KPPN. Untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran atas
rekening retur yang dikelola oleh KPPN disajikan dalam LAK dan neraca KPPN
bersangkutan;

Transaksi penerimaan negara melalui rekening penerimaan yang dikelola KPPN
Khusus Penerimaan disajikan LAK KPPN Khusus Penerimaan serta LRA dan
neraca KPPN mitra kerja satuan kerja.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Awdited disusun dengan

berp

edoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan sebagai berikut:

1.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
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11.
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Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pinjaman;
Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Daerah dan Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata
uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
LRABUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAP BUN dan UAKP
BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi
pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian
pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan
tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku
pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan
UAKPBUN TK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh
UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian
BUN, UABUN menyajikan pos-pos Pendapatan berdasarkan pos-pos
pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan
realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian
belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja
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dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun
oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari
seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN
menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA
UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA
Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-
pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain
UAPBUN AP.

c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi
pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun
anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang
melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku
pengelola kas negara (UJAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh
UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang
sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

d. Penyajian SILPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN,
belanja BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan
UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos
yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat
pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP
dilakukan pengurangan pada neraca UAP BUN agar tidak terjadi duplikasi
penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat recjprocal,
dilakukan eliminasi (reciprocal elimination).

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi
aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Arus Kas disusun
berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri
Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas
melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening
Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus,
Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi
pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAP BUN AP menyusun LAK
dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah
dan UAKBUN Pusat.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember
2017. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban
atas kegiatan operasional serta kegiatan non operasional yang dilakukan oleh
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seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian Laporan
Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan
Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang
disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan
Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang
merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan
oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan
akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal,
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo
Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip
akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

A.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis
akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis
akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran
masuk sumber daya ekonomi danpada saat timbulnya kewajiban, terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2018 Awdited mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran | (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan
demikian, dalam penyusunan LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
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Pendapatan-LRA
diakui pada saat kas
diterima pada KUN

Pendapatan-L0
diakui pada saat
telah timbul hak
tagih

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1.

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA
diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan
oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA
disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2018
Audited adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung
dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi
(rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa earnings process atas
penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan
migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada
rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur
kewajiban Pemerintah seperti under/over lifting, DMQ fee, dan pengembalian
(reimbursement) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening
600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980
diakui sebagai “Pendapatan yang Ditangguhkan”. Selanjutnya, terhadap
pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening
tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara
sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan
data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa
realisasi pendapatan pada seluruh UAP BUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP
berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja
BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-
LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat
suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak
setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran
pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
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proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Contoh pengecualian
asas bruto dalam hal ini adalah pendapatan migas dari Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS).

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka
lembar/face/ laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan
dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN
TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun
berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran
(akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika
terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka
langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran
pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja
BA BUN dan pembiayaan BA BUN.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi
pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut
dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa
pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada
saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau
terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi
pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset
adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan
operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah
saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti
keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain
diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum
dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari
seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku
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Pembiayaan diakui
pada saat kas
diterima/ keluar dari
KUN

Aset terdiri dari
AsetLancar,Investas
i Jangka Panjang,
Aset Tetap dan Aset
Lainnya

pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Pembantu BUN TK.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima
pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi
penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara
netto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber
dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran
cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan
Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan
pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar
negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang
luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan
Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data
penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN
dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya.
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Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara
kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset
lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
Bl pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang
belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai
dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan
dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran
menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian
Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening
Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang
belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang
berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan
kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan
pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja
BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU vyang merupakan dana kelolaan yang belum
digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di
Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam
bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

AKUNTANSI TRANSAKSI KAS
Transaksi penerimaan kas dapat berupa:
1) Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
fihak ketiga, penjualan investasi permanen lain,pencairan dana
cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang
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3)

4)

dipisahkan.
Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang
dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan
tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan
dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

Transaksi Penerimaan Lainnya [ Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak
mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan
transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak
ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1)

2)

3)

4)

Transaksi Belanja Negara/Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan vyang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan
dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari
entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti
pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi
hasil oleh pemerintah daerah.

Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak
mempengaruhi  anggaran  pendapatan, belanja, pengeluaran
pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain
pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam
pos Piutang adalah Piutang PNBP, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan piutang lainnya yang akan jatuh
tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas penerusan
pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah
(RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2018 Audited ini, Piutang yang disajikan antara lain
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Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman
dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

e harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam
penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan
pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu
setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok
aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca
per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya,
yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non
Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa
pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan
investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak
ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang
diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha
kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah
Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah
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2)

BPR.

LKBUN Tahun 2018 Awdited menyajikan Investasi Non Permanen
berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan
Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu
LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada
Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara
Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/
diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum
Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai
bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat,
misalnya dana bergulir.

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan
untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga
internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN
pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh
satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN
pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut
sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai
ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan
terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam
bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi
Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan
dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai
investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar
tunai maupun dalam bentuk penerbitan Promissory Notes. Di sisi lain,
Promissory Notes tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama
dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan
menggunakan metode ekuitas (equity method). Nilai PMN pada
perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh)
persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas
(equity method), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh)
persen menggunakan metode biaya (cost method).
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Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode
ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh
kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka
digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (net realizable value).
Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga
dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam
suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan
internasional, menggunakan metode biaya.

Dalam penilaian investasi permanen pada BUMN, terdapat penilaian
yang dilakukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun
berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia
(PABU) per 31 Desember 2018 yaitu Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah,
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas
pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang
dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada
saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31
Desember 2018 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002
didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi
tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset
(diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasifjaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan
dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga
dikecualikan  terhadap  aset tetap yang  diperoleh  dari
transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan
sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
lampiran IPSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan
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Aset Tak Berwujud,
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(depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2017 Audited, seluruh aset tetap yang
dikelola  oleh  UAPBUN  selaku pengguna  barang telah
disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku
aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
247/PMK.06/2014, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN
yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus
tersebut meliputi:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 233/PMK.05/2016
tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik
Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 236/PMK.05/2016
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik
Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang
Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset
Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum
Negara;

4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal
Dari Aset Eks Pertamina;

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset
tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran
(TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu
tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset
Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan
oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugasnya.
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TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat
Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang
alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu
seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi
Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi
software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,
goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam
pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana
yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap
pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang
dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada
PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset
pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)
minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian
Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian
Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2018 Audited adalah aset
KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum
diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan
belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca,
namun diungkapkan dalam CalK. Aset yang telah diserahkan kepada
Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan
penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak
mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa
seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam
Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan
Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban
atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa
kas yang belum digulirkan dan piutang penerusan pinjaman yang berasal
dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah
tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan,
Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan
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Kewajiban terdiri
dari kewajiban

Jangka Pendek dan
Kewajiban Jangka

Panjang

sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah
juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah.
Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari
kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (accrued interest),
Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka
Pendek Lainnya. SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan
penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian
lancar.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah
terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening
600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti under lifting, DMO fee,
dan pengembalian (reimbursement) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan
kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang
dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan
utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman
program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman
dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta
(value date) sebagaimana tercantum dalam Notice of Dishursement (NoD),
dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD.
Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang
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jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing
dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui
pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan
diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerhitan SBN.
Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai
utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata
uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil
ketetapan penerhitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi
(outstanding) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka
panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan
mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah,
dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode
semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs
belum terealisasi yang dicatat sebagai nilai rupiah utang jangka panjang
pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan
selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs
belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam
penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang
mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai
pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam
pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang
dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan
pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara PLN
dan Penerimaan Hibah bahwa Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri
atas:

Pinjaman Tunai - Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, stand by
loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi,
pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat
tunai dalam bentuk antara lain Official Development Assistance/0DA
(bilateral,. Concessional (multilateral), Non Official Development
Assistance/Non-0DA (bilateral), Non Concessional (multilateral,. komersial
dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Pinjaman Kegiatan - Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek,
credit line dan lain-lain yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam
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bentuk antara lain Official Development Assistance/0DA (bilateral),
Concessional (multilateral), Non-Official Development Assistance/Non-0DA
(bilateral), Non-Concessional (multilateral), Fasilitas Kredit Ekspor,
komersial dan Mixed Credit/pinjaman campuran (bilateral).

Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk
sekuritas (government debt securities) yang terdiri dari fixed rates bonds,
variable rates bonds, zero coupon bonds, international bonds, Surat Utang
Pemerintah kepada Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
dan Pinjaman Dalam Negeri yang dikelola Kementerian Keuangan.

Fixed Rate Bonds - FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang
ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik setiap 6
(enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan
dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada
individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual
di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat
penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan
sekali (monthly). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan
kepemilikannya di pasar sekunder.

Saving Bond Ritel (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu
atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar
perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dan dibayarkan
secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (monthly). SBR tidak
dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya
di pasar sekunder.

Sukuk Tabungan (ST) adalah adalah produk investasi berbasis syariah yang
diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga
Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang
merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga
Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk
investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai
lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah
(Rp 2 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap setiap bulan (fixed
coupon), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan
investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat
diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh
tempo (early redemption).

Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang memiliki
tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi
tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan
secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat
diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya dipasar sekunder.

Zero Coupon (ZC) Bonds adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual
secara diskonto. ZC dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan
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kepemilikannya di pasar sekunder.

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)
merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (non-
tradable). SUP kepada BI terdiri dari SU002. SU0O04. SUOO7. dan SRBI-01

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia
berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga
sebesar 1 persen pertahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya
diamortisasi dengan jatuh tempo pokokyang terakhir pada tahun 2025
(sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga
3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh
tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga
SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun
dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SUOQ7 diamortisasi
secara semi annually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar
Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat
dilakukan dengan cara tunai (cash) atau dibayar dengan menggunakan
Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (¢radable).

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal
7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka
BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0.1
persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara
periodik dua kali setahun.

International Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata
uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini
disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bl pada tanggal
pelaporan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan
prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk.
Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga
konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan
konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga adanya suatu
transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset
negara yang menjadi dasar penerbitan sukuk serta adanya agad atau
penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Aset negara yang ditentukan sebagai underlying ditetapkan oleh
Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk setiap
penerbitan seri-seri SBSN.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang
diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali
dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. PDN
bersumber dari Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan
Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
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Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi
sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan
nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban
tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah
terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah
baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang
belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka
panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban
Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai
yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal
pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah Promissory Notes yang
diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga
internasional. Promissory Notes yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1
(satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka
pendek. Promissory Notes yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu)
tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau
tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul
sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat
kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
(ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontijensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang
Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah
mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah
terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada
kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam
Catatan Penting Lainnya.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan risk sharing atas Program Kredit Usaha
Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.
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Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan
satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada
Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
lampiran | dijelaskan sebagai berikut:

a.

d.

Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran | PP No.71 Tahun 2010
tentang SAP menyebutkan bahwa “Transaksi yang menggunakan mata
uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah”.

Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran | PP
No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: “Aset moneter
dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca”.

PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran |
PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1)

2)

3)

4)

transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan
yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk
memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata
uang asing lainnya, maka:

a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi; dan

b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran | PP No.71
Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1)

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
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dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata
uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
tanggal transaksi.

2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri
harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
tanggal transaksi.

3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan
kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran | PP No.71
Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah.

2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan
yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk
memperoleh valuta asing tersebut.

4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata
uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018
Audited, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah
dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bl
pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam
mata uang asing di Bl, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak
harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing
antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau
penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi
(unrealized). Dengan demikian LKBUN Tahun 2017 Audited menyajikan selisih
kurs belum terealisasi atas kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan
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pinjaman, utang luar negeri, penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar
negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selish kurs yang belum
terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitaspada Neraca,
dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs tengah Bl masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Juni
2017 adalah sebagai berikut:

Dolar Amerika Serikat

[USD] 1 14.481,00 13.548,00
Dolar Australia [AUD] 1 10.211,29 10.557,29
Dolar Canada [CAD] 1 10.624,37 10.778,92
Franc Swiss [CHF] 1 14.709,75 13.842,15
Yuan China [CNY] 1 2.109,95 2.073,40
Kroner Denmark [DKK] 1 2.217,87 2.172,34
EURO [EUR] 1 16.559,75 16.173,62
Poundsterling Inggris [GBP] 1 18.372,78 18.218,01
Yen Jepang [JPY] 100 13.111,51 12.021,84
Korean Won [KRW] 1 13,03 12,70

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2018 Audited, sebagai dasar kebijakan serta
perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata
uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk
pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar
pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya
masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di Bl dalam mata
uang asing (valas) dalam penyusunan LK BUN Tahun 2018 Awdited diatur
tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
19/PBJ2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik
BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka
pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

a. menyimpan kas dalam mata uang asing;

b. melakukan konversi;

c. melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN
dalam mata uang asing yang sama; dan/atau

d. melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

a. Selisih Kurs Belum Terealisasi (unrealized); dan
h. Selisih Kurs Terealisasi (realized).

Dalam penyusunan LK BUN, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di Bl dalam
mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran
saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata
uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi
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dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:

1) kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam
mata uang asing yang sama; dan

2) pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan
keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan. Selisih
kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun
Selisih Kurs (311711).Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran,
dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan
Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit
(negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
(596211) apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam
Laporan Operasional.

Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi.
Konversi tersebut dapat terjadi:

1) dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
2) dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan
diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung
sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung
berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

1) untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi
konversi,akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs
Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (42394 1) atau akun Belanja
Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
(581415).

2) untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman
uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan
pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian
Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

a.

Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi
dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada
Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;
Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan
kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan
perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai
akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke
akun utang (22xxxx);

2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai
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akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D
(54xxxx).

Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidakmempengaruhi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat
diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan
kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang
berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai
negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh
pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tabungan perumahan Pegawai
Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak
Ketiga.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan
antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas
lainnya maka perlu diakui adanya selisinkurs terealisasi. Selisih kurs
terealisasi tersebut dilaporkan dalamLRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN
merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga
yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di
Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak
diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2018 Audited telah dibentuk
satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus
Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan.
Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas
penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen
penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA
BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi
pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan
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kondisi sebagai berikut:

a.

Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN
karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:

1)

2)

3)

Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX
menggunakan kode akun sesuai setoran);

Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan
kode akun sesuai setoran);

Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).

Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh
satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN
yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi
penerimaan dari KPA satker.

14. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan
BUN adalah sebagai berikut:

a.

c.

Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker
lingkup BUN (BA 999);

Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan
Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup
Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA
999.00), dengan kaidah sebagai berikut:

(2)

(3)

(4)

Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan
menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh
satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP
(999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan
111613 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran
sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di
KIL;

Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi
nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar
konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912.
Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara
Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos
Ekuitas BUN di KIL;

Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan
menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker
Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00)
dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111911 disajikan di neraca
pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912
disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah
sebagai berikut:
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(1)

(2)

Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan
Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN
Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana
Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana
Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan
dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111.
Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan
mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;

Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas
pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh
satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan
keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara
Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku
besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun
111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai
saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611
dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di
Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi
LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.
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B. PENJELASAN ATAS P0S-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah pada Tahun 2018 berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Sementara itu, Belanja BUN dilakukan berdasarkan pada
prinsip pengendalian anggaran belanja BUN dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan
dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi
penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan,
serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja BUN meliputi( i) Belanja
Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk
mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 adalah sebesar Rp237.903.511.503.141
atau mencapai 185,54 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp128.223.383.429.330.
Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP)
sehesar Rp222.338.651.263.821, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320.
Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
Rp67.299.915.833.123 atau 39,45 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian
Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2018 dapat dilihat di Lampiran LRA 1
( halaman LB1).

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.556.178.141.397 atau
mencapai 97,99 persen dari target APBN sebesar Rp1.394.541.225.099.000. Realisasi
Belanja. BUN Tahun 2018 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp608.763.240.084.018 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar
Rp757.792.938.057.379.

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau
mencapai 93,79 persen dari target APBN sebesar Rp325.936.638.600.000. Realisasi
pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp302.515.788.492.391
dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp3.176.809.376.629.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan dan Hibah BA BUN (BA. 999)

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2018 sebesar Rp237.903.511.503.141 berasal dari

Realisasi Pendapatan BUN
eallsasi Fendapatan PNBP  sehesar Rp222.338.651.263.821 dan  Penerimaan  Hibah sebesar

dan Hibah Rp15.564.860.239.320.
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 sebesar Rp222.338.651.263.821

atau 175,03 persen dari target APBN sebesar Rp127.026.518.029.330. Realisasi PNBP
Tahun 2018 tersebut lebih besar Rp62.289.787.021.441 atau naik 75,27 persen
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan
Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBP
Lainnya.

B.2.1.1.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi  Penerimaan  Sumber Daya Alam Tahun 2018 adalah  sebesar
Rp145.041.893.979.719 atau 179  persen dari  target APBN  sebesar
Rp81.030.405.153.361. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar Rp62.291.008.810.432
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atau naik 75,27 persen dibandingkan realisasi tahun 2017. Penerimaan Sumber Daya Alam
merupakan PNBP yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal
dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sesuai dengan
ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah dalam
rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan SDA
Tahun 2018 sebagai berikut.

1 |Pendapatan Minyak Bumi 59.582.710.000.000 |  101.486.695.315.900 | 170,33¢
2 |Pendapatan Gas Alam 20.766.330.000.000 41.302.551.779.459 | 198,8%¢
3 |Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi 681.365.153.361 2.252.646.884.360 | 330,61/

Rincian realisasi Penerimaan SDA Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Pendapatan Minyak Bumi 101.486.695.315.900 58.203.042.976.236
2 |Pendapatan Gas Alam 41.302.551.779.459 23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi 2.252.646.884.360 909.162.988.429

l

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2018 terealisasi sebesar Rp101.486.695.315.900 atau
170,33 persen dari estimasi APBN TA 2018 sebesar Rp59.582.710.000.000. Realisasi
Pendapatan Minyak Bumi tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun lalu, mengalami
peningkatan sebesar Rp43.283.652.339.664 atau 74,37 persen. Peningkatan ini antara lain
disebabkan oleh tingginya realisasi ICP realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan tahun
2017.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp41.302.551.779.459
atau mencapai 198,89 persen dari perkiraan APBN TA 2018 sebesar
Rp20.766.330.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya naik
sebesar Rp17.662.650.785.846 atau 74,72 persen. Tingginya capaian realisasi Pendapatan
Gas Bumi pada tahun 2018 ini juga disebabkan oleh tingginya realisasi ICP tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017, mengingat ICP juga berpengaruh secara signifikan
terhadap sebagian harga gas yang menggunakan formula yang dikaitkan dengan harga
minyak.

Setoran Bagian Pemerintah atas Pendapatan Pertambangan Panas Bumi (SDA Non
Migas)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara TA 2018, target Pendapatan Panas Bumi tahun 2018 ditetapkan dalam
APBN Tahun 2018 sebesar Rp700.594.406.000 yang terdiri atas pendapatan pengusahaan
panas bumi( PNBP Khusus BUN) sebesar Rp681.365.153.361 dan target pendapatan PNBP
yang merupakan bagian dari penerimaan PNBP Kementerian ESDM yaitu pendapatan iuran
tetap panas bumi sebesar Rp18.350.429.000 dan pendapatan iuran produksi/royalti panas
bumi sebesar Rp878.824.000.

Realisasi Penerimaan Pengusahaan Panas Bumi untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp2.252.646.884.360 atau mencapai 330,61 persen dari
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target pendapatan pengusahaan panas bumi tahun 2018 sebesar Rp681.365.153.361.
Keseluruhan pendapatan pertambangan panas bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola
Panas Bumi adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP).

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi adalah PNBP yang berasal dari setoran bagian
pemerintah( disetor oleh pengusaha panas bumi existing) setelah dikurangi dengan kewajiban
perpajakan( reimbursement PPN dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan pungutan
lainnya ( penggantian bonus produksi). Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
periode 1 Januari 2018 tahun 2018 sebesar Rp2.252.646.884.360 jauh lebih tinggi sebesar
Rp1.343.483.895.931 atau sebesar 147,77 persen dari realisasi Pendapatan Pengusahaan
Panas Bumi periode yang sama pada TA 2017 sebesar Rp909.162.988.429
(Rp2.252.646.884.360- Rp909.162.988.429).

Secara umum, Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi periode 1 Januari 2018 tahun 2018
mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini
disebabkan lebih tingginya setoran bagian pemerintah pada tahun 2018 sebesar
Rp593.765.195.459 (Rp2.513.346.963.096-Rp1.919.581.767.637) (30,93 persen)
dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2017. Tingginya angka setoran bagian
pemerintah pada tahun 2018 dibandingkan 2017 disebabkan antara lain penurunan nilai
tukar rupiah terhadap dollar dan rendahnya realisasi biaya operasi( OPEX) akibat adanya
penundaan kegiatan operasi di wilayah kerja panas bumi Wayang Windu ke Triwulan IV
tahun 2018.

Sementara itu, angka pencadangan kewajiban pemerintah (reimbursement PPN dan
penggantian bonus produksi) periode 1 Januari sd 31 Desember 2017 lebih tinggi dari pada
periode yang sama di tahun 2018. Pencadangan penggantian bonus produksi tahun 2017
sebesar Rp166.001.332.195 memperhitungkan angka pencadangan penggantian bonus
produksi tahun 2015, 2016, dan 2017, sedangkan angka penggantian bonus produksi
sebesar Rp70.807.901.004 pada tahun 2018 seluruhnya merupakan pencadangan
penggantian bonus produksi tahun 2018.

Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat penyetoran bagian pemerintah yang berasal dari
kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari Pengusaha Panas Bumi berdasarkan hasil
audit sebesar Rp44.984.608.360 dan pemindahbukuan dari saldo cadangan reimbursement
PPN serta kelebihan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi dengan total
sebesar Rp629.794.758.894. Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai
berikut.

a |Setoran Bagian Pemerintah 2.513.346.963.096 | 1.919.581.767.637 | 30,93/
b [Reimbursement PPN 556.266.765.256 597.752.771.602 6,94
¢ |PBB Pertambangan Panas Bumi 308.404.779.734 250.060.927.241 23,334
d [Penggantian bonus produksi panas bumi 70.807.901.004 166.001.332.195

e |Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi 1 a-b-c-d) 1.577.867.517.102 905.766.736.599 | 74,26/

PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan
reimbursement PPN

Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi setelah
ditambahkan saldo cadangan reimbursement PPN( e+f)
Pendapatan SBP Pertambangan Panas Bumi yang berasal dari
kekurangan penyetoran bagian pemerintah

629.794.758.894 3.396.251.830 | 18444/

2.207.662.275.996 909.162.988.429 | 142,82

44.984.608.365
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Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi selama periode 1 Januari 2018 tahun 2018
di atas berasal dari setoran bagian Pemerintah atas enam Wilayah Kerja Pertambangan
Panas Bumi( terdiri atas tujuh Pengusaha panas bumi) setelah dikurangi dengan kewajiban
perpajakan ( reimbursement Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta
penggantian bonus produksi panas bumi) dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai

berikut.
L eeeuse | wieken | e |
PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang, Jawa Barat 379.156.474.343
PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong, Sulut 21.067.345.743
PT Pertamina Geothermal Energy Ulubelu, Lampung 28.485.692.756
Chevron Geothermal Salak, Ltd

Gn. Salak, Jawa Barat 359.023.391.826
Dayabumi Salak Pratama, Ltd
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd
Chevron Darajat, Ltd Darajat, Jawa Barat 293.479.087.253

PT Darajat Geothermal Indonesia
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Wayang Windu, Jabar 544.673.254.920

Faktor Pengurang ; pencadangan PBB untuk wilayah kerja yang belum
menyetorkan bagian pemerintah *

(48.017.729.738)

B.2.1.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar
Kekayaan Negara Rp45.060.521.375.969 atau sebesar 100 persen dari target penerimaan selama Tahun
Dipisahkan 2018 sebesar Rp45.060.521.375.969.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen atau Rp1.156.304.264.296
apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun
2017 yang mencapai Rp43.904.217.111.673.

Persentase capaian realisasi PNBP perbankan mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen
terhadap realisasi anggaran ditahun 2017, sedangkan capaian realisasi PNBP non perbankan
mengalami penurunan sebesar 8,43 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2017,
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Pend. Laba BUMN Perbankan 16.267.751.186.649 12.460.928.189.608| 30,55
Pend. Laba BUMN Non Perbankan 28.792.770.189.320 31.443.288.922.065| -8,43

Rincian Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 dapat dilihat
pada lampiran LRA 2( halaman LB2).

B.2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya  Roglisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar
Rp32.236.235.908.133 atau  3.445,55 persen dari target APBN sebesar
Rp935.591.500.000. Meskipun demikian, realisasi PNBP Lainnya Tahun 2018 lebih kecil
Rp81.220.689.444 atau turun 0,25 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.
Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:
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Pendapatan dari Surplus Lembaga 55.663.300.189

11.475.913.414.958

Pendapatan Pengelolaan BMN 7.749.372.416.005
5.121.463.962.527

7.352.446.519.821

Pendapatan Jasa

Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening 10.063.388.677.733

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 669.443.546 628.894.029
Pendapatan Pendidikan 9.232.502
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil 208.966.201

Pendapatan luran dan Denda 16.352.791.005 6.257.201.106

10.624.248.280.702| 12.087.069.405.386

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain sebesar Rp10.624.248.280.702 berasal dari penerimaan kembali
belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.740.091.519.268, dan pendapatan anggaran
lain-lain Rp7.884.156.761.434. Pendapatan anggaran lain-lain pada unit pengelola investasi
pemerintah( BA 999.03) termasuk pendapatan yang diperoleh dari diskon atas prepayment
yang berdasarkan PMK No 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Investasi Pemerintah, terdapat pergeseran pelaporan pendapatan tersebut yang
semula disajikan pada LK BA 999.01, pada tahun 2018 disajikan pada LK BA 999.03.

Rincian PNBP lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

999.01( Pengelola Utang)

2.283.949.863.335

Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah

1.141.132.650.700

Pendapatan Premium atas SBSN Dalam Negeri/ Rupiah

1.141.626.882.500

Pendapatan Anggaran Lain-lain

1.190.330.135

999.02( Pengelola Hibah)

34.612.669.696

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

34.612.669.696

999.03( Pengelola Investasi Pemerintah)

47.472.000.000

Pendapatan Anggaran Lain-lain

47.472.000.000

999.04( Pengelola Penerusan Pinjaman)

1.451.696.205.328

Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman

1.309.111.487.158

Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah

60.552.451.830

Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman

156.273.288

Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman

74.556.330.261

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman

5.278.945.347

Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program

1.607.497.444

Pendapatan Anggaran Lain-lain

433.220.000

999.05( Pengelola Belanja Transfer Daerah)

255.312.488.630

Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL

255.312.488.630

999.07( Pengelola Belanja Subsidi)

2.174.010.595.983

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan( Jasa Giro)

35.702.297

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara thd Pihak Lain/Pihak Ketiga

5.5699.792

Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu

2.173.969.293.894

999.08( Pengelola Belanja Lain-Lain)

3.373.519.400.367

Pendapatan Penjualan Cadangan Beras dim Rangka Operasi Pasar Murni

3.355.203.918.148

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan( Jasa Giro)

98.702.334

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

3.177.000.623

Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu

15.039.479.262

Pendapatan Anggaran Lain-lain

300.000

999.99( Pengelola Transaksi Khusus)

22.615.662.684.794

Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan

55.663.300.189

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

8.120.709.496.810

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi

684.641.168

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan

6.336.112.597.573

Pendapatan Denda

6.289.347.591

Pendapatan Lain-lain

8.096.203.301.463
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Realisasi Penerimaan
Hibah

Realisasi Belanja BUN

Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat

Belanja Pegawai

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

Realisasi Anggaran atas Pendapatan Hibah selama Tahun 2018 sebesar neto
Rp15.564.860.239.320 atau 1.300,47 persen persen dari estimasi pendapatan yang
terdapat dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp1.196.865.400.000. Bila dilihat dari sumbernya,
pendapatan hibah tersebut terdiri dari pendapatan hibah dalam negeri neto sebesar
Rp13.178.185.591.822 dan pendapatan hibah luar negeri neto sebesar
Rp2.386.674.647.498 sebagaimana rincian sebagai berikut.

Hibah Dalam Negeri

13.178.185.5691.822

7.410.435.627.384

Hibah Langsung Bentuk Uang

13.178.185.591.822

7.410.435.627.384

Hibah Luar Negeri

2.386.674.647.498

4.219.379.375.106

Hibah Terencana Bilateral

202.952.271.644

234.472.316.950

Hibah Terencana Multilateral

215.422.323.945

295.603.707.659

Hibah Langsung Bentuk Uang

1.968.300.051.909

3.689.303.350.497

Realisasi pendapatan hibah( neto) mencapai 1.300,47 persen dari anggaran yang ditetapkan
dalam DIPA TA 2018 dikarenakan hibah langsung yang diterima oleh KJL tidak direncanakan
dalam DIPA TA 2018. Di samping itu, realisasi sebesar 1.300,47 persen tersebut
dikarenakan meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkannya kepada BUN.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.556.178.141.397 atau 97,99
persen dari anggaran sebesar Rp1.394.541.225.099.000. Realisasi Belanja BUN terdiri dari

(i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp608.763.240.084.018 dan( i) Transfer ke Daerah

dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018 adalah sebesar Rp608.763.240.084.018
atau 97,59 persen dari anggaran sebesar Rp623.808.784.256.000. Belanja Pemerintah
Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1.Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp115.927.310.196.440
dan Rp102.817.614.946.210. Realisasi tersebut adalah sebesar 99,33 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp116.707.013.400.000. Realisasi belanja ini adalah realisasi neto yaitu
realisasi belanja dikurangi pengembalian belanja. Pembayaran iuran asuransi kesehatan
adalah belanja asuransi kesehatan untuk PNS, pejabat negara, TNI/Kemhan, POLRI, dan
veteran serta belanja program jaminan kecelakaan kerja pegawai serta belanja program
jaminan kematian pegawai. Realisasi belanja pegawai pada dasarnya terdiri dari dua jenis
belanja pokok yaitu untuk pembayaran uang pensiun dan pembayaran iuran asuransi
kesehatan( askes) dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.
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Realisasi Belanja Barang

Belanja Pensiun 110.214.811.345.869
513111 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Pusat 28.038.772.119.668
513112 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah 55.061.021.625.453
513113 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan 2.360.949.673.384
513114 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri 457.013.160.242
513115 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian 18.045.014.446
513121 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri( Lama) 3.164.093.298.309
513122 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan 7.114.647.505.097
513123 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri 3.622.139.070.889
513131 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara 145.786.319.166
513132 |Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim 143.410.653.322
Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama dalam
o131 Pembayaran Pensiun Eks P?\IS Kemhub pada PT KAI 627.373.512.331
513151 |Belanja Tunjangan Veteran 3.440.905.679.212
513152 |Belanja Dana Kehormatan Veteran 43.180.784.633
513153 |Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP 15.727.929.717
513161 |Belanja Tunjangan Hari Tua( Unfunded Liability) 5.961.745.000.000
Belanja Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM 5.712.498.850.571
513211 |Belanja Askes PNS 3.683.146.566.816
513212 |Belanja Askes Pejabat Negara 202.243.500.000
513231 |Belanja Askes TNI/Kemhan 510.446.219.142
513241 |Belanja Askes Polri 499.980.031.030
513251 |Belanja Askes Veteran 110.698.125.275
513271 |Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai 201.015.674.340
513281 |Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai 504.968.733.968

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun 2018 adalah sebesar Rp316.191.097.283 atau 48,52
persen dari anggaran sebesar Rp651.669.814.000. Rincian belanja barang dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

1 |Badan Kehijakan Fiskal

84.802.714.000

84.634.750.485( 99,80/

2 |DJPPR

566.867.100.000

231.556.346.798( 40,85¢

Belanja Barang pada satker TK BKF ( 984438) sebesar Rp84.634.750.485 merupakan
pembayaran kontribusi kepada 11 Organisasi Internasional dengan rincian sebagai berikut.
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Realisasi
Utang

Cicilan Bunga

31 Desember 2018

Uraian

Anggaran Mata Uang SP2D Tgl SP2D Kurs SP2D (IDR)
1. | OFID 5.282.760.000 usb 380.000,00 8-Jun-18| 13.902,00 5.282.760.000
2. | OECD BEPS Project 733.573.000 |  EUR 43812,00 |  6-Aug-18| 16.743,66 733.573.232
3, GFTEI 693.510.000 [ EUR iz AT R 673.872.708
1.122,13 | 26-Dec-18| 16.664,54 18.699.780
4. | USAID Trust Fund 15.000.000.000 IDR 15.000.000.000,00 |  13-Jul-18 1,00 15.000.000.000
5. | APTCF 434.430.000 |  USD 30.000,00 |  6-Aug-18| 14.481,00 434.430.000
. ADF saoss 2000 | Uso 3.303.000,00 | 18-Sep-18| 14.908,00 49.241.124.000
197.000,00 | 26-Dec-18| 14.602,00 2.876.594.000
; P —— s UED 95.400,00 | 10-Sep-18| 14.835,00 1.415.259.000
4.600,00 | 26-Dec-18| 14.602,00 67.169.200
1.917,00 |  6-Aug-18| 16.743,66 32.097.596
8. MAC 63.912.000 [ EUR 1.500,00 | 10-Sep-18| 17.138,14 25.707.210
349,00 | 26-Dec-18| 16.664,54 5.815.924
2.266,00 |  6-Aug-18| 16.743,66 37.941.134
9. MCAA 97.114.000 EUR 1.000,00 | 10-Sep-18| 17.138,14 17.138.140
2.402,00 | 26-Dec-18| 16.664,54 40.028.225
5.000,00 | 14-Aug-18| 16.688,59 83.442.950
10. CTs 958.255.000 EUR 41.950,00 4-Oct-18| 17.495,50 733.936.225
8.050,00 | 26-Dec-18| 16.664,54 134,149,547
11, TCF IAEA 7.798297.000 |  EUR ESSIND) | G| T 7.436.238.946
20.689,00 | 26-Dec-18| 16.664,54 344.772.668
JUMLAH 84.802.714.000 84.634.750.485

Belanja barang pada DJPPR merupakan pembayaran belanja dukungan kelayakan Sistem
Penyediaan Air Minum ( SPAM) Umbulan sebesar Rp163.980.000.000, dan belanja atas
transaksi fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp67.576.346.798 dengan rincian sebagai
berikut.

1 [Jaringan Serat Optik Palapa Ring 2.593.951.318
2 |SPAM Bandar Lampung 14.222.133.373
3 |Transportasi Kota Medan 10.828.779.759
4 |RSUD Krian 6.636.493.113
5 |SPAM Semarang Barat 10.706.465.973
6 |RSUD dr. Pirngadi 2.371.771.387
7 |Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Suma 8.449.256.940
8 |Perkeretaapian Makassar-Parepare 11.767.494.935

B.2.2.1.3. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.618.114.361.799. Realisasi belanja
pembayaran bunga utang Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,07 persen dari Tahun
2017, disebabkan karena kenaikan pada jumlah utang serta pelemahan mata uang Rupiah
terhadap Dollar US.Selain itu pembayaran bunga utang khususnya discount SUN lebih tinggi
dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi yield SUN di pasar keuangan.
Sebagaimana Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018 menyatakan
bahwa Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok
utang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya
dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/ atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Dari anggaran sebesar Rp264.850.500.000.000 vyang tersedia terdapat realisasi
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pembayaran bunga utang sebesar Rp257.952.028.141.279 atau 97,4 persen dari anggaran
tersebut. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar
Rp19.519.914.054.797 dan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar
Rp238.432.114.086.482. Pembayaran bunga utang dalam negeri terdiri dari pembayaran
bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp238.041.258.449.289 dan pembayaran
bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp390.855.637.193.

Pagu anggaran diatas merupakan pagu anggaran yang telah disesuaikan dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dari pagu anggaran yang termuat pada
UU APBN senilai Rp238.607.121.370.000, realisasi pembayaran bunga utang adalah
sebesar 108.11 persen.

Adapun komposisi belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri 19.519.914.054.797( 16.590.693.239.260
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri | 238.432.114.086.482| 199.977.329.282.085

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri Tahun 2018 mengalami kenaikan 17.66
persen dibandingkan Tahun 2017, dimana Tahun 2017 realisasi sebesar 95.86 persen dari
pagu atau senilai Rp16.590.693.239.260. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan
pada jumlah Pinjaman Tunai/Program dan pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar US.
Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

541411 |Belanja Bunga Pinjaman Program 9.492.815.016.353 7.029.325.246.942
541419 |Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program 100.919.929.226 47.783.462.225
541421 |Belanja Bunga Pinjaman Proyek 9.190.100.050.033 8.573.5669.276.690
541429 |Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek 735.515.050.817 939.498.647.770
541461 |Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri 564.008.368 516.605.633

Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri SBN Tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut ini .
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541211

Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah

142.261.232.153.193

128.447.868.326.311

541219

Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Bunga
Obligasi Negara

82.862.689.592

33.845.310.000

541231

Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri

390.855.637.193

425.469.471.321

541251

Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas

35.953.542.710.114

31.630.601.709.660

541259

Belanja Biaya/Kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

89.529.197.775

70.545.068.757

541311

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang

27.203.325.422.534

23.711.779.419.712

541312

Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Imbalan SBSN
Jangka Panjang

31.602.995.000

50.555.585.000

541341

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang -
Valas

8.641.921.000.000

6.429.953.812.500

541342

Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban lainnya Imbalan SBSN
Jangka Panjang

24.526.492.500

33.424.383.300

542111

Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan
Negara Dalam Negeri

4.264.747.725.000

5.420.343.935.350

542121

Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam
Negeri

14.353.393.939.300

1.359.450.200.100

542141

Biaya Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas

368.554.057.200

432.522.469.500

544111

Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas
Pembelian Kembali Obligasi

2.787.500.000

83.757.200.000

545111

Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang

3.266.933.373.581

743.727.452.274

1.496.299.193.500

1.103.484.938.300

545131 |Belanja Pembayaran Discount SPN-Syariah

Belanja Pembayaran Diskon direalisasikan atas SBN yang diterbitkan secara diskonto baik
denominasi Rupiah maupun denominasi valas seperti SUN dengan denominasi USD dan EUR.
Diskon SBN dipengaruhi oleh yield. Yield SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia,
saat ini masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara peers. Sebagai gambaran, yield
Global Bond berdenominasi USD yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir
tahun 2018 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yield Global Bond berdenominasi USD
Pemerintah Filipina, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Turki, Brazil dan
Meksiko. Dimana posisi per tanggal 27 Desember 2018, yield Global Bond berdenominasi
USD Indonesia berada di level 4,56 persen, sedangkan yield bond yang diterbitkan Filipina,
Turki, Brazil dan Meksiko secara berturut-turut berada di level 3,71 persen; 6,92 persen;
5,17 persen; dan 4,62 persen.

Yield SBN sebagaimana instrumen surat utang lainnya bersifat dinamis dan dipengaruhi
antara lain oleh mekanisme pasar( supply dan demand), sentimen pasar domestik maupun
global, kebijakan moneter dan fiskal, dan kondisi fundamental perekonomian. Selain itu, di
secondary market, yield global bond dalam USD juga dipengaruhi oleh perbedaan Credit
Default Swap( CDS) yang merupakan indikator tingkat risiko gagal bayar dari suatu negara.
Nilai CDS ditentukan oleh mekanisme pasar dan credit rating yang ditentukan oleh lembaga
pemeringkat rating yang independen. Dimana semakin tinggi CDS suatu negara, biasanya
diikuti oleh permintaan premium yang lebih tinggi dari investor dan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi tingkat yield obligasi. Adapun CDS Indonesia untuk 10 tahun pada akhir
tahun 2018( 28/12) berada di level 214,065 bps. Sedangkan CDS 10 tahun Filipina sebesar
139,8 bps. Sedangkan Turki, Brazil dan Meksiko sebesar 413,525 bps, 283,315 bps, dan
231 bps. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko Pemerintah Indonesia relatif sedikit lebih
tinggi dibandingkan Filipina, namun lebih rendah dibandingkan Turki, Brazil dan Meksiko.
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Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri mengalami penurunan dibandingkan
realisasi tahun 2017 sebesar 8,14 persen. Hal tersebut dikarenakan realisasi penarikan
Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2018 sekitar 50 persen dari yang telah diproyesikan dan
dianggarkan. Adapun realisasi pembayaran bunga Surat Berharga Negara mengalami
peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 19,29 persen, disebabkan karena
bertambahnya penerbitan SBN, pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dollar US dan
realisasi atas diskon SBN yang diterbitkan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan
dengan tahun 2017.

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 atau 97
persen dari pagu anggarannya sebesar Rp223.590.040.996.000. Realisasi Belanja Subsidi
Tahun 2017 adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 sehingga apabila dibandingkan dengan
Tahun 2017, Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
Rp50.482.200.986.123 atau sebesar 30,34 persen. Anggaran Belanja Subsidi yang
ditetapkan dalam APBN TA 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Rl Nomor 107 Tahun
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
adalah sebesar Rp156.228.125.107.000.

Pagu DIPA TA 2018 untuk Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni melebihi Pagu Alokasi
dalam UU APBN TA 2018 dikarenakan terdapat pergeseran pagu dari BA 999.08 ke BA
999.07 untuk penyelesaian kurang bayar Subsidi/PSO Tahun Anggaran Sebelumnya dan
penambahan pagu atas kenaikan asumsi dan parameter perhitungan subsidi sampai akhir
tahun 2018. Rincian perubahan pagu anggaran belanja subsidi dapat dilihat pada tabel
berikut.

| mos [ m ] o [ m [ w ]

Subsidienerg Dir PNBP, DJA 94525.110000000]  154.177.134.264000  59.652.024.264.000
Subsidi pupuk Eie’r:;::a"a tan Stana 2503965703000 3645445393800 7.950.488.235.000
PSO PT KAI Dirjen Perkeretaapian 2.390.714.493.000 2.390.714.492.000 (1.000)
PSO PT Peli Diren Perhubungan Laut 1867760740000 1.946.485.205.000 78.715.465.000
PSO LKBN Antara Diren Informasi dan Komunikasi 171.731.021.000 171.730.837.000 (184.000)
Subsidi kreit program Dir SMI, DJPB 418.853.000.000 212.143.969.000 (206.659.031.000)
fﬂ';'::‘:::;':;hh::"g“ OGN UANG | o Pembiayaan Perumahan 3907737000000  3907.737.000.000
Subsidi bunga KUR dan IJP KUR | Deputi Bidang Pembiayaan 13.665.705.000.000 13.665.705.000.000
Subsidi bunga air bersih Dirjen Cipta Karya 8.349.114.000 8.349.114.000
Subsidi PPh DTP E::::[’n'a';:t:':;:e'm”ha" 01 j011ssroseoo0| 1012183105800
Subsidi BMDTP 646.358.978.000 533.706.119.000 (112.652.859.000)
Subsidi IKTA Diren IKTA 224,050.482.000
Subsidi ILMATE Diren ILMATE 295.779.045.000
Subsidi AGRO Dirjen Industri Agro 1.876.592.000
Subsidi BPOM BPOM 12.000.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan

59



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

Kenaikan Anggaran Belanja Subsidi tersebut disebabkan antara lain :

1. Pergeseran Pagu dari BA BUN Belanja Lain-Lain( BA BUN 999.08) ke BA BUN Belanja
Subsidi( BA BUN 999.07) untuk pembayaran utang subsidi tahun 2016 dan tahun-tahun
sebelumnya pada Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Pelni sebagaimana dalam tabel
berikut.

Subsidi Energi | SPP BA BUN 001/AG/2018 tanggal 27 Maret 2018 17.600.000.000.000
Subsidi Pupuk | SPP BA BUN 003/AG/2018 tanggal 25 Juni 2018 7.950.489.339.000
PSO PT Pelni SPP BA BUN 010/AG/2018 tanggal 29 November 2018 78.715.467.000

2. Terdapat penyesuaian pagu Belanja Subsidi Energi dikarenakan adanya perubahan
parameter perhitungan subsidi antara lain :

a.

Harga Produk BBM( MOPS)

Harga Produk LPG Tabung 3 Kg( CPA)

Kenaikan Volume penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 Kg
Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

Perubahan Subsidi tetap Minyak Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per
liter.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa
Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi
pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak
mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.

Perbandingan Belanja Subsidi Tahun 2018 per Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat
dalam tabel berikut ini.
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1 lementerlan Ieuangan 164.511.159.291.000 163.722.914.086.039 99,52

- Direktorat Jenderal Anggaran 154.177.134.264.000 153.522.420.228.586 99,58
Subsidi Minyak Solar 35.500.058.609.000 35.500.058.608.682

Subsidi Minyak Tanah 3.449.473.449.000 3.370.760.456.883

Subsidi Elpiji 58.720.014.511.000 58.144.013.468.021

Subsidi Listrik 56.507.587.695.000 56.507.587.695.000

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan 212.193.969.000 88.731.486.675 41,82
Subsidi Bunga KKP dan Energi 138.134.976.000 30.840.009.278

Subsidi Bunga Eks KLBI 490.779.000 0

Subsidi Bungan Kredit Biofuell KPEN-RP] 66.995.397.000 52.374.490.735

Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi 369.932.000 125.898.351

Subsidi Kredit Sektor Peternakan 5.210.095.000 5.206.072.509

Subsidi Kredit Resi Gudang 992.790.000 185.015.802

- Direktorat Jenderal Pajak 10.121.831.058.000 10.111.762.370.778 99,90
Subsidi PPh DTP 10.121.831.058.000 10.111.762.370.778
Kementerian Pertanian 36.454.453.938.000 33.612.732.444.040| 92,20
- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 36.454.453.938.000 33.612.732.444.040 92,20
Subsidi Pupuk 36.454.453.938.000 33.612.732.444.040

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 0 0

Subsidi Benih 0 0
Kementerian Perhubungan 4.337.199.697.000 4.077.605.396.218| 94,01
- Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2.390.714.492.000 2.145.056.042.843 89,72
Subsidi PT KAI 2.390.714.492.000 2.145.056.042.843

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 1.946.485.205.000 1.932.549.353.375 99,28
SubsidifPSO PT. PELNI 1.946.485.205.000 1.932.549.353.375
Kementerian Pekerjaan Umum 3.916.086.114.000 3.245.732.119.335| 82,88
- Direktorat Jenderal Cipta Karya 8.349.114.000 7.237.479.844 86,69
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya( Air Bersih) 8.349.114.000 7.237.479.844

- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 3.907.737.000.000 3.238.494.639.491 82,87
Subsidi Bunga KPR 2.529.737.000.000 2.285.851.639.491

oSubsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 1.378.000.000.000 952.643.000.000
Kementerian Sosial 0 0
-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 0 0

Subsidi Pangan [1] 0
Kementerian Kominfo 171.730.837.000 155.927.797.800| 90,80
- Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 171.730.837.000 155.927.797.800 90,80
Subsidi PSO Tainnya 171.730.837.000 155.927.797.800
Kementerian Koperasi dan UKV 13.665.705.000.000 11.697.777.636.389 85,60
- Deputi Bidang Pembiayaan 13.665.705.000.000 11.697.777.636.389 | 85,60
Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR 1.686.635.000.000 116.443.541.536 6,90
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya( Bunga KUR) 11.979.070.000.000 11.581.334.094.853 96,68
BPOM 12.000.000.000 9.458.672.000| 78,82
- BPOM 12.000.000.000 9.458.672.000 78,82
Subsidi BM-DTP 12.000.000.000 9.458.672.000
Kementerian Perindustrian 521.706.119.000 361.155.963.480| 69,23
- Direktorat Jenderal ILMATAE 295.779.045.000 182.012.243.000 61,54
Subsidi BM-DTP 295.779.045.000 182.012.243.000

- Direktorat Jenderal TKTA 224.050.482.000 177.282.355.480 79,13
Subsidi BM-DTP 224.050.482.000 177.282.355.480

- Direktorat Jenderal Industri Agro 1.876.592.000 1.861.365.000 99,19
Subsidi BM-DTP 1.876.592.000 1.861.365.000

Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
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Subsidi Minyak Solar 35.500.058.608.682 6.578.231.530.501 28.921.827.078.181| 439,66
Subsidi Minyak Tanah 3.370.760.456.883 1.718.878.334.674 1.651.882.122.209 96,10
Subsidi Elpiji 58.144.013.468.021 38.749.622.596.141 19.394.390.871.880 50,05
Subsidi Listrik 56.507.587.695.000 |  50.595.347.740.000 5.912.239.955.000 11,69
Subsidi PPh DTP 10.111.762.370.778 8.933.666.779.147 1.178.095.591.631 13,19
Subsidi BM-DTP 370.614.635.480 280.946.213.728 89.668.421.752 31,92
Subsidi Bunga KKP dan Energi 30.840.009.278 77.345.682.020 (46.505.672.742),  (60,13)
Subsidi KPEN-RP 52.374.490.735 126.295.726.866 (73.921.236.131)]  (58,53)
Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR 116.443.541.536 414.349.387.000 (297.905.845.464)  (71,90)
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi 125.898.351 33.811.309.551 (33.685.411.200) (100)
Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi 5.206.072.509 6.324.279.981 (1.118.207.472),  (17,68)
Subsidi Skema Resi Gudang 185.015.802 145.227.180 39.788.622 27,40
Subsidi Benih 764.685.996.611 (764.685.996.611)] (100,00)
Subsidi Pupuk 33.612.732.444.040 |  28.840.416.670.054 4.772.315.773.986 16,55
Subsidi PT KAl 2.145.056.042.843 2.066.701.261.556 78.354.781.287 379
SubsidiPSO PT. PELNI 1.932.549.353.375 2.106.212.269.638 (173.662.916.263)]  (8,25)
Subsidi PSO lainnya 155.927.797.800 136.812.799.346 19.114.998.454 13,97
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya 11.588.571.574.697 3.172.581.081.357 8.415.990.493.340 | 265,27
Subsidi Pangan 19.500.250.069.873 |  (19.500.250.069.873) (100,00
Subsidi Bunga KPR 2.285.851.639.491 1.472.174.173.954 813.677.465.537 55,27
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 952.643.000.000 826.304.000.000 126.339.000.000 15,29

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 pada 8 (delapan) Kementerian Negara/Lembaga

sebagai berikut.

a. Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2018, Kementerian Keuangan menerima anggaran Belanja Subsidi sebesar

Rp164.511.159.291.000.

Realisasi

belanja

subsidi

Tahun

2018 sehesar

Rp163.722.914.086.039( 99,52 persen) dari pagu anggaran. Pada Tahun 2017 realisasi
belanja subsidi sebesar Rp106.819.669.206.061 sehingga apabila dibandingkan dengan
TA 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp
56.903.244.879.978 (53,27 persen). Rincian Belanja Subsidi per Unit Eselon |
Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

1 |Ditjen Anggaran 154.177.134.264.000 | 153.522.420.228.586 | 97.642.080.204.000 | 97.642.080.201.316
2 |Ditjen Pajak 10.121.831.058.000 | 10.111.762.370.778 | ~ 8.936.730.710.000 |  8.933.666.779.147
3 |Ditjen Perbendaharaan 212.193.969.000 88.731.486.675 496.542.000.000 243.922.225.598
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Rincian Belanja Subsidi per jenis subsidi Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada tabel
berikut.

Subsidi Minyak Solar 35.500.058.608.682 |  6.578.231.530.501 | 28.921.827.078.181| 439,66/
Subsidi Minyak Tanah 3.370.760.456.883 |  1.718.878.334.674 |  1.651.882.122.209 | 96,10/
Subsidi Elpiji 58.144.013.468.021 |  38.749.622.596.141 | 19.394.390.871.880 | 50,08/
Subsidi Listrik 56.507.587.695.000 |  50.595.347.740.000 | 5.912.239.955.000 | 11,6%
Subsidi PPh DTP 10.111.762.370.778 | ~ 8.933.666.779.147 |  1.178.095.591.631 | 13,19
Subsidi Bunga KKP dan Energi 30.840.009.278 71.345.682.020 (46.505.672.742) -60,1%
Subsidi KPEN-RP 52.374.490.735 126.295.726.866 (73.921.236.131)| -58,5%
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi 125.898.351 33.811.309.551 (33.685.411.200) -99,63/
Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi 5.206.072.509 6.324.279.981 (1.118.207.472) -17,68
Subsidi Skema Resi Gudang 185.015.802 145.227.180 39.788.622 | 27,48

Direktorat Jenderal Anggaran

Pagu Anggaran Subsidi Energi pada Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2018 adalah
sebesar Rp154.177.134.264.000 Realisasi Belanja Subsidi Energi Tahun 2018 sebesar
Rp153.522.420.228.586 ( 99,58 persen) dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja
Subsidi Energi tersebut, Rp55.880.340.027.270 (57,23 persen) lebih tinggi dari
realisasinya pada Tahun 2017 sebesar Rp97.642.080.201.316. Realisasi pembayaran
Subsidi Energi Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel
berikut.

1 |Subsidi BBM
b. Minyak Solar 35.500.058.609.000 35.500.058.608.682 | 100,004
c. Minyak Tanah 3.449.473.449.000 3.370.760.456.883 | 97,724
Jumah Subsidi BBM 38.949.532.058.000 38.870.819.065.565 | 99,804
2 |Subsidi LPG 3 Kg 58.720.014.511.000 58.144.013.468.021| 99,02/
3 |Subsidi Listrik 56.507.587.695.000 56.507.587.695.000| 100,00/

Realisasi pembayaran subsidi BBM pada periode Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp38.870.819.065.565 terdiri atas 2 jenis BBM, yaitu Minyak Tanah, dan Minyak
Solar dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1) Pembayaran sebesar Rp35.500.058.608.682 merupakan pembayaran subsidi BBM
Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:

= Rp28.938.335.428.648 merupakan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak
Solar tahun 2018 kepada PT Pertamina( Persero);

= Rp6.088.827.824.898 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM Jenis
Minyak Solar tahun 2016 kepada PT Pertamina( Persero);

= Rp421.844.241.352 merupakan pembayaran subsidi BBM Jenis Minyak Solar
tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo, Thk.

= Rp51.051.113.784 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM Jenis
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Minyak Solar tahun 2016 kepada PT AKR Corporindo, Thk.

2) Pembayaran sebesar Rp3.370.760.456.883 merupakan pembayaran subsidi BBM
jenis Minyak Tanah yang terdiri atas:

= Rp2.960.874.375.567 merupakan pembayaran subsidi BBM jenis Minyak
Tanah tahun 2018 kepada PT Pertamina ( Persero), dan sudah termasuk
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai( PPN) atas penyerahan BBM jenis Minyak
Tanah oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp272.467.667.209.

= Rp409.886.081.316 merupakan pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis
Minyak Tanah tahun 2016 kepada PT Pertamina( Persero), dan sudah termasuk
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai( PPN) atas penyerahan BBM jenis Minyak
Tanah oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sehesar Rp37.262.734.665.

Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada periode Tahun 2018
sebesar Rp58.144.013.468.021 yang terdiri atas:

= Rpb52.393.778.489.051 merupakan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun
2018 kepada PT Pertamina ( Persero) dan sudah termasuk pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai ( PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha
kepada Pemerintah sebesar Rp4.794.402.987.539;

= Rp5.750.234.978.970 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3
Kg tahun 2016 kepada PT Pertamina( Persero) dan sudah termasuk pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan
Usaha kepada Pemerintah sebesar Rp1.423.809.309.970;

Realisasi pembayaran subsidi listrik pada periode Tahun 2018 adalah sebesar
Rp56.507.587.695.000, yang terdiri atas:

= Rp5.300.000.000.000 merupakan pembayaran kekurangan subsidi Listrik tahun
2016 kepada PT PLN( Persero);

= Rp51.207.587.695.000 merupakan pembayaran subsidi Listrik tahun 2018 kepada
PT PLN( Persero). Nilai tersebut termasuk pembayaran untuk golongan tarif 900
VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah( 900 VA-RTM( R-1/TR)) sebesar
Rp5.365.707.937.752,00 yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN
2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM
( R-1/TR) tersebut dialokasikan untuk pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai
dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00
(Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan pembayaran sisa
utang subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan
sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN
kepada Pemerintah sebagaimana CALK D.2.12. Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan realisasi Subsidi Energi Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Belanja Subsidi Minyak Solar 35.500.058.608.682 6.578.231.630501 |  26.921.827.078.181| 439,66
Belanja Subsidi Minyak Tanah 3.370.760.456.883 1.718.878.334.674 1.651.882.122.209 | 96,10
Belanja Subsidi Elpji h8.144.013.468.021|  38.749.622.596.141|  19.394.390.871.880 | 50,00
Belanja Subsidi Listrik 56.507.587.695.000 |  50.595.347.740.000 5.912.239.955.000 | 11,69
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Realisasi belanja subsidi Energi Tahun 2018 sebesar Rp153.522.420.228.586 lebih tinggi
sebesar Rp55.880.340.027.270 (57,23 persen) dibandingkan realisasi Tahun 2017
sebesar Rp97.642.080.201.316. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan parameter
perhitungan subsidi yaitu harga produk BBM ( MOPS), harga produk LPG Tabung 3 Kg
( CPA), kenaikan volume penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 Kg, pelemahan nilai tukar
Rupiah terhadap dolar Amerika, dan perubahan subsidi tetap Minyak Solar dari
Rp500/liter menjadi Rp2000/liter. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.

ICP( US$/bbl) 48 67,47
Kurs( Rp/USS$) 13.400,00 14,163,94
CP Aramco( US$/MT) 646,68 540
Subsidi Tetap Minyak Solar( Rp/liter) 500 2.000
Volume Minyak Solar( ribu KL) 15.620 14.955

CP Aramco merupakan harga produk LPG Tabung 3 Kg yang digunakan dalam
perhitungan subsidi. Realisasi pembayaran subsidi pada Tahun 2018 sampai dengan
tagihan periode 1-15 Desember 2018. Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi pada
Tahun 2017 hanya sampai dengan tagihan bulan November 2017.

Adapun kenaikan subsidi listrik disebabkan oleh adanya kenaikan Biaya Pokok
Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) di TA 2018 dibandingkan TA 2017 dengan rincian
sebagai berikut:

Tegangan Tinggi( TT) Rp1.031,59/kWh | Rp1.018,21/kWh | Rp13,38/kWh
Tegangan Menengah( TM) Rp1.153,68/kWh | Rp1.138,80/kWh | Rp14,88/kWh
Tegangan Rendah( TR) Rp1.519,11/kWh | Rp1.499,43/kWh | Rp19,68/kWh
Rata-Rata Rp1.369,70/kWh | Rp1.350,97/kWh | Rp18,73/kWh

Direktorat Jenderal Pajak

Pagu Anggaran Subsidi PPh DTP pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 adalah
sebesar Rp10.121.831.058.000. Realisasi Belanja Subsidi PPh DTP Tahun 2018
sebesar Rp10.111.762.370.778 (99.9 persen) dari pagu anggarannya. Realisasi
Belanja Subsidi PPh DTP tersebut, Rp1.178.095.591.631( 13,19 persen) lebih tinggi
dari realisasinya pada Tahun 2017 sebesar Rp8.933.666.779.147. Realisasi Belanja
Subsidi PPh DTP Tahun 2018 sebagai berikut.

PPh DTP Panas Bumi 1.837.960.000.000 | 1.646.361.470.000 11,64
PPh DTP SBN Valas 8.218.348.183.000 | 7.230.485.435.000 13,66
PPh DTP Penghapusan utang PDAM 54.950.800.778 56.205.088.147 (2,23)
PPh DTP Recurrent Cost SPAN 503.387.000 614.786.000

Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim
investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk
pembangkitan energi/listrik. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi
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tersebut per 31 Desember 2018 adalah Rp1.837.960.000.000 atau sebesar pagu
anggaran PPh DTP Panas Bumi tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam revisi kedua
DIPA nomor: DIPA-999.07.1.980522/2018 tanggal 30 Desember 2018.

Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa
yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian
kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk
jasa konsultan hukum lokal( PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya
saing instrumen utang luar negeri. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi
PPh DTP SBN Valas tahun 2018 adalah sebesar Rp8.218.348.183.000 atau sebesar
pagu anggaran PPh DTP SBN Valas tahun 2018.

Subsidi PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non
pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi,
dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum,
diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan cash flow dan kinerja PDAM yang
saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air
minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN). Realisasi
belanja subsidi PPh DTP Penghapusan Utang PDAM tahun 2018 adalah sebesar
Rp54.950.800.778 atau sebesar 84,51 persen dari pagu anggaran PPh DTP
Penghapusan Utang PDAM tahun 2018. Berdasarkan PMK Nomor 36/PMK.010/2018
tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan
Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran
2018, terdapat 8 PDAM yang menerima fasilitas PPh DTP atas penghapusan piutang.

Subsidi PPh DTP atas pembayaran Recurrent cost SPAN yang dibiayai oleh Rupiah
Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara ( SPAN) untuk pelaksanaan warranty dan post warranty SPAN.
Realisasi PPh DTP Recurrent cost SPAN berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp503.387.000.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada Tahun 2018 DJPB menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit program
sebesar Rp212.193.969.000 dengan realisasi sebesar Rp88.731.486.675 atau 41,82
persen dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode
yang sama pada Tahun 2017, dimana realisasi belanja Subsidi per 31 Desember 2017
mencapai Rp243.922.225.598 atau 49,12 persen dari anggaran Tahun 2017 sebesar
Rp496.542.000.000. Terdapat enam skema program subsidi bunga kredit program,
yaitu Skema Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia( KLBI), Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi( KKPE), Risk Sharing KKPE, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan( KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi( KUPS), dan Skema Subsidi Resi
Gudang( SSRG). Realisasi Belanja Subsidi Bunga dapat disajikan pada tabel berikut.

Subsidi Bunga KKP-E 138.134.976.000 30.840.009.278 | 22,33/
Subsidi Bunga KP Eks KLBI 490.779.000 -

Subsidi Bunga KPEN-RP 66.995.397.000 52.374.490.735 | 78,18¢
Subsidi Risk Sharing KKP-E 369.932.000 125.898.351 | 34,03¢
Subsidi Bunga KUPS 5.210.095.000 5.206.072.509 | 99,92/
Subsidi Bunga S-SRG 992.790.000 185.015.802 | 18,644
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Jika realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2018 tersebut dibandingkan dengan pagu
masing-masing skema, terlihat bahwa 3 (tiga) skema dengan persentase terbesar
adalah:

1. Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi ( KUPS) dengan realisasi sebesar
Rp5.206.072.509 atau 99,92 persen dari pagu sebesar Rp5.210.095.000;

2. Subsidi Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan( KPEN-RP)
dengan realisasi sebesar Rp52.374.490.735 atau 78,18 persen dari pagu sebesar
Rp66.995.397.000; dan

3. Subsidi Risk Sharing Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ( Risk Sharing KKPE)

dengan realisasi sebesar Rp125.898.351 atau 34,03 persen dari pagu sebesar
Rp369.932.000.

Adapun jika dilihat dari periode penyalurannya, realisasi belanja subsidi tahun 2018
merupakan realisasi untuk periode penyaluran tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan
2018. Realisasi belanja subsidi bunga kredit program per periode tahun tagihan dapat
dilihat pada tabel berikut.

2016 157.182.683 157.182.683
2017 12.924.054.489 12.924.054.489
2018 75.650.249.503 37.388.995.844 38.261.253.659

Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 menerima alokasi dana belanja subsidi sebesar
Rp36.454.453.938.000. Realisasi belanja  subsidi Tahun 2018 sebesar
Rp33.612.737.312.661 atau 92,2 persen dari pagu anggaran. Setelah dikurangi
Pengembalian Belanja Tahun 2018 sebesar Rp4.868.621 maka Realisasi Belanja Neto
menjadi sebesar Rp33.612.732.444.040 atau 92,2 persen dari pagu anggaran. Pada
Tahun 2017 realisasi belanja subsidi sehesar Rp29.605.102.666.665 sehingga apabila
dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Neto Tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar Rp4.007.629.777.375.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Benih dan Pupuk Tahun 2018 dan Tahun 2017
dapat dilihat pada tabel berikut:

Subsidi Benih 0 764.685.996.611 (764.685.996.611)  (100,00)

Subsidi Pupuk 33.612.732.444.040,  28.840.416.670.054 4.772.315.773.986| 16,55

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerima pagu
anggaran Subsidi Pupuk sebesar Rp36.454.453.938.000. Realisasi Belanja Subsidi
Pupuk Tahun 2018 sebesar Rp33.612.732.444.040 atau 92,2 persen dari pagu
anggarannya. Pada Tahun 2017 realisasi Belanja Subsidi Pupuk sebesar
Rp28.840.416.670.054 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi
Belanja Subsidi Pupuk Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.772.315.773.986
atau 16,55 persen. Hal ini disebabkan antara lain Penambahan Pagu untuk pembayaran
Kurang Bayar senilai Rp7.950.489.338.000 melalui revisi DIPA tanggal 14 Agustus
2018, selisih Rp1000 disebabkan pembulatan pada aplikasi RKAKL yang direalisasikan
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senilai Rp7.950.474.752.270 pada Triwulan IV TA. 2018. Rincian Realisasi per
produsen dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TAHUN BERJALAN 28.120.043.219.987 25.662.262.560.391 91,26
PETROKIMIA GRESIK 13.322.204.929.119 12.159.866.127.458 91,28
PUPUK KALTIM 4.760.421.127.818 4.597.061.357.757 96,57
PUPUK ISKANDAR MUDA 2.659.292.891.262 2.376.656.258.651 89,37
PUSRI PALEMBANG 4.726.687.347.281 4.282.372.179.853 90,60
PUPUK KUJANG 2.651.436.924.507 2.246.306.636.672 84,72

KURANG BAYAR 7.950.489.338.000 7.950.474.752.270 100,00

PETROKIMIA GRESIK

2.839.112.514.331

PUPUK KALTIM

1.328.876.158.919

PUPUK ISKANDAR MUDA

977.776.789.721

PUSRI PALEMBANG

2.151.551.492.893

PUPUK KUJANG

653.157.796.406

Jumlah realisasi tersebut termasuk pengembalian belanja sejumlah Rp4.868.621 pada
tanggal 26 Desember 2018 oleh PT Pupuk Iskandar Muda ke kas negara yang
disebabkan selisih HPP periode Januari sampai Oktober 2018.

Terdapat selisih Realisasi senilai Rp 14.585.730 dengan pagu kurang bayar TA. 2014
dan 2015 yang disebabkan adanya tagihan yang tidak bisa dibayarkan pada PT. Pupuk
Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Verifikasi Dokumen Penyaluran pupuk bersubsidi
Tahun 2014 - 2016 Tanggal 15 November 2017.

Berdasarkan Kontrak Perjanjian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia( Persero) Nomor: 01/SR.320/B.5.2/01/2018 dan
Nomor: 001/SP/DIR-C10/2018, tanggal 13 Januari 2018 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 menerangkan bahwa HPP
menggunakan HPP tahun 2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 853/Kpts/SR.130/12/2017. Pada tanggal 24 September 2018 disepakati
Addendum dengan Nomor: 494/SR.320/B.5.2/09/2018 dan Nomor: 058/SP/DIR-
C10/2018 yang diubah  dengan  Addendum  kedua dengan  Nomor:
628/SR.320/B.5.2/12/2018 dan Nomor: 079/SP/DIR-C10/2018 pada tanggal 10
Desember 2018. Kontrak tersebut mengalokasikan Subsidi Pupuk sebesar
Rp28.120.043.219.987 dengan volume sebesar 9.550.000 ton untuk 5 produsen,
terdapat selisih sebesar Rp383.921.380.013 dengan Pagu Anggaran Subsidi Pupuk yang
ditetapkan di DIPA senilai Rp28.503.694.400.000. Selisih tersebut disebabkan efisiensi
anggaran dengan menggunakan HPP audited tahun 2017 sesuai dengan Keputusan
Menteri Pertanian No. 839/Kpts/SR.310/12/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima alokasi anggaran
belanja subsidi sebesar Rp171.730.837.000. Realisasi belanja subsidi Tahun 2018
sebesar Rp155.927.797.800 atau sebesar 90,8 persen dari pagu anggaran. Pada Tahun
2017 realisasi belanja subsidi sebesar Rp136.812.799.346, sehingga apabila
dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi belanja subsidi Tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar Rp19.114.998.454 atau 13,97 persen. Realisasi Belanja Subsidi/PS0
LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar
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Rp155.927.797.800 digunakan untuk Pembayaran Produk PSO Bidang Pers Tahun
2018, Produk PSO Bidang Pers tersebut meliputi:

1. Produk Berita Teks sebanyak 143.614 produk dengan nilai sebesar
Rp135.557.254.600 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta
memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan,
pemberdayaan dalam kerangka wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui
jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.

2. Produk Berita Artikel sebanyak 1.544 produk dengan nilai sebesar
Rp1.123.877.600 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta
mengandung opini, telaah, analisis, dan kajian yang memenuhi kaidah jurnalistik dan
mengandung unsur wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui jaringan satelit
dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.

3. Produk Berita Foto sebanyak 15.244 produk dengan nilai sebesar Rp3.961.915.600
berupa obyek foto yang bernilai berita kepada media massa pelanggan yang pada
akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.

4. Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan
yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra
dalam bentuk:

a) Produk Berita TV Features berdurasi 30 menit sebanyak 25 produk dengan nilai
sebesar Rp3.744.525.000 berupa liputan kenegaraan ( Presiden/Wapres,
Kementerian, BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dll) dalam bentuk berita
lepas dan program berita.

b) Produk Berita TV Hardnews sebanyak 5.826 produk dengan nilai sebesar
Rp10.609.146.000 berupa liputan kenegaraan( Presiden/Wapres, Kementerian,
BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dll) dalam bentuk berita lepas dan
program berita.

5. Produk Infografis sebanyak 50 produk dengan nilai sebesar Rp162.300.000 berupa
tampilan informasi, data serta pengetahuan dalam bentuk visual grafis yang
bertujuan untuk menampilkan informasi yang lengkap secara komunikatif, efektif
dan menarik, dilengkapi dengan teks, grafis atau data statistik atau foto yang
mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka
wawasan kebangsaan( educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + TN).

6. Produk Photo Story sebanyak 47 produk dengan nilai sebesar Rp768.779.000
berupa rangkaian cerita melalui foto yang memuat kejadian atau sebuah peristiwa
menjadi semakin bersifat informatif dan mudah dimengerti serta mengandung unsur
pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan
( educating, enlightening, empowering, nationalism/3E+ TN).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima
alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negera Belanja Subsidi sebesar
Rp3.916.086.114.000. Realisasi  Belanja  Subsidi Tahun 2018  sebesar
Rp3.245.788.137.335 atau 82,88 persen dari pagu anggarannya, setelah dikurangi
pengembalian belanja sebesar Rp56.018.000 maka Realisasi Belanja Neto Tahun 2018
adalah sebesar Rp3.245.732.119.335 atau 82,88 persen. Sedangkan realisasi Belanja
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Subsidi Tahun 2017 sebesar Rp2.306.947.959.819. Sehingga apabila dibandingkan
dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Subsidi Neto Tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar Rp938.784.159.516 atau 40,69 persen.

Belanja Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018
terdapat pada dua Unit Eselon satu yaitu:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya terdapat pagu anggaran sebesar Rp8.349.114.000
dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp7.237.479.844 ( 86,69 persen) dari pagu
anggaran; dan

N

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan terdapat pagu anggaran sebesar
Rp3.907.737.000.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp3.238.494.639.491
( 82,87 persen) dari pagu anggaran.

Realisasi belanja subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dapat dijelaskan sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pada Tahun 2018 DJCK menerima alokasi anggaran subsidi bunga air bersih sebesar
Rp8.349.114.000. Realisasi Belanja subsidi untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp7.237.479.844 atau 86,69 persen dari anggarannya.
Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 14,55 persen dibandingkan
realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya cicilan pokok PDAM yang menyebabkan berkurangnya jumlah subsidi
bunga.

2. Tidak ada penambahan PDAM yang mengikuti program Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga dikarenakan berakhirnya Perpres 29/2009 pada 31 Desember 2014.

Direktorat Jenderal Pemhiayaan Perumahan

Pada Tahun 2018 DJPP menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit perumahan dan
bantuan uang muka perumahan sebesar Rp3.907.737.000.000 dengan realisasi sebesar
Rp3.238.494.639.491 setelah dikurangi pengembalian belanja Rp56.018.000 atau
82,87 persen dari pagu anggarannya. Belanja Subsidi terdiri dari Belanja Subsidi Bunga
KPR dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dengan perincian sebagai
berikut.

Subsidi Bunga Kredit Perumahan 2.285.851.639.491 |  1.476.290.152.087 809.561.487.404 | 54,84/
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 952.643.000.000 865.284.000.000 87.359.000.000 | 10,16/
Jumlah Belanja Kotor 3.238.494.639.491 |  2.341.574.152.087 896.920.487.404 | 38,30/
Pengembalian (56.018.000){ (43.095.978.133,00) 43.039.960.133,00 | -99,8%

Kementerian Perhubungan

Pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan menerima alokasi dana Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp4.337.199.697.000. Realisasi
Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp4.077.605.396.218 atau 95,65 persen dari
pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017 sebesar
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Rp4.172.913.531.194. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja
Subsidi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp95.308.134.976 atau 2,28
persen. Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Kementerian Perhubungan Tahun 2018
dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Subsidi/PSO PTPELNI 1.932.549.363.370 |  2.106.212.269.638 | (173.662.916.263)| (8,25)

Subsidi/PSO PTKAI 2.145.056.042.843 |  2.066.701.261.556 78.354.781.287

Alokasi Belanja Subsidi dapat dirinci sebagai berikut.

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima alokasi anggaran
untuk kegiatan PSO PT PELNI sebesar Rp1.946.485.205.000. Realisasi belanja
subsidi/PSO PT PELNI Tahun 2018 sebesar Rp1.932.549.353.375 atau 99,28
persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2017
sebesar Rp2.106.212.269.638 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017,
realisasi  belanja subsidi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp173.662.916.263 atau 8,24 persen.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima alokasi anggaran
untuk kegiatan PSO PT Kereta Api ( Persero) sebesar Rp2.390.714.492.000.
Realisasi belanja subsidi/PSO PT KAI Tahun 2018 sebesar Rp2.145.056.042.843
atau 89,72 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun
2017 sebesar Rp2.066.701.261.556. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017,
realisasi  belanja  subsidi Tahun 2017 mengalami  kenaikan sebesar
Rp78.354.781.287 atau 3,79 persen.

Kementerian Koperasi dan UKM

Pada Tahun 2018 Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM menerima
alokasi anggaran subsidi [JP KUR dan Bunga KUR sebesar Rp13.665.705.000.000
dengan realisasi sebesar Rp11.697.777.636.389 atau 85,6 persen dari pagu
anggarannya. Realisasi penyerapan anggaran subsidi IJP KUR dan Bunga KUR dapat
dilihat pada tabel berikut.

IJP KUR 1.686.635.000.000 116.443.541.536 i
Bunga KUR 11.979.070.000.000 | 11.581.334.094.853 97

Dari realisasi belanja subsidi sebesar Rp11.697.777.636.389, dapat dirinci sebagai
berikut:
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TOTAL IJP KUR 116.443.541.536 |
1 | Perum Jamkrindo Tahap 1l 2015 dan Tahap 1l 2016 (Pembav aran 4.189.031.401 |
1JP KUR Tahap | 2017 dan Tahap 1l 2017 46.604,957.569 |
. Tahap 11 2015 dan Tahap |1 2016 (Pembavaran 6.356.185.283
2 | PT. Askrindo
1JP KUR Tahap | 2017 dan Tahap Il 2017 56.448.379.033
|_Penerbitan Sertifikat Peniaminan (SP) Tahun 2012 329,787.250
3 | Jamkrida Jatim |_Penerbitan Sertifikat Peniaminan (SP) Tahun 2013 1.683.753.500
Penerbitan Serifikat Peniaminan (SP) Tahun 2014 737,646,000 |
4 | Jamkrida Bali Mandara 1JP KUR Tahap | 2017. Tahap Il 2017 dan Tahap 93.801.500
Total Subsidi Bunga KUR 11.581.334.094.853 |
1| BRI Periode Desember 2016 s.d. November 2018 9.601.184.318.709
2 | Bank Mandiri Periode Desember 2016 s.d. November 2018 950.423.825.562
3 | BNI Periode Desember 2017 s.d. November 2018 707.207.776.678
4 | Bank Bukopin | Periode Oktober 2016 s.d. Sentember 2018 2.799.659.248
5 | BTPN Periode Desember 2017 s.d. Mei 2018 2.930.275.697
6 | OCBC-NISP Periode Desember 2017 s.d. Oktober 2018 319,597,990
7 | Mavbank | _Periode Desember 2016 s.d. September 2017 595,939,699
8 | Bank Artha Graha Periode Desember 2017 s.d. November 2018 71.582.614.839
9 | BPD Bali Periode Desember 2017 s.d. November 2018 31.911.771.978
10| BPD DIY. Perhitunaan Ulana Periode Aaustus 2016 s.d 21.205.938.652
11| BPD Sulselbar Periode Desember 2016 s.d. April 2018 6.525.360.250
12| BPD Jatena Periode November 2017 s.d. Oktober 2018 22.412.656.757
13| BPD Sumut Periode Oktober 2017 s.d. November 2018 35.093.748.358
14| BPD Sumbar Periode Desember 2017 s.d. November 2018 26.577.854 277 |
15 | Bank Sinarmas Perhitunaan Ulana Periode N ovember 2016 s.d 1.575.051.857
16| BPD NTB Periode Desember 2017 s.d. Aaustus 2018 3.776.503.338
17 | BPD Kalbar Periode Desember 2016 s.d. November 2018 4,699,926,998
18 | Bank Permata Perhitunaan Ulana Periode N ovember 2017 serta 652.012.887
19 | Bank Jabar Banten (BJB) | Perhitunaan Ulana Periode Adustus 2017 s.d 1.566.828.001
201 BPD Papua Periode Desember 2017 s.d. November 2018 1.138.453.718
21| BPD NTT Periode Desember 2017 s.d. November 2018 10.068.045.525 |
22 | BPD Kalsel Periode September 2017 s.d. November 2018 | 6.845.271.900
23| Adira Periode Desember 2017 s.d. Februari 2018 19.083.357
24 | BPD Jambi Periode Desember 2016 s.d. November 2018 448,535,906
25 | BRI Adroniaga Periode Desember 2017 s.d. Maret 2018 93.887.934 |
28 | BPD Benakulu Penchitungan Ulana Periode Aoril 2017s.d. | 1.134.277.397 |
29| CTBC Indonesia Periode Desember 2017 s.d. November 2018 8.429.451.467
30| Kospin Jasa Periode Desember 2017 s.d. November2018 |  671.073.594 |
31| BPD Sumselbabel Periode Aaustus 2017 s.d. November 2018 2.935.392.961
32| BPD Lampuna Periode Desember 2016 s.d. November 2018 1.261.348.152 |
331 BRI Svariah Perhitunagan Ulana Periode November 2017 serta 51.178.167.108
1 34| BTN Periode Desember 2017 s.d. November 2018 1.809.512.811
35 1 Kondit Obor Mas Periode Januari 2018 s.d. Oktfober 2018 6.735.390
36 | BPD Kaltimtara Periode Mei 2018 s.d. November 2018 2.129.213.168

Kementerian Perindustrian

Pada Tahun 2018, Kementerian Perindustrian memperoleh alokasi anggaran belanja
subsidi BM-DTP sebesar Rp521.706.119.000. Realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun
2018 sebesar Rp361.155.963.480( 69,23 persen) dan realisasi belanja subsidi BM-DTP
Tahun 2017 sebesar Rp271.590.233.980 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun
2017, realisasi belanja subsidi BMDTP Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
Rp89.565.729.500( 32,98 persen).

Direktorat Jenderal ILMATAE 295.779.045.000 182.012.243.000 | 61,54
Direktorat Jenderal IKTA 224.050.482.000 177.282.355.480 | 79,13/
Direktorat Jenderal Industri Agro 1.876.592.000 1.861.365.000 | 99,19¢
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Kegiatan Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah ini dilaksanakan oleh unit
Eselon | Kementerian Perindustrian dengan rincian sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat
Elektronika (ILMATAE)

Realisasi Belanja Subsidi BMDTP sebesar Rp182.012.243.000 dari pagu anggaran
Rp295.779.045.000 untuk kegiatan sebagai berikut.

1 Pemb_uatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau 800.000.000 756.511.000
Perakitan Alat Besar

2 | Pembuatan Komponen Alat Dan Mesin Pertanian 2.000.000.000 423.533.000

3 | Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan 8.000.000.000 3.725.515.000

4 | Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik 3.691.500.000

5 | Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor 150.000.000.000 | 109.969.882.000

6 | Pembuatan Sepeda 40.000.000.000 | 38.066.572.000
Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta

7 |Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan 20.000.000.000
Komponen Kereta Api

8 | Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika 21.064.151.000 9.061.804.000

9 | Pembuatan Kabel Serat Optik 2.471.519.000 2.207.321.000

10 | Pembuatan Peralatan Telekomunikasi 3.571.200.000 224.726.000
Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu

11 | Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon 8.699.954.000 4.439.697.000
Selular

12 | Pembuatan Telepon Selular 8.480.721.000

13 CP;rkn)buatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol( Crown 91.000.000.000 | 12.905.654.000

14 | Pembuatan Lead Ingot( Timah Hitam) 6.000.000.000 231.028.000

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Realisasi Belanja Subsidi BMDTP Tahun 2018 sebesar Rp177.282.355.480 atau
mencapai 79,13 persen dari pagu sebesar Rp224.050.482.000. Perbandingan Realisasi
Belanja TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar 46,26 persen dimana realisasi belanja TA
2017 adalah sebesar Rp121.211.152.000.

Direktorat Jenderal Industri Agro

Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar
Rp1.876.592.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.861.365.000 yang diperuntukan
untuk sektor industri pengolahan kacang Almond. Realisasi belanja subsidi pada
Direktorat Jenderal Industri Agro TA 2017 adalah sebesar Rp0.

BPOM

Pada Tahun 2018, BPOM memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi BM-DTP sebesar
Rp12.000.000.000. Realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2018 sebesar
Rp9.458.672.000 ( 78,82 persen) dan realisasi belanja subsidi BM-DTP Tahun 2017
sebesar Rp9.355.979.748 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi
belanja subsidi BMDTP Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp102.692.252. Hal
ini disebabkan karena adanya pengurangan Importasi Bahan Baku oleh PT Widatra Bakti
sedangkan untuk PT Darya Varia Laboratoria tidak menyampaikan Dokumen
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Penyampaian Impor barang( PIB) sehingga tidak dapat ditanggung pemerintah.

Komposisi realisasi Belanja Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan menurut jenis
belanja hanya terdiri dari belanja subsidi yang di gunakan untuk pembayaran Subsidi Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah ( BMDTP) untuk Sediaan Farmasi. Belanja subsidi Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah merupakan belanja non kas.

Pagu yang disetujui Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
12/PMK.010/2018 Tanggal 07 Februari 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah Sektor Industri Tertentu untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp12.000.000.000 dengan rincian belanja subsidi BMDTP untuk 3 industri farmasi
sebagai berikut.

2.500.000.000,00 2.483.596.000

9.060.000.000,00 6.975.076.000

1 |PT. Otsuka Indonesia

PT. Triyasa Nagamas 415.700.000,00 0
Farma

Persetujuan RIB dan Realisasi PT Widatra Bhakti

Telah disahkan sesuai dengan SPM No: 00003/BMDTP/2018 tanggal 31 Desember
2018 dan SP2D No.180190302000717 tanggal 31 Desember 2018 senilai
Rp6.975.076.000( nihil) dengan rincian sebagai berikut.

1 |LDPE3320D 3.267.000 8.486.184.481|  2.425.500 6.532.282.000
2 |LDPE3020D 222.750 573.566.130 148.500 442.794.000
Total 3.489.750 9.059.750.611 | 2.574.000 6.975.076.000

Nilai Pagu Sesuai RIB 9.060.000.000

Persetujuan RIB dan Realisasi PT. Otsuka Indonesia

Telah disahkan sesuai dengan SPM No: 00004/BMDTP/2018 tanggal 31 Desember
2018 dan SP2D No. 180190302000716 tanggal 31 Desember 2018 senilai
Rp.2.483.596.000( nihil) dengan rincian sebagai berikut.

1 |LDPE3320D 816.750 1.864.622.282| 1.331.302,5 2.009.713.661
2 |LDPE3020D 297.000 632.286.864 451.440,0 473.882.339
Total 1.113.750 2.496.909.146  1.782.742,5| 2.483.596.000

Nilai Pagu Sesuai RIB 2.500.000.000
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B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Alokasi anggaran Belanja Hibah Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.988.620.314.000, dengan
rincian sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari
Pinjaman atau Hibah Luar Negeri( Satker 985251) berdasarkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan ( APBN) adalah sebesar Rp370.880.390.000 yang
dituangkan dalam DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2018 Nomor DIPA-
999.02.1.985251/2018 Revisi ke-3 tanggal 12 Desember 2018. Revisi DIPA yang
pertama dilakukan pada Hibah Pembangunan Mass Rapid Transit ( MRT) Project dan
Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance( PRIM). Revisi ini dilakukan untuk
menyesuaikan nilai alokasi Hibah MRT dan Hibah PRIM dengan usulan alokasi K/L. Di
samping itu, pada penetapan DIPA awal, nilai alokasi untuk kedua hibah tersebut
menggunakan nilai sementara. Sedangkan revisi yang kedua dilakukan pada Hibah Air
Limbah, yaitu dengan menambahkan besaran alokasi Hibah Air Limbah untuk Prov. DKI
Jakarta.

2. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari
Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni ( Satker 985261) berdasarkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah sebesar Rp1.562.986.076.000 yang
dituangkan dalam DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2017 Nomor SP DIPA-
999.02.1.985261/2018 Revisi Ke-1 tanggal 24 Oktober 2018. Revisi DIPA dilakukan
untuk mengakomodasi pemberian Hibah RR akibat pergeseran anggaran dari BA 999.08
ke BA 999.02. Alokasi Hibah Dalam Negeri antara lain Hibah Air Minum dengan nilai
Rp799,9 miliar, kemudian disusul oleh Hibah RR sebesar Rp602,3 miliar dan Hibah
Sanitasi sebesar Rp160,7 miliar.

3. Berdasarkan Revisi Ke-6 DIPA BUN Pengelolaan Hibah TA 2018 Nomor DIPA-999.02.1.
977263/2018 tanggal 27 November 2018, alokasi anggaran Pengelolaan Hibah Kepada
Pemerintah Luar Negeri adalah sebesar Rp54.753.848.000 yang terdiri dari Belanja
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri adalah sebesar Rp54.553.848.000 dan Beban
Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah yang
merupakan Banking Commission adalah sebesar Rp200.000.000.

Laporan Realisasi Anggaran atas Belanja Hibah selama Tahun 2018 sebesar
Rp1.520.560.988.285 atau 76,46 persen dari anggarannya.

Belanja hibah tersebut terdiri dari belanja hibah kepada Pemerintah Luar Negeri neto sebesar
Rp54.571.936.521, dan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah neto sebesar
Rp1.465.989.051.764.
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Adapun rincian realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri

54.553.848.000

54.481.623.000

1 IPemberangkatan 500 jamaah haji

25.341.750.000

25.341.750.000

2 Restorasi bencana gempa bumi

7.163.000.000

7.163.000.000

3 IAIat mesin pertanian

5.872.225.000

5.800.000.000

4 Pembangunan Indonesia Islamic Center

16.176.873.000

16.176.873.000

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya

200.000.000

90.313.521

1 IBanking Comission

200.000.000

90.313.521

Belanja Hibah Kepada pemerintah Daerah

1.933.866.466.000

-

.465.989.051.764

1 Pembangunan MRT 45.768.000.000 41.283.071.898

2 |Air Minum 29.701.000.000 18.974.000.000
3 |Air Limbah 7.150.000.000 -
4 |WISMP-2 40.600.000.000 26.378.604.831

5 |SAIIG 38.525.000.000 5.949.000.000
6 |FMSRB 22.929.430.000 1.263.700.590
7 |Leuser 19.712.000.000 1.386.323.600
8 |IPAL Palembang 23.534.960.000 6.933.888.740
9 |PRIM 35.200.000.000 35.196.147.102

10 |{IPDMIP ADB

25.439.600.000

18.763.964.615

11 JIPDMIP _AIF

5.088.600.000

3.753.693.624

12 |IPDMIP IFAD

77.231.800.000

7.008.881.652

13 |Hibah Sanitasi

160.746.000.000

53.089.178.500

14 |Hibah Air Minum

799.907.000.000

643.675.520.612

15 |Hibah RR

602.333.076.000

602.333.076.000

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri

a. Hibah Memberangkatkan 500 Jamaah Haji
Pagu anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Guinea
Bissau sebesar Rp25.341.750.000 telah disalurkan seluruhnya kepada Guinea
Bissau untuk memberangkatkan 500 jamaah Haji miskin di Guinea Bissau.

b. Hibah Restorasi Bencana Gempa Bumi
Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua
Nugini sebesar Rp7.163.000.000 telah disalurkan seluruhnya kepada Papua Nugini
untuk restorasi bencana gempa bumi di Papua Nugini.

c. Hibah Alat Mesin Pertanian
Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji
sebesar Rp5.872.225.000 telah disalurkan sebesar Rp5.800.000.000 kepada
Pemerintah Fiji untuk pemberian bantuan alat mesin pertanian berupa traktor
tangan.

d. Hibah Pembangunan /ndonesia Islamic Center

Pagu Anggaran Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah
Afghanistan sebesar Rp16.176.873.000 telah disalurkan seluruhnya kepada
Pemerintah Afghanistan untuk pembangunan Indonesia Islamic Center (1IC) yang
terdiri dari bangunan masjid, perpustakaan, klinik, dan social house.

2. Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya

Banking Commission

Pagu Anggaran Banking Commission sebesar Rp200.000.000 telah direalisasikan
sebesar Rp90.313.521 untuk Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait
Pendapatan/Belanja Hibah.
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3. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah

a. Hibah MRT
Pagu anggaran Hibah dalam rangka Pembangunan MRT pada TA 2018 sebesar
Rp45.768.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah
tersebut sudah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai
sebesar Rp41.283.071.898 atau sebesar 90,20 persen dari pagu anggarannya.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir untuk penyaluran hibah MRT yang
merupakan perpanjangan dari TA 2017. Sehingga besar dana yang disalurkan di TA
2018 merupakan yang terkecil sejak Hibah MRT pertama kali disalurkan pada tahun
2014.

Selanjutnya, untuk ouput TA 2018 mengalami peningkatan dan mencapai hampir
100 persen meski dana hibah yang tersalur hanya sebesar Rp31,68 miliar, hal ini
dikarenakan di tahun 2018 lebih banyak peran dari dana pinjaman JICA untuk Prov.
DKI Jakarta. Tingkat penyelesaian tertinggi yaitu Underground Section yang telah
mencapai 97,92 persen, kemudian diikuti oleh Depot and Elevated Section yang
mencapai 97,63 persen dan terakhir System dan Rolling Stock yang mencapai
94,38 persen.

b. Hibah Air Minum

Pagu anggaran Hibah Air Minum sebesar Rp29.701.000.000. Untuk periode yang
berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 15
Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp18.974.000.000 atau mencapai 63,88
persen dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut merupakan realisasi terendah
sejak Hibah Air Minum pertama kali disalurkan pada tahun 2014. Penyebab utama
rendahnya penyerapan hibah ini dikarenakan masih banyak pemda yang tidak
mengajukan permintaan pencairan karena pemberian hibah yang bersifat multiyears
dan diperpanjang sampai dengan tahun 2022.

Penyaluran Hibah Air Minum pada tahun 2018 dilakukan di bulan Juli, Agustus,
November dan Desember. Penyaluran tertinggi terjadi di Bulan Juli dengan nilai
Rp8,37 miliar, selanjutnya tertinggi kedua dan ketiga disalurkan di bulan Desember
dan November yaitu sebesar Rp5,79 miliar dan Rp4,38 miliar, sedangkan di bulan
Agustus hanya disalurkan sebesar Rp432 juta.

Tren penyerapan hibah jenis ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan jika
dibanding dengan nilai penyaluran pada tahun 2017 sebesar Rp127,4 triliun, maka
penyaluran pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 94,16 persen. Dan,
seiring dengan nilai penyalurannya yang terus menurun, output hibah inipun pada
tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar jika bandingkan dengan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2017 terdapat 12.445 sambungan rumah yang berhasil
dibangun, sedangkan pada tahun 2018 hanya 7.447 sambungan rumah yang mampu
disediakan, terjadi penurunan sebesar 40,16 persen.

c. Hibah Air Limbah
Pagu Anggaran Hibah Air Limbah sebesar Rp7.150.000.000 belum direalisasikan
tahun 2018.

d. Hibah WISMP-2
Pagu anggaran Hibah Water Resources and Irrigation Sector Management Project-
APL2( WISMP 2) pada TA 2018 mencapai Rp40.600.000.000. Dan untuk periode
yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut sudah tersalurkan ke 52
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pemda penerima hibah WISMP-2 dengan nilai sebesar Rp26.378.604.831 atau
mencapai 64,97 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sangat signifikan yaitu sebesar 91,01
persen dari realisasi TA 2017. Hal ini dikarenakan perjanjian pemberian hibah
WISMP-2 berakhir di TA 2018 dan closing date untuk penyaluran adalah bulan Juni.
Selanjutnya, karena DIPA Hibah Satker 985251 baru ditetapkan di akhir bulan Mei,
maka penyaluran hibah WISMP-2 dilakukan pada bulan Juni.

Output hibah WISMP-2 dari tahun 2015-2018. Output di tahun 2018 mengalami
penurunan dibandingkan dengan output tahun 2017, hal ini seiring dengan
menurunnya dana yang disalurkan di tahun 2018.

Hibah sAllIG

Pagu anggaran Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi pada TA
2018 mencapai Rp38.525.000.000. Dan untuk periode yang berakhir tanggal 31
Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 6 daerah kabupaten/kota
sebesar Rp5.949.000.000 atau mencapai 15,44 persen dari pagu anggarannya.
Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 65,49 persen dari realisasi TA
2017.

Penurunan realisasi hibah sAlIG ini dikarenakan adanya perpanjangan Perjanjian
Penerusan Hibah ( PPH) sAIIG yang baru selesai pada tanggal 20 Desember 2018
dan penyampaian surat rekomendasi penyaluran hibah dari EA ke DJPK yang juga
baru dilakukan di Bulan Desember.

Persentase penurunan realisasi penyaluran hibah sAllG sebesar 65,49 persen.
Seiring dengan nilainya, hasilnya pun mengalami penurunan yang cukup besar, yakni
sebesar 65,26 persen. Pada tahun 2017 terdapat 5.110 sambungan rumah yang
berhasil dibangun, sedangkan tahun 2018 terdapat 1.775 sambungan rumah yang
dihasilkan.

Hibah FSMRB

Pagu anggaran Hibah Flood Management in Selected River Basins( FSMRB) pada TA
2018 sebesar Rp 22.929.430.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31
Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 3( tiga) Pemda yaitu Kab.
Serang, Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang sebesar Rp1.263.700.590 atau 5,51
persen dari pagu anggarannya.

Hibah FMSRB merupakan jenis hibah baru di tahun 2018. Sehingga, masih banyak
kendala yang ditemui daerah dalam melaksanakan kegiatan hibah. Oleh karena itu,
KIL teknis beberapa kali mengadakan sosialisasi maupun workshop untuk membekali
pemerintah daerah. Berikut beberapa output hibah FMSRB:

1 |Pembangunan sumur resapan 3
2 |Pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi 14
3 |Pembangunan embung 2
4 |Penyiapan lahan dan pembangunan FTC 1
5 |[Konservasi lahan 2
6 [Permasalahan sistem irigasi perpompaan 1
7 |Pembangunan dam parit 1
8 [Sepeda motor 4
9 |Pengadaan kendaraan bermotor beroda 4
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g. Hibah Leuser
Pagu anggaran Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung
Leuser Ecosystem pada TA 2018 sebesar Rp19.712.000.000. Untuk periode yang
berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada Prov.
Aceh sebesar Rp1.386.323.600 atau 7,03 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 56,94 persen dari realisasi
tahun 2017. Penurunan realisasi ini dikarenakan:

1) Prov. Aceh terlambat dalam menetapkan APBD dan rancangan teknis untuk
pelaksanaan kegiatan.

2) Pelaksanaan kegiatan berupa penyiapan bibit tanaman sangat tergantung
terhadap musim.

h. Hibah IPAL Palembang
Pagu anggaran Hibah City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah( IPAL)
Pelambang pada TA 2018 sebesar Rp23.534.960.000. Untuk periode yang berakhir
tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada Kota Palembang
sebesar Rp6.933.888.740 atau 29,46 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi hibah IPAL Palembang dapat dikatakan tidak teralu besar, hal ini
dikarenakan pada tahun 2018 APBD Kota Palembang terfokus untuk kegiatan Asian
Games 2018( sehingga dana talangan untuk pembangunan IPAL dianggarkan kecil)
dan kegiatan hibah yang telah dilakukan baru sampai pada tahap penyiapan lahan
( sehingga belum dapat dimintakan untuk penyaluran hibah).

i. Hibah PRIM

Pagu anggaran Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance ( PRIM) pada
TA 2018 sebesar Rp35.200.000.000. Untuk periode yang berakhir tanggal 31
Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 2 Pemda penerima hibah
PRIM yaitu Prov. NTB dan Kab. Lombok Barat dengan nilai penyaluran sebesar
Rp35.196.147.102. Realisasi tersebut mencapai 99,99 persen dari pagu
anggarannya. Akan tetapi secara besaran nilai, realisasi ini mengalami penurunan
sebesar 53,78 persen dari realisasi TA 2017. Hal ini dikarenakan Hibah PRIM untuk
Prov. NTB akan berakhir TA 2018. Sedangkan untuk Kab. Lombok Barat masih
diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2018 terjadi 2( dua) kali penyaluran hibah ini. Penyaluran pertama pada
bulan Oktober dengan besaran Rp19,51 miliar dan penyaluran kedua pada bulan
Desember sebesar Rp15,68 miliar. Selanjutnya, baik nilai maupun output hibah ini
selama 4( empat) tahun penyaluran cenderung fluktuatif.

j- Hibah IPDMIP (ADB, AIF, IFAD)
Pagu anggaran Hibah Integrated Participatory Development and Management of
Irrigation Project (IPDMIP) pada TA 2018 sebesar Rp107.760.000.000. Pagu
tersebut berasal dari 3 jenis pendanaan yaitu ADB, AIF dan IFAD. Untuk periode
yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah IPDMIP yang bersumber dari
pendanaan ADB telah disalurkan kepada 46 Pemda Rp18.763.964.615 atau 73,76
persen dari pagu anggarannya sebesar Rp25.439.600.000. Sedangkan IPDMIP yang
bersumber dari pendanaan AIF telah disalurkan kepada 30 Pemda sebesar
Rp3.753.693.624 atau mencapai 73,77 persen dari pagu anggarannya
Rp5.088.600.000, dan yang terakhir untuk hibah IPDMIP yang bersumber dari
pendanaan IFAD telah disalurkan kepada 18 Pemda sebesar Rp7.008.881.652 atau
mencapai 9,08 persen dari pagu anggarannya Rp77.231.800.000. Realisasi ini baru
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terjadi di Bulan Desember Tahun 2018.

Realisasi hibah IPDMIP baru disalurkan kepada Pemda penerima di Bulan Desember,
hal ini dikarenakan baru sebagian kecil daerah yang berani melakukan kegiatan yang
didanai oleh Hibah IPDMIP, karena tahun 2018 merupakan tahun pertama untuk
penyaluran hibah ini. Selain itu, dokumen untuk proses verifikasi dari Pemda baru
diterima oleh K/L selaku Executing Agency di Bulan November sehingga rekomendasi
penyaluran baru disampaikan ke DJPK pada pertengahan Desember.

Hibah Sanitasi

Pagu anggaran Hibah Sanitasi/Hibah Air Limbah pada TA 2018 adalah sebesar
Rp160.746.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari TA 2017
dikarenakan adanya penambahan jumlah Pemda penerima hibah, dari semula Tahun
2017 sebanyak 52 daerah menjadi 67 daerah di tahun 2018. Untuk periode yang
berakhir tanggal 31 Desember 2018, hibah tersebut telah disalurkan kepada 55
Pemda Kab/Kota dengan total nilai sebesar Rp53.089.178.500 atau sebesar 33,03
persen dari pagu anggarannya. Sedangkan 12 Pemda lainnya, tidak mengajukan
permintaan pencairan dana hibah Sanitasi.

Terjadi kenaikan nilai penyaluran Hibah Sanitasi yang signifikan dari Rp46,6 miliar
pada tahun 2017 menjadi Rp53,08 miliar pada tahun 2018. Sejalan dengan
peningkatan nilainya, kuantitas output juga mengalami peningkatan dari 15.383
sambungan rumah pada tahun 2017 menjadi 17.419 sambungan rumah pada tahun
2018, terjadi peningkatan output sebesar 13,24 persen.

Hibah Air Minum

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Hibah Pengelolaan Nationwide
Water Hibah Program/Hibah Air Minum. Pagu anggaran Hibah Air Minum pada TA
2018 adalah sebesar Rp799.907.000.000. Realisasi belanja Hibah Air Minum untuk
periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp643.675.520.612 atau sebesar 80,47 persen dari pagu anggarannya. Hibah
tersebut telah disalurkan kepada 198 Pemda Kab/Kota. Penyaluran untuk Hibah Air
Minum ini baru terealisasi di Bulan Desember 2018 dikarenakan proses verifikasi
atas permintaan penyaluran hibah Pemda di Executing Agency baru selesai
dilaksanakan di akhir November, sehingga surat rekomendasi penyaluran baru
disampaikan di bulan Desember.

Terjadi kenaikan nilai penyaluran Hibah Air Minum yang sebesar 3,93 persen, dari
Rp619,32 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp643,68 miliar pada tahun 2018.
Sejalan dengan peningkatan nilainya, kuantitas output juga mengalami peningkatan
dari 227.109 sambungan rumah pada tahun 2017 menjadi 262.769 sambungan
rumah pada tahun 2018, terjadi peningkatan output sebesar 15.70 persen.

. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pagu anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana( Hibah RR) pada
TA 2018 adalah sebesar Rp602.333.076.000. Untuk periode yang berakhir tanggal
31 Desember 2018, hibah tersebut sudah disalurkan kepada 13 daerah
provinsi/kabupaten/kota dengan total nilai sebesar Rp602.333.076.000 sehingga
mencapai 100 persen dari pagu anggarannya. Namun, apabila dibandingkan dengan
nilai realisasi TA 2017, jumlah realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar
74,01 persen.

Penurunan realisasi tersebut dikarenakan usulan anggaran Hibah RR TA 2016 yang
diajukan oleh BNPB sebesar Rp 1,4 miliar, yang disetujui oleh Menteri Keuangan

80

Catatan atas Laporan Keuangan



Realisasi Belanja Lain-lain

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

adalah sebesar Rp602,33 miliar. Kebijakan tersebut diambil karena di TA 2018
BNPB sudah menyalurkan lebih dari Rp2 triliun untuk penanggulangan bencana
Gempa di Lombok.

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2018 sebesar Rp16.163.845.545.430 atau sebesar
100,89 persen dari DIPA Tahun 2018 sebesar Rp16.020.939.732.000. Dibandingkan
dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari tahun 2017. Realisasi belanja lain-lain
disebabkan oleh pagu anggaran yang disertai jumlah realisasi belanja satker program dana
JKN yang naik secara signifikan. Rincian realisasi Bruto Belanja Belanja Lain-Lain adalah
sebagai berikut.

UAP BUN Belanja Lain-lain( 999.08)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah 2.405.131.757.000 2.499.999.996.933
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua 59.303.906.742 38.460.400.052
Belanja Lain-Lain BUN Lainnya 10.256.466.000.000 3.600.000.000.000
Belanja Lain-lain 2.355.597.082.804 2.301.534.539.039
Realisasi Belanja Bruto 15.076.498.746.546 8.439.994.936.024
Pengembalian Belanja 1.043.229.459 2.823.723.327
Jumlah Realisasi Belanja Neto dari 999.08 15.075.455.517.087 8.437.171.212.697
UAP BUN Transaksi Khusus( 999.99)
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi 502.666.350.000
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan 1.292.847.925
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog 24.554.426.786 28.578.926.000
Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening 537.049.670.791 337.108.842.898
g’:rr::s::alan Selisih Kurs Invoice/SPP/SP2D dan Exotic 99 896,732,841
Jumlah Realisasi Belanja Netto dari 999.99 1.088.390.028.343 365.687.768.898

Realisasi belanja Lain-lain pada UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08) sebesar
Rp2.355.597.082.804 terdiri dari belanja lain-lain pada;( 1) Istana Kepresidenan Jakarta
sebesar Rp128.600.000.000, ( 2) Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp12.432.000.000,
(3) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp141.032.000.000, (4) Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebesar Rp346.467.169.928, ( 5) BPKPBPB BATAM sebesar
Rp255.921.474.876, dan( 6) SKK Migas sebesar Rp1.612.176.438.000.

Realisasi belanja lain-lain pada UAP BUN transaksi khusus (999.99) sebesar
Rp1.088.390.028.343 atau 198,48 persen dari anggaran sebesar Rp548.369.307.000
yang terdiri dari:

1. Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single
Account) sebesar Rp502.666.350.000;

2. Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan
perbendaharaan( pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos
dan Giro serta pembayaran PPN Bl RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif,
pembayar " an PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa
( fee) Bank Kustodian) sebesar Rp1.292.847.925
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Realisasi Transfer ke
Daerah

ke

3. Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog ( digunakan untuk mencatat Belanja
Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog) sebesar Rp24.554.426.786;

4. Belanja Kerugian Selisih Kurs dalam rekening milik BUN sebesar Rp537.049.670.791;

5. Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency sebesar
Rp22.826.732.841.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 sebesar
Rp757.792.938.057.379 atau 98,32  persen  dari  anggaran  sebesar
Rp770.732.440.843.000. Dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasi belanja transfer ke
daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp15.800.556.596.012 atau 2,13
persen. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana
Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebagaimana tabel berikut.
| demisDana | Anggaan | Realisasi | o |
Transfer ke Daerah 710.732.440.843.000 697.933.529.448.104 | 98,204
Transfer Dana Perimbangan 681.172.857.657.000 668.643.196.262.104 | 98,1684
1. Dana Bagi Hasil 93.795.206.300.000 93.704.038.394.420 | 99,964
a. DBH PPh OP 29.991.687.612.756 29.991.687.612.756 | 100,084
b. DBH PBB 15.703.491.292.037 15.703.491.292.037 | 100,004
c. DBH Minyak Bumi 13.265.216.482.401 13.265.216.482.401 | 100,004
d. DBH Gas Bumi 9.210.412.221.749 9.210.412.221.749 | 100,084
e. DBH Minerba 19.807.904.298.240 19.807.904.298.240 | 100,004
f. DBH Panas Bumi 832.936.590.394 832.936.590.394 | 100,004
g. DBH Kehutanan 1.661.127.014.983 1.612.576.032.153 | 97,084
h. DBH Perikanan 357.622.699.445 357.622.699.445 | 100,004
i. DBHCHT 2.964.808.087.995 2.922.191.165.245 | 98,584
2. Dana Alokasi Umum 401.489.579.649.000 | 401.489.579.649.000 | 100,00/
3. Dana Alokasi Khusus 185.888.071.708.000 173.449.578.218.684 | 93,3%
a. Transfer DAK Fisik 62.436.262.908.000 58.149.298.269.245 | 93,13¢
b. Transfer DAK Non Fisik 123.451.808.800.000 |  115.300.279.949.439 | 93,40/
4. Dana Insentif Daerah 8.500.000.000.000 8.230.750.000.000 | 96,834
5. Dana Otonomi Khusus 20.059.583.186.000 20.059.583.186.000 | 100,084
6. Dana Keistimewaan DIY 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 | 100,084
Dana Desa 60.000.000.000.000 59.859.408.609.275 | 99,774
| dumah | 770732440843.000 | 757.792838.057.379 | 98,3% |
Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2018 dapat dilihat di Lampiran LRA 3
( halaman LB3).

B.2.2.2.1. Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah Tahun 2018 sebesar Rp697.933.529.448.104 atau
98,20 persen dari anggaran sebesar Rp710.732.440.843.000. Transfer ke Daerah terdiri
dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY.
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B.2.2.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi  transfer ~ dana  perimbangan  Tahun 2018  mencapai  sebesar
Rp668.643.196.262.104 atau sebesar 98,16 persen dari anggaran/pagunya sebesar
Rp681.172.857.657.000. Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana
transfer khusus. Komposisi realisasi penyaluran Dana Perimbangan Tahun 2018 adalah
sebagai berikut.

DAU 495.284.785.949.000 | 495.193.618.043.420 | 486.814.511.890.637 | 1,72/
DBH 93.795.206.300.000 | 93.704.038.394.420 | 88.232.197.142.637 | 6,204
DAU 401.489.579.649.000 | 401.489.579.649.000 | 398.582.314.748.000 | 0,73¢

DAK 185.888.071.708.000 | 173.449.578.218.684 | 167.667.999.453.327 | 3,48¢
DAK Fisik 62.436.262.908.000 | 58.149.298.269.245 | 62.104.230.254.352 | -6,3%/
DAK non Fisik| 123.451.808.800.000 | 115.300.279.949.439 | 105.563.769.198.975 | 9,22¢

B.2.2.2.1.1.1. Realisasi Dana Transfer Umum

Realisasi Belanja Dana Transfer Umum Tahun 2018 sebesar Rp495.193.618.043.420 atau
99,98 persen dari DIPA Tahun 2018 sebesar Rp495.284.785.949.000. Dana Transfer
Umum berasal dari Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

Realisasi Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 adalah sebesar Rp93.704.038.394.420 dari alokasi
anggaran sebesar Rp93.795.206.300.000 sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil pada tahun
2017  sebesar  Rp88.232.197.142.637  dari  alokasi  anggaran  sebesar
Rp88.263.998.042.137. Penyerapan anggaran tahun berjalan relatif sama dengan serapan
anggaran TA 2017 yaitu sebesar 99,9 persen pagu anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil TA
2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan penyaluran DBH CHT dan DBH SDA
Kehutanan tidak dapat tersalurkan semuanya akibat adanya daerah yang tidak memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana ketentuan pada PMK No. 222/PMK.07/2018 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT dan PMK No. 230/PMK.07/2018 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

Kenaikan realisasi DBH regular sebesar 54,52 persen dari tahun sebelumnya merupakan
dampak penundaan penyaluran DBH TW 2017 sebagaimana ditetapkan dalam PMK No
187/PMK.07/2017 dan perubahan pagu alokasi DBH TA 2018 sesuai prognosa penerimaan
Pajak dan PNBP tahun 2018, yang ditetapkan sebesar nilai pagu Perpres Rincian APBN
2018). Adapun perubahan realisasi penyelesaian kurang bayar sebesar minus 85,04 persen
sesuai alokasi untuk penyaluran penyelesaian kurang bayar sebagaimana ditetapkan dalam
PMK 153/PMK.07/2018 hanya sebesar Rp4.569.864.286.000. Rincian realisasi dana bagi
hasil dijelaskan pada tabel di bawah ini:
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Reguler 93.795.206.300.000 | 89.134.174.108.420 | 57.685.347.433.152 54,52
DBH Pajak 45.695.178.904.793 | 45.659.691.512.770 | 33.743.947.012.100 35,31
DBH SDA 45.135.219.307.212 | 40.552.499.518.400 | 21.023.456.870.552 92,89
DBH CHT 2.964.808.087.995 2.921.983.077.250 2.917.943.550.500 0,14
Kurang Bayar 4.569.864.286.000 | 30.546.849.709.485 (85,04)
DBH Pajak 35.487.392.023 | 19.924.703.329.960 (99,82)
DBH SDA 4.534.168.805.982 | 10.618.216.150.585 (57,30)
DBH CHT 208.087.995 3.930.228.940 (94,71)

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi DBH Pajak Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.695.178.904.793, atau 100
persen dari target APBN 2018. Angka tersebut lebih kecil sebesar
Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Dana Bagi Hasil PPh OP (Orang Pribadi)

DBH PPh OP terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29 WP OPDN.
Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 per 31 Desember 2018 dan 2017
masing-masing  sebesar Rp29.991.687.612.756 dan Rp34.312.377.870.061.
Penyerapan anggaran Tahun 2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar
Rp29.991.687.612.756. Komposisi realisasi DBH PPh 0P terdiri dari

Rp29.988.817.433.582 DBH reguler dan Rp2.870.179.174 DBH Kurang Bayar ,

sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

URAIAN fen 2018 Tahun 2017 ¢ Perubahan
Pagu Realisasi

Jumlah DBH PPh Pasal 21 27.458.081.283.272 | 27.458.081.283.272 2| 30.582.022.843.362 | -10,21%
DBH PPh Pasal 21 27.455.452.425.700 | 27.455.452.425.700 | 1084 | 20.727.656.943.000 | 32,484
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 2.628.857.572 2.628.857.5672 | 1004 | 9.854.365.900.362 | -99,9%¢
Jumlah DBH PPh Pasal 25/29 2.533.606.329.484 | 2.533.606.329.484 2| 3.730.355.026.699 | -32,08%
DBH PPh Pasal 25/29 2.533.365.007.882 | 2.533.365.007.882 | 10684 | 2.791.128.189.500 -9,24{
Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25/29 241.321.602 241.321.602 | 1064 939.226.837.199 | -99,9%¢

Jika dibandingkan TA 2017, realisasi transfer DBH PPh OP regular TA 2018 mengalami
peningkatan cukup tinggi, yaitu sebesar Rp6.470.032.301.082 atau sebesar 27,51
persen yang disebabkan oleh naiknya rencana penerimaan PPh OP pada TA 2018 serta
tidak terdapat penyaluran DBH PPh OP regular di triwulan IV TA 2017. Namun
demikian, kanaikan realisasi transfer DBH PPh OP reguler TA 2018 tersebut tidak dapat
menutupi besarnya penurunan transfer DBH PPh OP Kurang Bayar, yaitu sebesar
Rp10.790.722.558.387 atau sebesar 99,97 persen dari TA 2017. Oleh kerena itu,
secara umum realisasi transfer DBH Pajak PPh OP TA 2018 mengalami penurunan
sebesar 12,59 persen dibanding realisasi TA 2017, sebagaimana gambar dibawah ini.
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Dana Bagi Hasil PBB

Realisasi belanja DBH PBB Per 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai angka
Rp15.703.491.292.037 dan Rp19.356.272.471.999. Penyerapan anggaran tahun
2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp15.703.491.292.037.
Realisasi penyaluran DBH PBB TA 2018 terdiri dari DBH PBB reguler sebesar
Rp15.670.874.079.188 dan DBH PBB Kurang Bayar s.d. TA 2017 sebesar
Rp32.617.212.849 yang disalurkan kepada daerah di Provinsi NTB yang terkena
dampak gempa yang ditetapkan melalui PMK No. 103/PMK.07/2018. Realisasi
penyaluran DBH PBB TA 2018 sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

17.812,8

20.000,0 “‘/' 13.578,2

10.000,0 ] 16508
00 ~
TA 2017 TA 2018
m DBH PBB Bag Daerah m DBH BP PBB Bag Daerah

DBH PBB Sama Rata ke Kab/Kota

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH PBB reguler pada TA 2018 mengalami
peningkatan sebesar 53,26 persen, yaitu dari Rp10.225.161.879.600 pada TA 2017
menjadi Rp15.670.874.079.188 pada TA 2018 yang disebabkan oleh naiknya rencana
penerimaan PBB pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH PBB regular di
triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kenaikan realisasi transfer DBH PBB reguler TA
2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan transfer DBH PBB Kurang
Bayar sebhesar Rp9.098.493.379.550 atau 99,97 persen dari realisasi TA 2017. Oleh
karena itu, secara umum realisasi transfer DBH PBB TA 2018 mengalami penurunan
sebesar 18,87 persen dibanding realisasi TA 2017.
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Jumlah BDH PBB bagian daerah 13.578.249.143.978 | 16.920.206.211.636 | -19,75%
DBH PBB Bag Daerah 13.550.590.681.608 | 8.535.805.832.001 | 58,75%
Kurang Bayar DBH PBB Bag Daerah 27.658.462.370 | 8.384.400.379.635 | -99,67%
Jumlah DBH BP PBB Bag Daerah 474.461.047.354 |  591.831.072.745 | -19,83%
DBH BP PBB Bag Daerah 473.537.090.960 |  305.708.713.199 | 54,90%
Kurang Bayar DBH Biaya Pungut (BP) 923.956.394 286.122.359.546 | -99,68%
PBB Bag Daerah

el DIER! 2D Semie (R Les 1.650.781.100.705 | 1.844.235.187.618 | -10,49%
Kab/Kota

DBH PBB Sama Rata ke Kab/Kota 1.646.746.306.620 | 1.383.647.334.400 | 19,01%
Kurang Bayar DBH PBB Sama Rata ke 4.034.794.085 460.587.853.218 | -99,12%
Kab/Kota

B. Transfer DBH SDA

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam( SDA) Tahun 2018 dan 2017 masing-
masing sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.643.021.137. Penyerapan
anggaran DBH SDA tahun 2018 mencapai 99,89 persen dari anggaran sebesar
Rp45.135.219.307.212. Realisasi DBH SDA TA 2018 tidak mencapai 100 persen
dikarenakan penyaluran DBH SDA Kehutanan tidak dapat disalurkan semuanya akibat
adanya daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana ketentuan
yang tertuang pada PMK No.230/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi. Realisasi Transfer
DBH SDA TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.445.025.303.245 atau 42,49
persen dari TA 2017, hal ini disebabkan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH
SDA regular Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Minerba di triwulan IV selain itu juga
dikarenakan prognosis realisasi PNBP Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Minerba TA 2018
mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017.

Transfer DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi DBH Minyak Bumi Per 31 Desember 2018 dan 2017 telah mencapai
Rp13.265.216.482.401 dan Rp8.191.122.864.049. Penyerapan anggaran tahun 2018
mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp13.265.216.482.401. Komposisi
realisasi DBH Minyak Bumi terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp12.390.177.230.025
2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp875.039.252.376

Secara keseluruhan, realisasi transfer DBH Minyak Bumi tersebut jauh melampaui angka
realisasi TA 2017 yang mencapai Rp8.191.122.864.049. Dengan kata lain, realisasi
DBH Minyak Bumi periode TA 2018 melonjak sekitar 61,95 persen dari realisasi TA
2017, peningkatan ini dikarenakan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH
regular triwulan IV, selain itu juga karena prognosis realisasi PNBP Minyak Bumi TA
2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017. Narasi kuantitatif DBH Minyak Bumi
secara lebih lengkap tersaji pada tabel dan gambar berikut ini.

Realisasi DBH SDA
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Jumlah DBH Minyak Bumi 15¢

12.376.493.484.658

12.376.493.484.658

7.651.322.414.448 | 61,764

DBH Minyak Bumi 15¢

11.529.187.114.898

11.529.187.114.898

5.852.840.207.900 | 96,98/

Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi
15¢

847.306.369.760

847.306.369.760

1.798.482.206.548 | -52,89¢

Jumlah DBH Minyak Bumi 0,8/

407.714.843.494

407.714.843.494

252.307.432.676 | 61,59

DBH Minyak Bumi 0,5¢

379.981.960.878

379.981.960.878

193.467.425.200 | 96,41

Kurang Bayar DBH Minyak Bumi 0,54

27.732.882.616

27.732.882.616

58.840.007.476 | 52,874

Jumlah Minyak Bumi Otsus

481.008.154.249

481.008.154.249

287.493.016.925 | 67,3%

DBH Minyak Bumi Otsus

481.008.154.249

481.008.154.249

182.330.166.900 | 163,81/

Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi
dalam Rangka Otsus

105.162.850.025 | -100,08¢

15.000,00 -

10.000,00

5.000,00 -

407,71 481,00

.651,32

252,31 287,49

0,00

B DBH Minyak Bumi
15%

TA 2018 TA 2017

Transfer DBH SDA Gas Bumi

Realisasi DBH Gas Bumi sampai dengan 31 Desember tahun 2018 dan 2017 sebesar
Rp9.210.412.221.749 dan Rp8.442.353.752.961. Penyerapan anggaran tahun 2018
mencapai 100 persen dari pagu anggaran sebesar Rp9.210.412.221.749. Komposisi
realisasi DBH Gas Bumi terdiri dari:

1. DBH regular sebesar Rp8.096.407.117.278;
2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp1.114.005.104.471;

Secara keseluruhan, realisasi transfer DBH Gas Bumi tersebut lebih tinggi dari pada
realisasi TA 2017 dengan peningkatan sebesar Rp768.058.468.788 atau 9,1 persen.
Peningkatan ini dikarenakan pada TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH regular
triwulan IV, selain itu juga karena prognosis realisasi PNBP Gas Bumi TA 2018
mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017. Selengkapnya, informasi mengenai realisasi
DBH Gas Bumi tersaji dalam tabel dan gambar berikut ini.
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Jumlah DBH Gas Bumi 30% 8.745.074.752.035 | 7.069.857.621.769 | 23,70%
DBH Gas Bumi 30% 7.645.734.917.465 | 3.012.418.610.600 | 153,81%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi 30% 1.099.339.834.570 | 4.057.439.011.169 | -72,91%
Jumlah DBH Gas Bumi 0,5% 124.683.590.580 |  107.045.722.564 | 16,48%
DBH Gas Bumi 0,5% 110.018.320.679 49.489.295.800 | 122,31%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi 0,5% 14.665.269.901 57.556.426.764 | -74,52%
g’t’:‘ih DI e B Dl Remgle 340.653.879.134 | 1.265.450.408.628 | -73,08%
DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus 340.653.879.134 98.124.808.600 | 247,16%
Kurang Bayar DBH Gas Bumi Dalam 1.167.325.600.028 |-100,00%
Rangka Otsus
874507
10.000,00 m DBH Gas Bumi 30%

£.000,00 | 7.069,86

6.000,00 - ® DBH Gas Bumi 0,5

4.000,00 -

1.265,45
2.000,00 | 340,65 DBH Gas Bumi
0,00 - Dalam Rangka Otsus
TA 2018 TA 2017

Transfer DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Realisasi belanja DBH pertambangan mineral dan batu bara( minerba) sampai dengan 31
Desember tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp19.807.904.298.240 dan
Rp11.835.084.190.433. Penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 100 persen dari
pagu anggaran sebesar Rp19.807.904.298.240. Realisasi Minerba TA 2018 meningkat
67,37 persen dibandingkan realisasi pada TA 2017. Peningkatan ini dikarenakan pada
TA 2017 tidak terdapat penyaluran DBH regular triwulan IV, selain itu juga karena
prognosis realisasi PNBP Minerba TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2017.
Informasi lebih lengkap mengenai realisasi DBH Minerba dapat dilihat pada tabel dan

gambar berikut ini.

I El) (D [REFETT SE T 574.574.040.835 952.206.782.837 -39,66%
Minerba luran Tetap

DBH Pertambangan Minerba 559.489.353.424 815.479.592.400 -31,39%
luran Tetap

Kurang Bayar DBH

Pertambangan Minerba luran 15.084.687.411 136.727.190.437 -88,97%
Tetap

I EL) () (RS SE T 19.233.330.257.405 | 10.882.877.407.596 76,73%
Minerba Royalty

DBH Pertambangan Minerba 16.704.959.722.863 |  9.411.348.164.152 77,50%
Royalty

Kurang Bayar DBH 2.528.370.534.542 |  1.471.529.243.444 71,82%
Pertambangan Minerba Royalty
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19.233,33
20.000,00
10.882,88 | DI?H Pertambangan
Minerba luran Tetap
10.000,00 ® DBH Pertambangan
574,57 Minerba Royalty
0,00 . 1

TA 2018 TA 2017

Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Realisasi DBH Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 telah mencapai
Rp832.936.590.394 dan Rp970.633.323.538. Penyerapan anggaran tahun 2018
mencapai 100 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp832.936.590.394. Realisasi
DBH Panas Bumi reguler TA 2018 meningkat sebesar Rp453.811.062.094 atau 119,7
persen realisasi pada TA 2017 yang disebabkan tidak terdapat penyaluran DBH regular
triwulan IV TA 2017 dan karena prognosis realisasi PNBP Minerba TA 2018 mengalami
kenaikan dibandingkan TA 2017.

Sementara itu, pada TA 2018 tidak dialokasikan untuk penyelesaian DBH Panas Bumi
kurang bayar, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp591.477.795.238. Oleh karena itu, secara kumulatif pada TA
2018 terjadi penurunan realisasi transfer DBH Panas Bumi sebesar 14,19 persen
dibanding realisasi TA 2017. Realisasi DBH Panas Bumi tersebut terdiri dari:

Bagian Pemerintah 814.945.712.335 | 814.945.712.335 | 940.063.002.258 | -13,3%
luran Tetap 17.093.550.748 | 17.093.550.748 | 29.902.461.020 | -42,84¢
luran Produksi( Royalti) 897.327.311 897.327.311 667.860.260 | 34,36/
940,06
1000,00 - W DBH Panas Bumi - Bagian
14,95 Pemerintah
B DBH Panas Bumi - luran
500,00 -+ Tetap
17,09 0,90 9,90 0,67 DBH Panas Bumi - luran

0,00 : Produksi (Royalti)

TA 2018 TA 2017

Transfer DBH SDA Kehutanan

Realisasi belanja DBH Kehutanan sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai
Rp1.612.576.032.153 dan Rp1.820.962.826.750. Penyerapan anggaran DBH
Kehutanan TA 2018 mencapai 97,08 persen dari anggaran yang sebesar
Rp1.661.127.014.983 sebagaimana rincian pada Tabel dan gambar berikut ini.
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Reguler 1.660.152.080.498 | 1.611.601.097.668 686.803.070.700 | 134,65/
IIUPH/IHPH 176.990.442.275 165.977.081.908 70.041.770.100 | 136,97
PSDH 739.804.186.051 704.934.975.804 299.683.522.350 | 135,23/
Dana Reboisasi 743.357.452.172 740.689.039.956 317.077.778.250 | 133,664
Kurang Bayar 974.934.485 974934485 | 1.134.159.756.050 | -99,9%/
Kurang Bayar IIUPH/HPH 2.833.113 2.833.113 74.948.463.802 | -100,00¢
Kurang Bayar PSDH 240.963.171 240.963.171 526.078.153.846 | -99,95¢
Kurang Bayar Dana Reboisasi 731.138.201 731.138.201 533.133.138.402 | -99,86¢

1.000,00 - 82576 85021
705,18 741,42 m DBH Kehutanan IIUPH/IHPH
500,00 - m DBH Kehutanan PSDH
1659 144,9
DBH Kehutanan Dana
0,00 T ; Reboisasi
TA 2018 TA 2017

Realisasi DBH Kehutanan per 31 Desember TA 2018 tidak mencapai 100 persen
dikarenakan terdapat beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran
sehingga dilakukan kebijakan Pemotongan Penyaluran sesuai dengan amanat dari PMK
No.230/PMK.07/2017 mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagil
Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi.

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH Kehutanan reguler TA 2018 mengalami
peningkatan sebesar Rp924.798.026.968 atau 134,65 persen dari TA 2017 yang
disebabkan oleh naiknya rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) Sektor
Kehutanan pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH SDA Kehutanan regular
di triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kanaikan realisasi transfer DBH SDA
Kehutanan reguler TA 2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan
transfer DBH SDA Kehutanan Kurang Bayar sebesar Rp1.133.184.821.565 atau 99,91
persen dari realisasi TA 2017. Oleh kerena itu, secara umum realisasi transfer DBH SDA
Kehutanan TA 2018 mengalami penurunan sebesar 11,44 persen dibanding realisasi TA
2017.

Transfer DBH SDA Perikanan

Realisasi DBH Perikanan Per 31 Desember 2018 dan 2017 mencapai
Rp357.622.699.445 dan Rp381.516.063.406. Penyerapan anggaran DBH Perikanan TA
2018 mencapai 100 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp357.622.699.445.
Komposisi realisasi DBH Perikanan terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp356.928.406.748

2. DBH Kurang Bayar sebesar Rp694.292.697, dengan rincian dalam tabel dan
gambar berikut.
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DBH Perikanan 356.928.406.748 | 356.928.406.748 | 342.000.000.000 4,37%
Kurang Bayar 694.292.697 694.292.697 | 39.516.063.406 | -98,24%

400,00
360,00 mTA 2017
340,00 -+

TA 2018 TA 2017

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH SDA Perikanan reguler TA 2018
mengalami peningkatan sebesar Rp14.928.406.748 atau 4,37 persen dari TA 2017
yang disebabkan oleh naiknya rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP) Sektor
Perikanan pada TA 2018 serta tidak terdapat penyaluran DBH SDA Perikanan regular di
triwulan IV TA 2017. Namun demikian, kanaikan realisasi transfer DBH SDA Perikanan
reguler TA 2018 tersebut tidak dapat mengimbangi besarnya penurunan transfer DBH
SDA Perikanan Kurang Bayar sebesar Rp38.821.770.709 atau 98,24 persen dari
realisasi TA 2017. Oleh kerena itu, secara umum realisasi transfer DBH SDA Perikanan
TA 2018 mengalami penurunan sebesar 6,26 persen dibanding realisasi TA 2017.

. TRANSFER DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

Realisasi DBH CHT Per 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 mencapai angka masing-
masing sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Penyerapan
anggaran DBH CHT TA 2018 mencapai 98,56 persen dari anggaran yang sebesar
Rp2.964.808.087.995. Komposisi realisasi DBH CHT terdiri dari:

1. DBH reguler sebesar Rp2.921.983.077.250
2. Kurang Bayar DBH CHT sebesar Rp208.087.995.

Perbandingan realisasi DBH CHT pada TA 2018 dan TA 2017 secara rinci digambarkan
dalam tabel dan gambar dibawah ini.

DBH CHT 2.964.600.000.000| 2.921.983.077.250| 2.917.943.550.500| 0,144

Kurang Bayar DBH CHT 208.087.995 208.087.995 3.930.228.940| -94,7%
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-- 2.922,19
2.925,00 + ' i :

‘ /-' 2.917,94 M Realisasi TA 2018
2.920,00 N

1 i ra H Realisasi TA 2017
2.915,00 .

Realisasi TA Realisasi TA
2018 2017

Realisasi DBH CHT per 31 Desember TA 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan
terdapat beberapa daerah yang tidak disalurkan dan disalurkan hanya 25-75 persen. Hal
ini disebabkan daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan penyaluran sehingga diambil
kebijakan sebagaimana mengacu pada PMK No.222/PMK.07/2017 mengenai
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dilakukan.

Dibandingkan TA 2017 realisasi transfer DBH CHT reguler TA 2018 mengalami
peningkatan sebesar Rp4.039.526.750 atau 0,14 persen dari realisasi TA 2017 yang
disebabkan oleh naiknya rencana penerimaan CHT pada TA 2018. Sementara itu,
realisasi transfer DBH CHT kurang bayar TA 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp3.722.140.945 atau sebesar 94,71 persen dari realisasi TA 2017. Namun demikian,
secara akumulasi realisasi transfer DBH CHT TA 2018 mengalami sedikiit peningkatan,
yaitu sebesar 0,1 persen dari ralisasi TA 2017.

Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi transfer DAU Realisasi keseluruhan DAU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 telah mencapai
sebesar Rp401.489.579.649.000 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi
Anggaran. Pagu DAU pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana disajikan pada Laporan
Realisasi Anggaran sebesar Rp401.489.579.649.000 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) Tahun Anggaran 2018.

Realisasi DAU tahun 2018 terhadap anggarannya telah mencapai 100 persen. Realisasi DAU
tahun 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun
2017 yaitu sebesar Rp2,91 triliun atau naik sebesar 0,73 persen, sebagaimana digambarkan
pada gambar berikut.

398,582

408,000

400,000

392,000
Tahun 2018 Tahun 2017

Realisasi DAU tahun 2018 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk
pemotongan atas penyaluran DAU untuk total 111 daerah dengan jumlah keseluruhan
potongan sebesar Rp345.668.990.071 sebagaimana dirinci pada Lampiran 45 laporan
keuangan. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut meliputi penyelesaian:

1. Tunggakan pinjaman pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari daerah induk ( Kab. Tangerang dan Kab.
Morowali, Kab. Konawe, dan Kab. Muna, Kab. Kepulauan Sula, dan Kab. Labuhanbatu)
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kepada daerah Otonom Baru ( Kota Tangerang Selatan, Kab. Morowali Utara, Kab.
Konawe Kepulauan, dan Kab. Muna Barat, Kab. Pulau Taliabu, serta Kab. Labuhanbatu
Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan);

3. Lebih Salur DAK Fisik TA 2016; dan
4. Tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

715111,425713,dan 425823

. . (pada satker KPPN Khusus
Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda .
1 Investasi Pengelola Penerusan 5.652.242.657
Kab. Aceh Tenggara o .
Pinjaman Pemerintah Daerah

977386)
Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan
Pendanaan dari daerah induk (Kab.
Tangerang, Kab. Morowali, Kab. Konawe,
Kab. Muna, Kab. Kepulauan Sula dan Kab.
5 Labuhanbatu) kepada Daerah Otonom 817712 (Penerimaan Non 27.083.035.000
Baru (Kota TangerangSelatan, Kab. Anggaran)

Morowali Utara, Kab. Konawe Kepulauan,
Kab. Muna Barat, Kab. Pulau Taliabu serta
Kab. Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu

Selatan)

3 Penyelesaian Lebih Salur DAK Fisik TA2016| 425919 (Penerimaan Kembali 48.931.543.176
(64 daerah) TKDD TAYL)
Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan 811412 (dengan satker

4 |Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 440780 pada Bagian Anggaran | 264.002.169.238

2018i42 daerahi 999.99

Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda Kabupaten Aceh Tenggara

Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 71/KM.7/2017 sebagaimana telah direvisi dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 14/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai
penyelesaian tunggakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pemotongan atas
penyaluran DAU Kab. Aceh Tenggara telah dilakukan pada Penyaluran DAU Bulan Januari,
Februari, Maret, April, dan Mei sebesar Rp5.652.242.657.

Penyelesaian Kewajiban Hibah| Bantuan Pendanaan dari daerah induk kepada DOB

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan Januari untuk Kab. Tangerang, berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KM.7/2017 tentang Pemotongan Dana Alokasi
Umum Kabupaten Tangerang dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Tangerang kepada Kota Tangerang Selatan sebesar Rp333.035.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan April untuk Kab. Morowali, berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Morowali dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Morowali kepada Kab. Morowali Utara sebesar Rp5.000.000.000 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Morowali dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Morowali kepada Kab. Morowali Utara sebesar Rp5.750.000.000 meliputi Tahap
| sebesar Rp3.000.000.000, dan Tahap Il sebesar Rp2.750.000.000. Pemotongan Tahap |
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Realisasi Dana Transfer
Khusus

dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum bulan September, sedangkan pemotongan
Tahap Il dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Oktober.

Pemotongan atas penyaluran DAU bulan September untuk Kab. Konawe berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi
Umum Kabupaten Konawe dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Konawe kepada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahap | sebesar
Rp5.000.000.000. Kemudian Pemotongan atas penyaluran DAU bulan Oktober untuk Kab.
Muna berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2018 tentang Pemotongan
Dana Alokasi Umum Kabupaten Muna dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi
Umum Kabupaten Muna kepada Kabupaten Muna Barat sebesar Rp2.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 36/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Kepulauan Sula dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kabupaten Pulau Taliabu. Pemotongan atas penyaluran
DAU Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan
Desember sebesar Rp5.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp4.000.000.000
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2018 tentang Pemotongan Dana
Alokasi Umum Kabupaten Labuhanbatu dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana
Alokasi Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Labuhanbatu
telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan Desember Rp4.000.000.000.

Penyelesaian Lebih Salur DAK Fisik TA 2016

Pemotongan penyaluran DAU terhadap 64 pemerintah daerah atas Lebih Salur DAK Fisik TA
2016. Pemotongan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
876/KM.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih salur tersebut telah diselesaikan melalui pemotongan DAU
Bulan Februari sebesar Rp48.931.543.176.

Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2018

Pemotongan DAU dilakukan pula dalam penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan
pemerintah daerah Tahun 2018. Pemotongan DAU dalam penyelesaian tunggakan iuran
jaminan kesehatan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 16/KM.7/2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.7/2018 tentang
Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan luran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Daerah. Tahun 2018 telah dilakukan pemotongan terhadap 42( empat puluh dua)
daerah dengan total potongan sebesar Rp264.002.169.238 dengan rincian pemda
sebagaimana laporan keuangan ini.

B.2.2.2.1.1.2. Realisasi Dana Transfer Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Transfer Khusus sampai dengan 31 Desember Tahun 2018
mencapai sebesar Rp173.449.578.218.684 atau telah mencapai 93,31 persen terhadap
anggarannya sebesar RP185.888.071.708.000 atau naik sebesar 3,45 persen dari realisasi
periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik.
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Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar
Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Persentase Realisasi Transfer DAK
Fisik TA 2018 adalah sebesar 93,13 persen dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar
Rp62.436.262.908.000. Nilai realisasi tersebut merupakan penggabungan realisasi transfer
DAK Fisik Tingkat UAKPA BUN vyang terdiri atas total realisasi DAK Fisik sebesar

Rp58.152.611.462.261

dan pengembalian belanja sebesar Rp3.313.193.016 yang

merupakan setoran pengembalian belanja karena lebih salur. Nilai realisasi TA 2018
mengalami penurunan sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017. Hal
tersebut disebabkan pagu transfer DAK Fisik TA 2017 lebih besar dari TA 2018 karena
adanya alokasi tambahan DAK Fisik TA 2017 untuk percepatan infrastruktur TA 2017 dan
penyelesaian TA 2016. Realisasi masing-masing jenis DAK Fisik terdapat kenaikan dan
penurunan yang disebabkan oleh penambahan 1.331 Pemda-Bidang DAK Fisik Reguler dan
411 Pemda-Bidang DAK Fisik Afirmasi serta berkurangnya Pemda-Bidang DAK Fisik
Infrastruktur Publik Daerah sebanyak 391 Pemda-Bidang.

Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2018 disalurkan untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi,
dan DAK Penugasan sebagaimana tabel dan gambar berikut ini.

Dak Reguler 31.350.835.954.000 29.412.044.444.034 17.634.697.725.036| 66,79/
Dak Penugasan 24.463.658.880.000 22.484.610.562.224 30.593.209.199.748| -26,50/
Dak Afirmasi 6.621.768.074.000 6.255.956.456.003 2.859.365.226.598| 118,79¢
Tambahan DAK Fisik 11.019.920.028.970| -100,08¢
Dak Fisik Bruto 62.436.262.908.000 58.152.611.462.261 62.107.192.180.352| 6,37

Pengembalian Dak Fisik 3.313.193.016 2.961.926.000| 11,864

69.531,50

70.000,00 e 62.104,23
58.149,30 mp
60.000,00 -
M Realisasi
50.000,00 ' '

TA 2018 TA 2017

Terdapat sisa pagu penyaluran DAK Fisik sebesar Rp4.286.964.638.755( 6,9 persen) dan
DAK Fisik yang tidak salur sebesar Rp1.715.816.075.593 sebagaimana tabel dibawah ini.
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Sisa Pagu Penyaluran DAK Fisik2018 4.286.964.638.755
1 Tidak salur( gagal salur) 1.715.816.075.593
2 Optimalisasi pagu DAK Fisik yakni nilai kontrak yang dibawah pagu 2.447.840.289.016
3 Optimalisasi kontrak yakni nilai kebutuhan untuk menyelesaikan DAK Fisik dibawah nilai 123.308.274.146

kontrak

DAK Fisik 2018 yang tidak Salur 1.715.816.075.5693
1 Tidak ada kontrak fisik/ hanya kontrak penunjang 646.620.153.800
2 Kontrak 18,754 ( tidak akan salur Tahap 2) 111.214.586.500
3 Tidak memenuhi minimal penyerapan 75¢ dari penyerapan Tahap | 239.519.544.653
4 Kontrak = 784 pagul tidak akan salur Tahap 3) 408.338.166.890
5 Tidak memenuhi minimal penyerapan 98¢ dari penyaluran Tahap | dan Il dan/atau capaian 243.776.671.050

output 764
6 Nilai NRRK  Nilai Kontrak( wanprestasi) 59.159.933.700
7 Nilai NRRK  Nilai Kontrak( force major) 7.187.019.000

Realisasi Dana Alokasi Khusus non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus ( DAK) Non Fisik sebagaimana tercantum dalam Laporan
Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 mencapai
Rp115.300.279.949.439 dengan rincian pada Tabel 24 di bawah ini. Realisasi DAK Non
Fisik tahun 2018 telah mencapai 93,40 persen dari anggaran DAK Non Fisik TA 2018
berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp123.451.808.800.000.

1. Dana BOS 46.695.528.800.000| 44.367.351.931.006| 95,01/
2. Dana Tamsil Guru PNS 978.110.000.000 588.007.130.574| 60,124
3. Dana TP Guru PNSD 58.293.080.000.000| 55.016.720.212.332 94,384
4. Dana Tunjangan Khusus Guru 2.129.880.000.000f 1.727.102.404.861| 81,09/
5. Dana BOKB 1.808.787.300.000| 1.753.419.417.979| 96,94{
6. Dana BOK 8.551.232.700.000f 7.454.358.890.915| 87,17/
7. Dana PK Koperasi dan UKM( PK2 UKM) 100.000.000.000 92.221.616.897| 92,224
8. Dana BOP - PAUD 4.070.190.000.000f 3.555.904.601.891| 87,364
9. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 825.000.000.000 745.193.742.984| 90,33/

Realisasi DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencapai 93,40 persen
dari anggaran DAK Non Fisik TA 2018. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,68 persen hila
dibandingkan realisasi DAK Non Fisik 31 Desember 2017 terhadap anggarannya sebesar
91,72 persen sebagaimana digambarkan oleh gambar di bawah. Realisasi DAK Non Fisik
sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp9.736,51 miliar atau naik
sebesar 9,22 persen dari realisasi periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar
Rp105.563.769.198.975 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah. Hal ini disebabkan
oleh peningkatan penyerapan DAK Nonfisik di daerah, penguatan koordinasi dan peran K/L
teknis untuk mendorong penyerapan dan capaian output di daerah, peningkatan pemahaman
pengelola DAK Nonfisik di daerah melalui bimtek dan kegiatan sejenis lainnya, dan
penyederhanaan mekanisme pelaporan DAK Nonfisik.
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Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

Jumlah realisasi transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD per 31 Desember 2018
sebesar Rp55.016.720.212.332 atau telah mencapai 94,38 persen dari pagunya. Realisasi
tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan TPG PNSD sebesar
Rp96.987.556.650 kepada 17 pemerintah daerah sebagaimana pada Lampiran 37 laporan
keuangan. Realisasi Dana TPG PNSD tersebut juga telah memperhitungkan surat
Rekomendasi Penghentian dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;

2. 44471/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018
tahap II; dan

3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian

Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018
tahap Il

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh
pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan
penyesuaian TPG PNSD telah dilakukan pada 441 daerah. Penyaluran Dana TPG PNSD
sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 32 berikut ini.
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1 [ke1TWI %) 23103/2018 5.673.462.716.000 5.673.462.716.000
2 [ke2TWI 02/04/2018 3.345.591.004.000 : 3.345.591.004.000
3 [ke3TW1 10/04/2018 2.005.362.033.000 64.795.000 2.005.297.238.000
4 [kedTW1 20/04/2018 2.198.871.730.000 : 2.198.871.730.000
5 [ke5TW I 021052018 2.100.733.915.000 10.988.000 2.100.722.927.000
6 keBTWI 14 Mei 2018 1.174.947.003.000 904.035.000 1.174.042.968.000
7 [ke7TWI 18 Mei 2018 148.308.008.000 1.188.552.000 147.119.456.000
8 [ke8TWI 25 Mei 2018 99.138.386.000 334.308.000 98.804.078.000
9 [ke9TW1 31 Mei 2018 133.288.430.000 : 133.288.430.000
10 [ke 10 TW I 08/06/2018 30.195.988.000 69.058.000 30.126.930.000
11 [ked TWHI 22 Juni 2018 9.183.508.391.000 53.996.000 9.183.454.395.000
12 [ke2 TWHI 28 Juni 2018 4.904.569.535.000 2.089.117.000 4.902.480.418.000
13 [ke 11 TW 03/07/2018 102.625.689.000 102.625.689.000
14 [ke 12 TW I 18 Juli 2018 3.337.105.000 : 3.337.105.000
15 [ke3 TW I 24 Juli 2018 91.807.021.000 3.504.693.000 88.302.328.000
16 |ke 13 TW I 24 Juli 2018 7.514.986.000 3.453.807.000 4.061.179.000
17 |PemvaluranDana | 00 00018 347.367.469 347.367.469

Cadangan

18 [ked TW I 03/08/2018 6.262.487.000 2.878.172.000 3.384.315.000
19 [ke 14 TW I 24/08/2018 14.487.533.000 14.487.533.000

20 [ke5 TW II 28/08/2018 12.072.944.000 12.072.944.000

21 [ke-1 TW I 24/09/2018 8.487.957.417.000 8.487.957.417.000

22 [ke2 TW I 27/09/2018 1.547.324.806.000 1.547.324.806.000

23 [ke3 TW I 08/10/2018 1.272.694.225.000 1.272.694.225.000

24 [ked TW I 19/10/2018 850.182.920.000 : 850.182.920.000

25 |ke5 TW II 24/10/2018 849.689.244.000 31.218.660.642 818.470.583.358

26 | @2 Penvaluran 241102018 9.822.739.660 9.822.739.660

Dana Cadangan

27 ke 1 TW IV 06/11/2018 10.406.279.094.000 1,666.100.483.578 8.740.178.610.422

28 |ke6 TW Il 07/11/2018 210.548.027.000 1.200.860.044 209.347.166.956

29 [ke7 TW I 16/11/2018 494.959.951.000 7.167.836.020 487.792.114.980

30 | @3 Penyaluran 16/11/2018 58.497.424.669 58.497.424.669

Dana Cadangan

31 |ke:8 TW I 23/11/2018 224.541.667.000 224.541.667.000

32 ke TW I 04/12/2018 253.763.311.000 : 253.763.311.000

33 [ke2 TW IV 071212018 919.902.119.000 114.040.410674 805.861.708.326

34 [ke-10TW I 141122018 813.217.000 728.474.360 84.742.640

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan TPG, terdapat 1 (satu) daerah yang telah
dihentikan penyaluran di triwulan IV namun memperoleh rekomendasi dana cadangan sebesar
Rp12.441.608.100 oleh Kemendikbud yaitu Kab. Bangli karena terdapat pemutakhiran data
pokok kependidikan untuk kebutuhan pembayaran TPG setelah dilaksanakannya rekonsiliasi
dan verifikasi di tahun 2018.

Realisasi Tunjangan Khusus Guru PNSD

Realisasi transfer Dana Tunjangan Khusus Guru( TKG) PNSD sebesar Rp1.727.102.404.861
atau 81,09 persen terhadap pagunya. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana
cadangan TKG PNSD sebesar Rp103.210.681.488 kepada 60 daerah sebagaimana lampiran
2 laporan keuangan. Realisasi Dana TKG PNSD juga telah memperhitungkan surat
Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;

2. 44471|/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018

tahap II; dan
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3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018
tahap Il

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh
pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan
penyesuaian TKG PNSD telah dilakukan pada 126 daerah. Penyaluran Dana TKG PNSD
sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 33 berikut ini.

No Tanggal Rekomendasi Rekomendasi Rencana Penyaluran Benohentian eomendas)
Penyaluran Penyaluran (Netto)
1 27 Maret 2018|Ke-1 TW | 185.617.665.000 5.091.695.000 180.525.970.000
2 02 April 2048|Ke-2 TW | 49.847.655.000 1.716.286.000 48.131.369.000
3 13 April 2018|Ke-3 TW | 43.075.632.000 171.669.000 42.903.963.000
4 20 April 2018|Ke-4 TW | 58.796.803.000 - 58.796.803.000
5 02 Mei 2018|Ke-5 TW | 104.593.213.000 425.941.000 104.167.272.000
6 14 Mei 2018]Ke-6 TW | 17.936.983.000 539.431.000 17.397.552.000
7 18 Mei 2018|Ke-7 TW | 22.575.993.000 - 22.575.993.000
8 25 Mei 2018|Ke-8 TW | 6.553.677.000 - 6.553.677.000
9 31 Mei 2018|Ke-9 TW | 6.390.269.000 - 6.390.269.000
10 08 Juni 2018|Ke-10 TW | 8.782.990.000 - 8.782.990.000
1 22 Juni 2018]|Ke-1 TW Il 359.785.068.000 6.171.324.000 353.613.744.000
12 28 Juni 2018|Ke-2 TW I 51.866.587.000 449.526.000 51.417.061.000
13 03 Juli 2018]Ke-11 TW | 6.397.274.000 - 6.397.274.000
14 10 Juli 2018]|Ke-12 TW | 6.051.199.000 - 6.051.199.000
15 20 Juli 2018]Ke-3 TW II 7.212.208.000 - 7.212.208.000
16 24 Juli 2018|Ke-13 TW | 21.726.558.000 18.309.597.000 3.416.961.000
17 02 Agustus 2018|Ke-14 TW | 1.311.022.000 - 1.311.022.000
18 02 Agustus 2018|Ke-4 TW Il 29.757.682.000 26.910.216.000 2.847.466.000
Ke-1 Penyaluran
19 03 Aqustus 2018|Dana Cadangan 27.309.909.945 - 27.309.909.945
20 06 Agustus 2018|Ke-5 TW Il 1.092.519.000 - 1.092.519.000
21 24 Agustus 2018|Ke-15 TW | 181.551.000 - 181.551.000
22 28 Agustus 2018|Ke-6 TW II 151.293.000 - 151.293.000
23 24 September 2018|Ke-1 TW Il 224.762.980.000 15.214.153.000 209.548.827.000
24 27 September 2018|Ke-2 TW III 37.163.320.000,00 1.621.015.000 35.542.305.000
25 08 Oktober 2018|Ke-3 TW III 55.906.435.000,00 6.107.032.000 49.799.403.000
26 19 Oktober 2018]Ke-4 TW III 26.769.225.000 59.885.000 26.709.340.000
27 24 Oktober 2018|Ke-5 TW Il 29.916.870.000 5.101.014.632 24.815.855.368
Ke-2 Penyaluran
28 24 Oktober 2018|Dana Cadangan 32.262.115.329 - 32.262.115.329
29 06 November 2018|Ke-1 TW IV 299.615.215.000 44.827.601.247 254.787.613.753
30 07 November 2018]Ke-6 TW III 19.187.161.000 1.409.975.200 17.777.185.800
31 16 November 2018 Ke-7 TW Il 4.854.555.000 - 4.854.555.000
Ke-3 Penyaluran
32 16 November 2018|Dana Cadangan 32.556.269.402 - 32.556.269.402
33 23 November 2018|Ke-8 TW III 16.374.843.000 7.818.517.100 8.556.325.900
34 04 Desember 2018 Ke-9 TW Il 21.202.211.000 578.696.200 20.623.514.800
35 04 Desember 2018|Ke-16 TW | 742.891.000 - 742.891.000
36 07 Desember 2018|Ke-2 TW IV 39.527.060.000 4.277.722.848 35.249.337.152
37 07 Desember 2018|Ke-7 TW I 619.076.000 - 619.076.000
38 14 Desember 2018|Ke-10 TW Il 2.448.855.000 - 2.448.855.000
39 14 Desember 2018|Ke-3 TW IV 1.959.087.000 60.604.400 1.898.482.600
Ke-4 Penyaluran
40 14 Desember 2018|Dana Cadangan 11.082.386.812 - 11.082.386.812
Total 1.873.964.306.488 146.861.901.627 1.727.102.404.861

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan TKG TA 2018, terdapat 9( sembilan) daerah
yang tidak memiliki pagu alokasi namun memperoleh realisasi dana cadangan sebagaimana
disajikan pada tabel berikut.

1 Provinsi Sumatera Barat 2.210.751.660
2 Provinsi Jawa Timur 1.982.700.000
3 Provinsi Sulawesi Tengah 2.171.936.160
4 Provinsi Sulawesi Selatan 2.963.007.360
5 Provinsi Sulawesi Tenggara 2.754.988.164
6 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.880.378.400
7 Provinsi Gorontalo 117.921.600
8 Provinsi Kepulauan Riau 206.362.800
9 Provinsi Kalimantan Utara 2.029.855.200
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Realisasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi Kemendikbud di
tahun 2018 bahwa terdapat kebutuhan TKG di tahun berjalan untuk pembayaran Guru Garis
Depan dan guru PNSD di daerah khusus yang disampaikan melalui rekomendasi penyaluran
dana cadangan dari Kemendikbud nomor:

1. 45793/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Juli 2018;

2. 71539/A.A.1.1/PR/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

3. 82188/A.A1.1/PR/2018 tanggal 14 November 2018; dan
4. 95043/A.A1.1/PR/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Sementara itu, terdapat 2( dua) daerah yang telah dihentikan penyalurannya mulai triwulan |
di tahun 2018 yaitu Kab. Lombok Barat dan Kab. Tolitoli namun direkomendasikan kembali
penyaluran dana cadangan oleh Kemendikbud karena terdapat tambahan kebutuhan
pembayaran TKG di tahun berjalan.

Realisasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Realisasi transfer Dana Tambahan Penghasilan( Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp558.007.130.574 atau 45.05 persen terhadap pagu. Realisasi tersebut termasuk
realisasi penyaluran dana cadangan Tamsil Guru sebesar Rp103.158.807.469 kepada 52
daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran 37 laporan keuangan. Realisasi Dana Tamsil
Guru juga telah memperhitungkan surat Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud
Nomor:

1. 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018;

2. 44471/A.A1.1/PR/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018
tahap Il; dan

3. 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permohonan Penghentian
Transfer TPG, TKG, dan Dana Tambahan Penghasilan melalui DAK Non Fisik TA 2018
tahap Il

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh
pemerintah daerah dan mempertimbangkan rekomendasi Kemendikbud, penghentian dan
penyesuaian Dana Tamsil Guru telah dilakukan pada 451 daerah. Penyaluran Dana Tamsil
Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.
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Rekomendasi
Penyaluran (Netto)

Penghentian

Rekomendasi
Penyaluran

No Tanggal Rekomendasi

Rencana Penyaluran

1 23 Maret 2018[Ke-1TW | 96.611.700.000 5.618.400.000 90.993.300.000
2 02 April 2018[Ke-2 TW | 22.614.300.000 1.102.500.000 21.511.800.000
3 13 April 2018|Ke-3 TW | 24.923.700.000 2.580.300.000 22.343.400.000
4 20 April 2018|Ke-4 TW | 22.710.600.000 385.200.000 22.325.400.000
5 02 Mei 2018]Ke-5 TW | 29.800.500.000 3.029.100.000 26.771.400.000
6 14 Mei 2018[Ke-6 TW | 8.978.400.000 727.200.000 8.251.200.000
7 18 Mei 2018]Ke-7 TW | 9.290.700.000 892.800.000 8.397.900.000
8 25 Mei 2018[Ke-8 TW | 3.820.500.000 58.500.000 3.762.000.000
9 31 Mei 2018[Ke-9 TW | 2.332.800.000 - 2.332.800.000
10 08 Juni 2018|Ke-10 TW | 4.778.100.000 - 4.778.100.000
11 22 Juni 2018{Ke-1 TW I 152.296.000.000 11.946.250.000 140.349.750.000
12 28 Juni 2018{Ke-2 TW I 9.171.750.000 48.750.000 9.123.000.000
13 03 Juli 2018{Ke-11 TW | 1.484.100.000 82.800.000 1.401.300.000
14 10 Juli 2018|Ke-12 TW | 1.264.500.000 - 1.264.500.000
15 23 Juli 2018]Ke-3 TW I 2.290.500.000 69.000.000 2.221.500.000
16 24 Juli 2018|Ke-13 TW | 7.210.500.000 6.492.300.000 718.200.000
17 02 Aqustus 2018[Ke-14 TW | 1.247.400.000 - 1.247.400.000
18 02 Agustus 2018|Ke-4 TW I 32.758.750.000 32.160.250.000 598.500.000
Ke-1Penyaluran
19 03 Agustus 2018|Dana Cadangan 46.569.794.775 46.569.794.775
20 06 Agustus 2018|Ke-5 TW I 1.039.500.000 - 1.039.500.000
21 24 Aqustus 2018[Ke-15 TW | 1.224.000.000 1.068.300.000 155.700.000
22 28 Aqustus 2018|Ke-6 TW I 1.020.000.000 890.250.000 129.750.000
23 24 September 2018{Ke-1 TW Il 50.539.750.000 26.219.500.000 24.320.250.000
24 27 September 2018{Ke-2 TW I 8.009.000.000 3.505.250.000 4.503.750.000
25 08 Oktober 2018]Ke-3 TW Il 7.751.000.000 4.619.750.000 3.131.250.000
26 19 Oktober 2018|Ke-4 TW III 6.669.750.000 2.403.750.000 4.266.000.000
27 24 Oktober 2018[Ke-5 TW III 87.701.250.000 57.084.923.116 30.616.326.884
Ke-2 Penyaluran
28 24 Oktober 2018Dana Cadangan 21.333.701.800 - 21.333.701.800
29 06 November 2018[Ke-1 TW IV 128.536.600.000 108.905.492.975 19.631.107.025
30 07 November 2018[Ke-6 TW I 9.576.750.000 3.409.253.260 6.167.496.740
31 16 November 2018|Ke-7 TW Il 3.930.750.000 1.430.750.000 2.500.000.000
Ke-3 Penyaluran
32 16 November 2018|Dana Cadangan 16.651.117.791 16.651.117.791
33 22 November 3028|Ke-16 TW | 140.400.000 - 140.400.000
34 23 November 2018|Ke-8 TW III 6.540.750.000 2.037.391.250 4.503.358.750
35 04 Desember 2018[Ke-17 TW | 71.100.000 - 71.100.000
36 04 Desember 2018{Ke-9 TW I 7.734.000.000 1.193.470.500 6.540.529.500
37 07 Desember 2018[Ke-2 TW IV 8.442.600.000 603.895.794 7.838.704.206
38 07 Desember 2018[Ke-8 TW II 59.250.000 - 59.250.000
Ke-4 Penyaluran
39 14 Desember 2019{Dana Cadangan 18.604.193.103 18.604.193.103
40 14 Desember 2019|Ke-10 TW Il 468.000.000 468.000.000
41 14 Desember 2019|Ke-3 TW IV 374.400.000 - 374.400.000
Total 866.572.457.469 278.565.326.895 588.007.130.574

Terkait realisasi penyaluran dana cadangan Tamsil TA 2018, terdapat 30 (tiga puluh)
pemerintah daerah yang memperoleh penyaluran dana cadangan di tahun 2018 lebih besar
daripada pagunya sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.
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1 Provinsi Aceh 927.000.000 11.337.493.125
2 Provinsi Sumatera Utara 1.215.000.000 7.588.500.000
3 Provinsi Sumatera Barat 429.000.000 5.449.500.000
4 Provinsi Riau 636.000.000 2.709.000.000
5 Provinsi Jambi 558.000.000 3.424.500.000
6 Provinsi Sumatera Selatan 918.000.000 5.043.000.000
7 Provinsi Bengkulu 333.000.000 3.995.512.500
8 Provinsi Lampung 546.000.000 2.646.000.000
9 Provinsi Jawa Tengah 456.000.000 3.576.782.500
10 | Provinsi Jawa Timur 756.000.000 1.667.636.800
11 Provinsi Kalimantan Barat 810.000.000 3.860.250.000
12 | Provinsi Kalimantan Tengah 708.000.000 4.941.000.000
13 | Provinsi Kalimantan Selatan 684.000.000 1.100.025.000
14 | Provinsi Kalimantan Timur 378.000.000 2.206.500.000
15 | Provinsi Sulawesi Tengah 549.000.000 2.802.750.000
16 | Provinsi Sulawesi Selatan 864.000.000 4.562.248.000
17 | Provinsi Sulawesi Tenggara 576.000.000 2.728.000.000
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat 537.000.000 2.066.900.000
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.620.000.000 3.642.000.000
20 | Provinsi Maluku 1.254.000.000 5.512.500.000
21 | Provinsi Papua 1.563.000.000 2.961.000.000
22 | Provinsi Maluku Utara 972.000.000 1.956.000.000
23 | Provinsi Bangka Belitung 201.000.000 1.423.575.000
24 | Provinsi Gorontalo 246.000.000 1.666.150.000
25 | Provinsi Kepulauan Riau 309.000.000 1.364.000.000
26 | Provinsi Sulawesi Barat 327.000.000 1.187.287.500
27 | Provinsi Kalimantan Utara 414.000.000 566.250.000

28 | Kab. Supiori 717.000.000 929.799.978

29 | Kab. Mamberamo Tengah 393.000.000 806.150.000

30 | Kab. Manokwari 867.000.000 942.187.291

Realisasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi Kemendikbud di
tahun 2018 bahwa terdapat pemutakhiran data pokok kependidikan guru jenjang pendidikan
menengah untuk tambahan kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan yang
disampaikan melalui rekomendasi penyaluran dana cadangan dari Kemendikbud nomor:

1. 45793/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Juli 2018;

2. 71539/A.A.1.1/PR/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

3. 82188/A.A1.1/PR/2018 tanggal 14 November 2018; dan
4. 95043/A.A1.1/PR/2018 tanggal 11 Desember 2018.
Sementara itu, terdapat:

a. 2 (dua) daerah yaitu Kab. Puncak Jaya dan Kab. Kepulauan Yapen yang telah
direkomendasikan penghentian salur mulai triwulan | tahun 2018 namun
direkomendasikan dana cadangan oleh Kemendikbud karena terdapat pemutakhiran
data pokok kependidikan guru untuk kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan
yang diketahui melalui rekonsiliasi dan verifikasi di tahun 2018; dan

b. 6(enam) daerah yang telah direkomendasikan salur dana cadangan di tahun 2018
namun direkomendasikan penghentian salur oleh Kemendikbud sebagaimana Tabel 12
karena diidentifikasi terdapat potensi lebih salur karena berkurangnya sasaran untuk
kebutuhan pembayaran Tamsil di tahun berjalan.
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Perubahan data pokok kependidikan guru penerima Tamsil dapat terjadi akibat adanya
perubahan status guru penerima Tamsil dari non-sertifikasi menjadi tersertifikasi, sehingga
tidak lagi berhak atas pembayaran Tamsil.

) Daerah Pagu Rekomendast Pe?:/I;TLTae: ‘;':: rila
APBN 2018 Kemendikbud Cadanaan Tamsil TA

1 Kab. Belu 2.079.000.000 | Efisiensi Tw 3 550.062.500
2 Kab. Alor 2.967.000.000 | Efisiensi Tw 3 502.500.000
3 Kab. Minahasa Utara 1.011.000.000 | Efisiensi Tw 4 296.375.000
4 Kab. Katingan 2.247.000.000 | Efisiensi Tw 4 249.837.500
5 Kab. Barito Utara 1.293.000.000 | Efisiensi Tw 4 125.750.000
6 Kab. Buru 2.157.000.000 | Efisiensi Tw 4 813.900.000

Realisasi BOS, BOK, BOKB, PKK dan UKM, Adminduk, BOP PAUD

Jumlah realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah( BOS) per 31 Desember 2018
sebesar Rp44.367.351.931.006 atau telah mencapai 95,01 persen tehadap pagunya.
Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran dana cadangan BOS sebesar
Rp21.512.320.000 kepada 5 pemerintah provinsi sebagaimana Lampiran 38 laporan
keuangan. Realisasi BOS per 31 Desember 2018 telah memperhitungkan Potongan atas
Lebih Salur Dana BOS TA 2017 untuk 21 daerah sesuai rekomendasi 1,2, 3, 4, 5, dan 6
Penyaluran Dana BOS TA 2018 sebesar Rp175.641.395.881. Dengan demikian realisasi
bersih dana BOS tahun 2018 adalah sebesar Rp44.191.710.535.125.

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah mencapai
Rp7.454.358.890.915 atau 87,17 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi
penyaluran Dana BOKyang telah mempertimbangkan sisa dana di RKUD, penghentian salur
Jampersal, dan penghentian dana akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum pada tabel
berikut.
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Penghentian/

No Tanggal Rekomendasi Rekomendasi Rencana Penyaluran Penyesuaian/ Potongan Pe:;;::::';:lzstlo)
Penyaluran

1 09 Februari 2018|Ke-1 Semester | 842.519.915.000 213.921.660.723 628.598.254.277
2 21 Februari 2018|Ke-2 Semester | 386.552.222.000 97.395.610.580 289.156.611.420
3 02 Maret 2018|Ke-3 Semester | 428.070.445.000 90.821.802.853 337.248.642.147
4 16 Maret 2018|Ke-4 Semester | 565.040.382.000 122.675.095.774 442.365.286.226
5 02 April 2018{Ke-5 Semester | 737.282.209.000 188.830.672.534 548.451.536.466
6 09 April 2018[Ke-6 Semester | 268.805.176.000 51.454.621.343 217.350.554.657
7 16 April 2018|Ke-7 Semester | 255.895.879.000 52.633.985.120 203.261.893.880
8 20 April 2018|Ke-8 Semester | 214.408.096.000 56.586.061.029 157.822.034.971
9 02 Mei 2018|Ke-9 Semester | 181.128.469.000 34.236.290.548 146.892.178.452
10 17 Mei 2018[Ke-10 Semester | 95.577.942.000 25.633.065.659 69.944.876.341
11 28 Mei 2018|Ke-11 Semester | 34.528.686.000 4.823.954.853 29.704.731.147
12 31 Mei 2018|Ke-12 Semester | 38.036.757.000 4.435.163.622 33.601.593.378
13 07 Juni 2018|Ke-13 Semester | 64.005.673.000 25.627.463.568 38.378.209.432
14 03 Juli 2018|Ke-14 Semester | 38.223.002.000 6.073.424.602 32.149.577.398
15 11 Juli 2018[Ke-15 Semester | 54.461.579.000 13.841.640.429 40.619.938.571
16 19 Juli 2018[Ke-16 Semester | 28.790.479.000 995.318.000 27.795.161.000
17 24 Juli 2018|Ke-17 Semester | 10.682.463.000 778.000.000 9.904.463.000
18 03 Agustus 2018[Ke-1 Semester I 462.494.620.000 171.167.650 462.323.452.350
19 24 Agustus 2018|Ke-18 Semester | 21.653.306.750 32.099.102 21.621.207.648
20 24 Agustus 2018|Ke-2 Semester || 670.261.889.000 1.017.545.000 669.244.344.000
21 06 September 2018|Ke-3 Semester || 400.483.869.000 130.000 400.483.739.000
22 13 September 2018[Ke-19 Semester | 1.005.865.000 124.457.908 881.407.092
23 14 September 2018[Ke-4 Semester I 197.297.877.000 2.233.491.000 195.064.386.000
24 27 September 2018|Ke-5 Semester || 299.414.139.000 - 299.414.139.000
25 04 Oktober 2018[Ke-6 Semester I 249.577.372.000 3.474.878.000 246.102.494.000
26 08 Oktober 2018[Ke-20 Semester | 8.336.083.800 3.138.038.738 5.198.045.062
27 15 Oktober 2018|Ke-7 Semester || 193.301.723.000 1.194.787.000 192.106.936.000
28 23 Oktober 2018|Ke-8 Semester || 150.152.409.000 520.805.000 149.631.604.000
29 26 Oktober 2018|Ke-21 Semester | 1.505.851.000 - 1.505.851.000
30 05 November 2018[Ke-9 Semester Il 237.029.020.000 - 237.029.020.000
31 07 November 2018[Ke-10 Semester Il 218.744.781.000 - 218.744.781.000
32 14 November 2018|Ke-11 Semester I| 228.706.541.000 2.110.220.000 226.596.321.000
33 21 November 2018|Ke-12 Semester |I 134.137.521.000 - 134.137.521.000
34 03 Desember 2018|Ke-13 Semester I 194.657.890.000 2.212.880.000 192.445.010.000
35 04 Desember 2018|Ke-14 Semester || 61.599.112.000 - 61.599.112.000
36 10 Desember 2018[Ke-15 Semester I 89.854.545.000 - 89.854.545.000
37 12 Desember 2018[Ke-16 Semester I 94.934.180.000 - 94.934.180.000
38 14 Desember 2018[Ke-17 Semester || 117.256.765.000 3.335.438.000 113.921.327.000
39 18 Desember 2018|Ke-18 Semester I 188.273.926.000 - 188.273.926.000
Total 8.464.688.659.550 1.010.329.768.635 7.454.358.890.915

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana( BOKB) telah mencapai
Rp1.753.419.417.979 atau 96,94 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi
penyaluran Dana BOKB yang telah mempertimbangkan sisa dana di RKUD melalui mekanisme
penghentian/ penyesuaian/ potongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.
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Penghentian/ Rekomendasi
No Tanggal Rekomendasi Uraian Rencana Penyaluran Penyesuaian/ Potongan Penyaluran (Neto)
Penyaluran
1 13 Februari 2018|Ke-1 Semester | 231.113.005.000 9.468.580.134 221.644.424.866
2 26 Februari 2018|Ke-2 Semester | 81.199.305.000 3.189.743.646 78.009.561.354
3 13 Maret 2018|Ke-3 Semester | 144.626.975.000 6.968.342.182 137.658.632.818
4 19 Maret 2018|Ke-4 Semester | 70.946.495.000 2.973.292.723 67.973.202.277
5 28 Maret 2018|Ke-5 Semester | 109.458.420.000 5.149.678.778 104.308.741.222
6 09 April 2018|Ke-6 Semester | 70.260.645.000 3.498.048.675 66.762.596.325
7 19 April 2018|Ke-7 Semester | 38.618.545.000 1.774.395.695 36.844.149.305
8 02 Mei 2018[Ke-8 Semester | 42.187.065.000 1.919.331.327 40.267.733.673
9 17 Mei 2018|Ke-9 Semester | 35.280.005.000 1.228.829.988 34.051.175.012
10 31 Mei 2018|Ke-10 Semester | 15.558.865.000 491.704.848 15.067.160.152
11 21Juni 2018|Ke-11 Semester | 17.420.420.000 1.207.799.530 16.212.620.470
12 03 Juli 2018|Ke-12 Semester | 10.118.515.000 915.478.400 9.203.036.600
13 11 Juli 2018|Ke-13 Semester | 11.015.570.000 489.198.621 10.526.371.379
14 24 Juli 2018|Ke-14 Semester | 17.133.415.000 7.680.000 17.125.735.000
15 06 Agustus 2018|Ke-1 Semester Il 169.365.790.000 - 169.365.790.000
16 16 Agustus 2018|Ke-15 Semester | 1.037.255.000 204.066.950 833.188.050
17 20 Agustus 2018|Ke-2 Semester Il 135.384.315.000 - 135.384.315.000
18 31 Agustus 2018|Ke-3 Semester Il 43.110.275.000 - 43.110.275.000
19 31 Agustus 2018|Ke-16 Semester | 739.320.000 - 739.320.000
20 17 Oktober 2018|Ke-17 Semester | 422.465.000 43.890.000 378.575.000
21 07 September 2018|Ke-4 Semester Il 42.005.055.000 - 42.005.055.000
22 14 September 2018|Ke-5 Semester || 44.468.465.000 - 44.468.465.000
23 25 September 2018|Ke-6 Semester Il 37.449.505.000 - 37.449.505.000
24 04 Oktober 2018|Ke-7 Semester Il 52.267.250.000 - 52.267.250.000
25 15 Oktober 2018|Ke-8 Semester || 31.546.000.000 - 31.546.000.000
26 19 Oktober 2018|Ke-9 Semester || 48.994.705.000 - 48.994.705.000
27 05 November 2018|Ke-18 Semester | 4.624.159.476 318.465.000 4.305.694.476
28 05 November 2018|Ke-10 Semester || 41.802.430.000 - 41.802.430.000
29 14 November 2018[Ke-11 Semester || 53.545.065.000 - 53.545.065.000
30 21 November 2018|Ke-12 Semester || 41.085.670.000 - 41.085.670.000
31 21 November 2018|Ke-19 Semester | 1.815.725.000 - 1.815.725.000
32 26 November 2018|Ke-13 Semester || 30.269.065.000 - 30.269.065.000
33 04 Desember 2018|Ke-14 Semester || 35.219.725.000 - 35.219.725.000
34 10 Desember 2018|Ke-15 Semester Il 23.365.020.000 - 23.365.020.000
35 12 Desember 2018|Ke-16 Semester Il 18.212.730.000 - 18.212.730.000
36 14 Desember 2018|Ke-17 Semester Il 17.443.735.000 - 17.443.735.000
37 18 Desember 2018|Ke-18 Semester I 24.156.975.000 - 24.156.975.000

Total

1.793.267.944.476

39.848.526.497

1.753.419.417.979

Realisasi transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM( PK2UKM) sampai dengan
31 Desember 2018 telah mencapai Rp92.221.616.897 atau 92,22 persen terhadap pagu.
Hal ini sesuai dengan rekomendasi penyaluran Dana PK2UKM sebagaimana tercantum pada
tabel berikut ini.

Penghentian/ Rekomendasi
No Tanggal Rekomendasi Rekomendasi Rencana Penyaluran  Penyesuaian/ Potongan Penyaluran (Neto)
Penyaluran

1 02 Maret 2018 Ke-1Tahap | 23.750.000.000 1.769.792.403 21.980.207.597
2 |16 Maret 2018 Ke-2 Tahap | 12.250.000.000 1.266.267.183 10.983.732.817
3 |02 April 2018 Ke-3 Tahap | 5.500.000.000 2.028.227.230 3.471.772.770
4 106 April 2018 Ke-4 Tahap | 5.250.000.000 813.734.658 4.436.265.342
5 |02 Mei 2018 Ke-5Tahap | 1.750.000.000 149.010.650 1.600.989.350
6 |25 Mei 2018 Ke-6 Tahap | 1.500.000.000 296.738.200 1.203.261.800
7 |09 Agustus 2018 Ke-1Tahap Il 6.500.000.000 - 6.500.000.000
8 |16 Agustus 2018 Ke-2 Tahap Il 8.250.000.000 - 8.250.000.000
9 |31 Agustus 2018 Ke-3 Tahap Il 10.000.000.000 - 10.000.000.000
10 [14 September 2018 Ke-4 Tahap Il 8.000.000.000 - 8.000.000.000
11__ |03 Oktober 2018 Ke-5Tahap I 8.500.000.000 - 8.500.000.000
12 [24 Oktober 2018 Ke-6 Tahap I 7.250.000.000 - 7.250.000.000
13 [17 Desember 2018 Ke-7 Tahap I 1.500.000.000 1.454.612.779 45.387.221
Total 100.000.000.000 7.778.383.103 92.221.616.897
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Realisasi transfer Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ( Adminduk) sebesar
Rp745.193.742.984 atau 90.33 persen terhadap pagu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi
penyaluran Dana. Adapun mengenai rincian penghentian/penyesuaian penyaluran Dana
Adminduk sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tanggal
Rekomendasi

Penghentian/ Penyesuaian/ Rekomendasi

ho Potongan Penyaluran Penyaluran (Neto)

Rekomendasi Rencana Penyaluran

1 |02 Maret 2018 Ke-1 113.077.392.000 10.485.517.228 102.591.874.772
2 |23 Maret 2018 Ke-2 211.602.866.000 31.506.868.585 180.095.997.415
3 |09 April 2018 Ke-3 91.115.433.000 5.828.697.300 85.286.735.700
4 13 April 2018 Ke-4 124.617.209.000 10.107.187.713 114.510.021.287
5 |20 April 2018 Ke-5 115.808.194.000 8.054.950.250 107.753.243.750
6 |15 Mei 2018 Ke-6 54.814.485.000 4.045.137.165 50.769.347.835
7 |25 Mei 2018 Ke-7 55.978.218.000 4.452.521.063 51.525.696.937
8 |31 Mei 2018 Ke-8 1.643.851.000 108.259.400 1.535.591.600
9 06 Juni 2018 Ke-9 13.712.022.000 1.308.097.267 12.403.924.733
10 |03 Juli 2018 Ke-10 20.303.691.000 1.581.900.626 18.721.790.374
11 118 Juli 2018 Ke-11 14.563.607.000 1.755.457.091 12.808.149.909
12 |26Juli 2018 Ke-12 7.763.032.000 571.663.328 7.191.368.672

Total 825.000.000.000 79.806.257.016 745.193.742.984

Realisasi transfer Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
( BOP-PAUD) telah mencapai sebesar Rp3.555.904.601.891 atau 87,36 persen terhadap
pagu sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi tersebut termasuk realisasi penyaluran
dana cadangan BOP-PAUD sebesar Rp29.107.200.000 kepada 35 pemerintah daerah.
Berikut ini disajikan daftar rekomendasi penyaluran Dana BOP-PAUD dimana telah
mempertimbangkan sisa dana di RKUD melalui mekanisme penghentian/penyesuaian dan
telah mempertimbangkan kebutuhan Dana BOP-PAUD tahun 2018 melalui penyaluran Dana
Cadangan.

Penghentian/
No Tanggal Rekomendasi Rekomendasi Rencana Penyaluran Y R omendest
Potongan Penyaluran (Neto)
Penyaluran

1 02 Maret 2018 Ke-1 1.254.783.000.000 57.125.775.603 1.197.657.224.397
2 23 Maret 2018 Ke-2 708.425.400.000 36.796.609.760 671.628.790.240
3 02 April 2018 Ke-3 414.445.400.000 26.856.106.044 387.589.293.956
4 09 April 2018 Ke-4 274.721.400.000 11.435.481.035 263.285.918.965
5 18 April 2018 Ke-5 223.842.000.000 12.745.399.662 211.096.600.338
6 20 April 2018 Ke-6 160.656.000.000 5.058.737.183 155.597.262.817
7 08 Mei 2018 Ke-7 144.597.400.000 4.461.051.433 140.136.348.567
8 25 Mei 2018 Ke-8 310.423.800.000 34.614.282.067 275.809.517.933
9 31 Mei 2018 Ke-9 41.752.800.000 3.566.909.000 38.185.891.000
10 08 Juni 2018 Ke-10 96.121.800.000 4.301.763.308 91.820.036.692
1 03 Juli 2018 Ke-11 33.778.200.000 2.320.101.014 31.458.098.986
12 10Juli 2018 Ke-12 23.234.400.000 5.369.350.000 17.865.050.000
13 17 Juli 2018 Ke-13 21.712.200.000 1.446.177.000 20.266.023.000
14 26Juli 2018 Ke-14 32.866.200.000 8.813.455.000 24.052.745.000
15 26Juli 2018 Ke-15 348.600.000 - 348.600.000
16 28 November 2018 |Penyaluran Dana Cadangan 29.107.200.000 - 29.107.200.000
Total 3.770.815.800.000 | 214.911.198.109 3.555.904.601.891

Adapun  mengenai realisasi penyaluran DAK Non Fisik dengan rincian
Penghentian/Penyesuaian/Potongan yang diperhitungkan pada Penyaluran TA 2018 dapat di
lihat pada tabel berikut ini.
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Realisasi DAK Non
Fisik (Bruto)

Penghentian/Pe-
nyesuaian/Poto-ngan

yang diper-hitungkan
pada Penyaluran TA 2018

Realisasi Bersih
Penyaluran DAK Non
Fisik sampai dengan
31 Desember 2018

Tunjangan Profesi Guru 56.851.728.458.650 1.835.008.246.318|  55.016.720.212.332|Belanja : 55.016.720.212.332
Tunjangan Khusus Guru 1.873.964.306.488 146.861.901.627 1.727.102.404.861|Belanja : 1.727.102.404.861
Tambahan Penghasilan Guru 866.572.457.469 278.565.326.895 588.007.130.574|Belanja : 588.007.130.574

Belanja : 44.367.351.931.006
Bantuan Operasional Sekolah 44.367.351.931.006 175.641.395.881|  44.191.710.535.125

Pendapatan : 175.641.395.881
Bantuan Operasional Kesehatan 8.464.688.659.550 1.010.329.768.635 7.454.358.890.915|Belanja : 7.454.358.890.915
Bantuan Operasional Keluarga 1.793.267.944.476 39.848.526.497 1.753.419.417.979|Belanja : 1.753.419.417.979
Berencana
ZZ:"L‘J?(::“" Kapasitas Koperasi 100.000.000.000 7.778.383.103 92.221.616.897|Belanja : 92.221.616.897
Pelayanan Administrasi 825.000.000.000! 79.806.257.016 745.193.742.984|Belanja : 745.193.742.984
Kependudukan

g |Bantuan Operasional 3.770.815.800.000, 214.911.198.109 3.555.904.601.891|Belanja : 3.555.904.601.891

Penyelenggaraan-PAUD

Belanja : 115.300.279.949.439

TOTAL 118.913.389.557.639 3.788.751.004.081 115.124.638.553.558
Pendapatan : 175.641.395.881

B.2.2.2.1.2. Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif

Daerah

Realisasi transfer Dana Insentif Daerah( DID) tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sehesar Rp8.230.750.000.000 dan Rp7.500.000.000.000. Realisasi tersebut adalah
sebesar 96,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.500.000.000.000. Realisasi DID
tahun 2018 tidak mencapai 100 persen dikarenakan ada 28 daerah yang belum melengkapi
dokumen persyaratan penyaluran tahap Il tepat waktu.

Realisasi transfer Dana Insentif Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
Rp730.750.000.000 atau 9,74 persen dari tahun 2017, disebabkan karena adanya
peningkatan pagu anggaran DID, vyaitu dari pagu anggaran sebelumnya
Rp7.500.000.000.000 di TA 2017, menjadi sebesar Rp8.500.000.000.000 di TA 2018,
kenaikan pagu DID disebabkan DID merupakan instrumen yang strategis sehingga diharapkan
dapat memacu setiap pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di
daerahnya masing-masing.

Penyaluran DID dilakukan dalam 2( dua) semester. Penyaluran Semester | dilakukan pada
bulan Maret dan Mei 2018 dengan total nilai Rp4.250.000.000.000. Adapun penyaluran
Semester Il dilakukan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2018
dengan total nilai Rp3.980.750.000.000.

Kemudian sebagaimana digambarkan pada Gambar 1, jika dilihat dari persebarannya, dapat
kita ketahui bahwasanya seluruh provinsi memiliki daerah yang menjadi penerima DID. Dari
semua provinsi tersebut 5 (lima) kawasan/regional yang secara agregat menerima DID
dengan jumlah terbesar yaitu:

a. Regional Jawa Timur dengan jumlah DID sebesar Rp952 miliar;
b. Regional Jawa Tengah dengan jumlah DID sebesar Rp789 miliar;
c. Regional Jawa Barat dengan jumlah DID sebesar Rp564 miliar;
d. Regional Bali dengan jumlah DID sebesar Rp445 miliar; dan

e. Regional Sulawesi Selatan dengan jumlah DID sebesar Rp443 miliar.

Catatan atas Laporan Keuangan 107



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

Realisasi Dana
Keistimewaan DIY
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B.2.2.2.1.3. Dana Keistimewaan DIY

Realisasi transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( DK-DIY) tahun 2018
dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000 dan Rp800.000.000.000.
Realisasi tersebut adalah sebesar 100 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp1.000.000.000.000. Realisasi transfer Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar Rp200.000.000.000 atau 25 persen dari tahun 2017, disebabkan karena
kenaikan pagu DK-DIY tahun 2018. Adapun kenaikan pagu DK-DIY tahun ini mengindikasikan
naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Perbandingan realisasi
Transfer DK-DIY Tahun 2018 dengan Tahun 2017 digambarkan dalam Grafik 16.

Sebagiamana disajikan pada Tabel 44, penyaluran Transfer DK-DIY dengan jumlah tersebut
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap | sebesar Rp120 miliar,
penyaluran Tahap Il sebesar Rp520 miliar dan penyaluran Tahap Ill sebesar Rp160 miliar.

Tahap | 150.000.000.000| 154 120.000.000.000
Tahap Il 1.000.000.000.000 650.000.000.000| 65¢ 520.000.000.000
Tahap Il 200.000.000.000| 264 160.000.000.000

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi TA. 2017 yang berjumlah Rp800 miliar.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 25 persen. Peningkatan ini dikarenakan
kenaikan pagu DK-DIY tahun 2018. Adapun kenaikan pagu DK-DIY tahun ini mengindikasikan
naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Perbandingan realisasi
Transfer DK-DIY Tahun 2018 dengan Tahun 2017 digambarkan dalam gambar di bawah ini.

1.000,00

1.000,00
mTA 2018

500,00 mTA 2017

0,00 T T
TA 2018 TA 2017
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B.2.2.2.1.4. Realisasi Dana Otonomi Khusus

Realisasi transfer Dana Otonomi Khusus ( Otsus) tahun 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp20.059.583.186.000 dan Rp19.443.292.590.000. Realisasi tersebut
adalah sebesar 100 persen persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.059.583.186.000.
Realisasi transfer Dana Otsus tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000
atau 3,17 persen dari tahun 2017, disebabkan adanya kenaikan pagu Dana Otsus. Adapun
kenaikan pagu Dana Otsus merupakan dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2018 dibanding
tahun sebelumnya. Rincian kenaikan realisasi per jenis Dana Otsus TA 2018 dibandingkan
dengan TA 2017 tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Dana Otsus Provinsi Aceh

8.029.791.593.000

8.029.791.593.000

1004

7.971.646.295.000

Dana Otsus Provinsi Papua

5.620.854.115.000

5.620.854.115.000

1004

5.580.152.407.000

DTI Provinsi Papua

2.400.000.000.000

2.400.000.000.000

1004

2.625.000.000.000

Dana Otsus Prov. Papua Barat

2.408.937.478.000

2.408.937.478.000

1004

2.391.493.888.000

DTI Provinsi Papua Barat

1.600.000.000.000

1.600.000.000.000

10084

875.000.000.000

DTI Papua Barat mg 160

Dana Otsus Papua Barat

5,58
oana otsus papua - | ¢

7,97
Dana Otsus Aceh | | 0:

O;

=}
s}
o
o
s}

10,00

m2017 m2018

B.2.2.2.2. Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar
Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Realisasi Dana Desa TA 2018
sebesar atau 99,77 persen dari anggaran transfer Dana Desa sebesar
Rp60.000.000.000.000 merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat
UAKPA BUN yang terdiri atas total realisasi Dana Desa sebesar Rp59.859.408.609.425 dan
pengembalian belanja sebesar Rp150 yang merupakan setoran pengembalian belanja karena
lebih salur. Realisasi transfer Dana Desa TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Defisit Anggaran

Realisasi Pembiayaan

Transfer Dana Desa 60.000.000.000.000| 59.859.408.609.425| 99,77¢ | 59.766.577.527.403
Dana Desa Bruto 60.000.000.000.000| 59.859.408.609.425| 99,77 | 59.766.577.527.403
Pengembalian Dana Desa 150

59.859,41
59.900,00
59.766,57
59.800,00 NaRs
HmTA 2017
59.700,00 1 ‘

TA 2018 TA 2017

Rincian sisa pagu penyaluran Dana Desa TA 2018 sebesar Rp140.591.390.725 disajikan
pada tabel berikut ini.

1 | Selisih jumlah desa/ desa hilang| 4 3.081.725.000| Selisih jumlah desa/ desa hilang:

Pada Kab. Muna( 1 desa), Kab. Konawe
Kepulauan( 1 desa), Kab. Mamberamo Raya
2 desa), dan Kab. Bolaang Mongondow
Timur( 1 desa)

Sisa Dana Desa di RKUD TA
2 |sebelumnya yang belum 162 | 137.509.665.725
disalurkan

Sisa dana desa merupakan transfer dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Kas
Umum Negara( RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah( RKUD) tetapi belum disalurkan ke
Rekening Kas Desa( RKD). Saldo sisa dana desa pada tanggal 16 April 2019 adalah sebesar
Rp1.184.669.510.013 yang terdiri dari:

1. Tahun 2016 sebesar Rp56.235.212.713;

2. Tahun 2017 sebesar Rp39.285.848.541;

3. Tahun 2018 sebesar Rp1.089.148.448.759;

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun
2018, maka Defisit Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp1.128.652.666.638.256 yang berarti
89,13 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.266.317.841.669.670
dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Negara dan Hibah 237.903.511.503.141 170.603.595.670.018

Belanja Negara BUN 1.366.556.178.141.397 | 1.242.217.826.241.279

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau 93,79
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000.
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Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp366.623.822.146.843, realisasi
tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp60.931.224.277.823 atau 16,62 persen.
Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.
Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan
berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara( BUN). Rincian realisasi pembiayaan Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:

Pembiayaan Utang 399.219.360.282.000 372.028.859.447.862 | 93,19
I.  Surat Berharga Negara( Neto) 414.520.685.000.000 358.398.491.544.783 | 86,46
Il.  Pinjaman( Neto) (15.301.324.718.000) 13.630.367.903.079 | 189,08
1. Pinjaman Dalam Negeri( Neto) 3.137.930.000.000 1.353.818.791.215 43,14
2. Pinjaman Luar Negeri( Neto) (18.439.254.718.000) 12.276.549.111.864 | 166,58
Pembiayaan Investasi (65.654.313.274.000)| (61.113.826.461.400)| 93,08
I. Investasi Kepada BUMN (3.600.000.000.000) (3.600.000.000.000)| 100,00
Il. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya (2.500.000.000.000) (2.500.000.000.000){ 100,00
I1l. Investasi Kepada BLU (57.433.160.000.000) (52.682.730.000.000)] 91,73
Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha
V. | . (2.121.153.274.000) (2.331.096.461.400)| 109,90
nternasional
V. Penerimaan Kembali Investasi 0 0 0,00
Pemberian Pinjaman (6.690.093.408.000) (4.269.739.998.058)| 63,82
I Pinjaman kepada BUMN/Pemda( Bruto) (10.575.086.820.000) (9.099.739.735.235)| 86,05
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan
Apis 3.884.993.412.000 4.829.999.737.177 | 124,32
Pinjaman
Kewajiban Penjaminan (1.121.315.000.000) (1.121.315.000.000)| 100,00
Penugasan Percepatan Pembangunan
. (1.121.315.000.000) (1.121.315.000.000)| 100,00
Infrastruktur Nasional
" Penugasan Percepatan Pembangunan 0 0 0.00
" Infrastruktur Daerah kepada BUMN !
Pembiayaan Lainnya 183.000.000.000 168.619.880.616 92,14
I. Saldo Anggaran Lebih 0 0 0,00
Il. Hasil Pengelolaan Aset 183.000.000.000 163.619.880.616 | 89,41
Ill. Lain-lain 0 5.000.000.000 0,00

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2018 adalah sebesar
Rp302.515.788.492.391 atau 85,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN
2018 sebesar Rp354.950.980.138.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017
sebesar Rp386.890.801.363.738, realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp84.375.012.871.347 atau 21,81 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penggunaan
Saldo Anggaran Lebih, Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, Privatisasi dan
Penjualan Aset Program Restrukturisasi, Surat Berharga Negara ( Neto), Pinjaman Dalam
Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Kewajiban Penjaminan, Dana Pendidikan Nasional,
dan Pembiayaan Lain-lain.

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun 2018 adalah sebesar
Rp4.629.999.737.177 atau 124,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018
sebesar Rp3.884.993.412.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
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realisasi Tahun 2017 sebesar Rp13.469.729.900 atau 0,28 persen. Realisasi tersebut
terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam negeri sebesar
Rp346.401.949.711, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman luar negeri
sehesar Rp3.708.285.787.465, dan realisasi penerimaan ciciclan pokok pembiayaan kredit
investasi pemerintah sebesar Rp775.312.000.001.

Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Penerimaan
Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagaimana
berikut:

Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan

Dalam Negeri

346.401.949.711

353.699.519.388

715111

Penerimaan Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

8.124.198.926

9.105.652.119

715112

Penerimaan Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman dalam Negeri

150.000.004

715113

Penerimaan Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

326.830.783.945

332.670.226.562

715114

Penerimaan Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman dalam Negeri
Kepada Non Pemerintah

11.296.966.836

11.923.640.707

Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan

Luar Negeri

3.708.285.787.465

3.727.674.487.889

715211

Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN
kepada Daerah

62.227.742.264

41.250.464.518

715212

Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN
kepada BUMD

1.300.199.480

27.690.698.149

715213

Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN
kepada BUMN

3.598.669.439.670

3.591.468.563.170

715214

Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN
kepada Non Pemerintah

46.088.406.051

67.264.762.052

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

775.312.000.001

735.156.000.000

717111

Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan

775.312.000.001

735.156.000.000

Privatisasi dan Penjualan
Aset Program
Restrukturisasi

Kredit Investasi Pemerintah

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun
2018 adalah sebesar Rp163.619.880.616 atau 89,41 persen dari jumlah yang dianggarkan
dalam APBN 2018 sebesar Rp183.000.000.000 yang berarti mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen.
Realisasi tersebut terdiri dari:( 1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN
sebesar Rp124.649.183.550 dan( 2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank
Dalam Likuidasi sebesar Rp38.970.697.066.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan
aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan
aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA( Persero) serta hasil
pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA( Persero) berasal dari pembayaran
dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui
lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang
barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ( PKPS) yang telah
disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.
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Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi( BDL) diperoleh dari
hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN,
penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari
saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Perbandingan Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2018 dan
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Penerimaan hasil penjualan | penyelesaian
aset eks BPPN

124.649.183.550 233.478.439.644

Penerimaan hasil Penjualan | Penyelesaian

aset eks BDL 38.970.697.066 125.606.995.261

Surat Berharga Negara Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara ( SBN) Tahun 2018 adalah sebesar

( SBN) Rp358.398.491.544.783 atau 86,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN
2018 sebesar Rp414.520.685.000.000 vyang berarti mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp83.427.831.366.303 atau 18,88
persen. Realisasi Surat Berharga Neto, terdiri dari penerimaan SBN sebesar
Rp782.313.242.271.401 dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN sebesar
Rp423.914.750.726.618.

Realisasi SBN Neto sebesar 86 persen lebih rendah dari target APBN seiring dengan
kebutuhan pembiayaan defisit yang lebih rendah dari target semula. Tahun 2018 merupakan
tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah dalam mengelola utang. Hal ini tidak lepas dari
ketidakpastian dan gejolak pasar global, yang dirasakan pada kuartal Il tahun 2018 dimana
pasar SBN mengalami tekanan yang ditandai dengan besarnya outflow investor asing dan
meningkatnya yield. Pemerintah tidak memenangkan beberapa seri SBN yang dilelang karena
yield yang diminta investor terlampau tinggi, bahkan pada lelang tanggal 8 Mei 2018, dari
keseluruhan seri SBN yang dilelang tidak ada seri yang dimenangkan sama sekali. Pada
Tahun 2018, dalam menghadapi tantangan pembiayaan yang berasal dari pasar keuangan,
Pemerintah berhasil melakukan upaya antisipatif dengan adanya perubahan strategi
pembiayaan yaitu mengalihkan sebagian penerbitan SBN menjadi pinjaman tunai( pinjaman
program) dari lembaga multilateral dan bilateral dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan
utang sebagaimana dijelaskan pada point B.2.4.2.1.1.

Rincian Realisasi Surat Berharga Negara Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
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Penerimaan Surat Berharga Negara

782.313.242.271.401

726.270.982.344.698

71141

Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara

143.050.000.000.000

192.207.290.000.000

711421 | Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara 320.274.306.000.000| 233.576.660.000.000
711422 | Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara 5.446.859.375.000 4.307.352.996.000
711441 | Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang 96.869.377.647.000| 90.917.094.052.727
711442 | Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang 1.734.060.896.401 1.663.933.848.698
711451 | Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah 51.680.000.000.000| 44.690.000.000.000
711461 | Penerbitan SBSN dim rangka Pembiayaan Proyek-PBS 22.526.588.353.000| 16.918.172.947.273
711611 | Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas 97.877.550.000.000( 102.021.478.500.000
711641 | Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas Jk. Panjang 42.854.500.000.000| 39.969.000.000.000

Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara

423.914.750.726.618

284.444.659.433.612

721311 | Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara 170.257.290.000.000| 128.390.000.000.000
721321 | Pelunasan Obligasi Negara 83.438.091.186.177| 66.282.433.592.954
721322 | Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali 515.000.000.000 1.255.000.000.000
721324 | Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara 5.546.137.909.040 4.324.143.651.960
721341 | Pelunasan SBSN Jangka Panjang 73.588.948.000.000| 22.555.554.000.000
721343 | Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang 1.640.239.131.401 1.640.928.188.698
721351 | Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah 46.070.000.000.000| 32.750.000.000.000
721511 | Pelunasan Obligasi Negara - Valas 28.241.044.500.000| 27.246.600.000.000
721541 | Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang 14.618.000.000.000 0

Realisasi SBN Neto didalamnya termasuk penerimaan atas Penerbitan/Penjualan Obligasi
Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp515.000.000.000 dan Penerimaan Utang Bunga
Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp18.344.995.000 dalam rangka debt switch
dan tidak termasuk nilai prefunding 2019 sebesar Rp43.314.553.530.000.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN
Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda
dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon(bunga atau imbalan), untuk Tahun 2018
realisasinya sebesar Rp7.180.920.271.401. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan
Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang sebesar Rp184.478.615.000
akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadual pembayaran kupon( bunga atau
imbalan).

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN Tahun 2018 terdapat didalamnya pengeluaran atas
penerimaan utang bunga obligasi negara dalam negeri dan penerimaan imbalan dibayar
dimuka SBSN - Jangka Panjang yang diterima Tahun 2017 sebesar Rp189.935.384.040.

Pinjaman Dalam Negeri Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2018 adalah sebesar
Rp1.353.818.791.215 atau 43,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018
sebesar Rp3.137.930.000.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2017 sebesar Rp705.527.219.363 atau sebesar 108,83 persen. Realisasi
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut terdiri atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri
sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Pengeluaran untuk Pinjaman Dalam Negeri sebesar
Rp1.075.568.713.531. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri termasuk penarikan tahun 2017
yang terbit SP3 tahun 2018 sebesar Rp943.529.183. Rincian realisasi tersebut bila

dibandingkan dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
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711222 |Penerimaan Pinjaman Dalam NegeridariBUMN | 2.397.198.022.147| 1.251.027.557.472

Bank Mandiri 1.638.638.069.440
PT.BNI( Persero) 758.559.952.707
711223 |Penerimaan Pinjaman DN dr Perusahaan Daerah 32.189.482.599 54.027.644.775
Bank DKI 31.245.953.416
Bank Jateng 943.529.183

Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok
Pinjaman Dalam Negeridari BUMN

721232 -1.075.568.713.531| -656.763.630.395

Rendahnya penyerapan anggaran pinjaman dalam negeri disebabkan oleh penerbitan Daftar
Kegiatan Prioritas Dalam Negeri( DKPPDN) pada kuartal I/ll tahun 2018 yang berimplikasi
pada keterlambatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Rl
serta proses seleksi calon pemberi PDN oleh DJPPR. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh
rendahnya kapasitas industri pertahanan dalam negeri dalam menyelesaikan kontrak yang
disepakati dengan kementerian pertahanan. Realisasi penerimaan pinjaman dalam negeri
pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Rl dari kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Kementerian Pertahanan 3.500.000.000.000 1662.872.502.763( 47,5%

Kepolisian Rl 1.000.000.000.000 765.571.472.800( 76,56/
PMN/Dana Investasi Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara ( PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun
pemerintah 2018 adalah sebesar Rp46.113.8626.461.400 atau 91,04 persen dari jumlah yang

dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp50.654.313.274.000 yang berarti mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp3.140.228.099.982
atau 6,38 persen. Rincian realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Investasi kepada BUMN 3.600.000.000.000| 6.379.318.092.000
Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya 2.500.000.000.000| 3.200.000.000.000
Investasikepada BLU(excld DPPN) 37.682.730.000.000| 37.650.560.000.000

Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan

. 2.331.096.461.400| 2.024.176.469.382
Usaha lnternasional

Investasi kepada BUMN

Alokasi investasi kepada BUMN sebesar Rp3.600.000.000.000 merupakan PMN Tunai
kepada PT Kereta Api Indonesia( Persero). PMN tersebut dialokasikan dengan pertimbangan
untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
serta dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional( PSN) melalui penugasan sebagai
penyelenggara pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
( LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi( Jabodebek).
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Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya

Alokasi investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp2.500.000.000.000
merupakan PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera).
Investasi tersebut dialokasikan sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera.
Pendirian BP Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lingkup kebijakan
kesejahteraan masyarakat di bidang kepemilikan rumah sebagaimana diamanatkandalam
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Investasi kepada BLU (selain DPPN)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ( DPPN) dikecualikan dari investasi kepada BLU
dikarenakan pada aplikasi SPAN output DPPN diluar dana Investasi Pemerintah sedangkan
dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 DPPN termasuk dalam Pembiayaan Investasi kepada BLU. Alokasi Investasi
kepada BLU( selain DPPN) sebesar Rp42.433.160.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1|Investasi Dana Bergulir
a. BLU PPDPP 2.180.000.000.000f 2.180.000.000.000
b. BLU LPMUKP 850.000.000.000 850.000.000.000
c. BLUPIP 2.500.000.000.000f 2.500.000.000.000
d. BLU Pusat P2H 500.000.000.000 -
2|Investasi Kepada LMAN 35.403.160.000.000| 31.152.730.000.000
3|Investasi Kepada LPDBI 1.000.000.000.000| 1.000.000.000.000

Realisasi Dana Bergulir sebesar Rp5.530.000.000.000 merupakan realisasi dana bergulir
kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar
Rp2.180.000.000.000, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan( LPMUKP)
sehesar Rp850.000.000.000 dan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah ( PIP) sebesar
Rp2.500.000.000.000.

Investasi kepada BLU PPDP sebesar Rp2.180.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU
APBN 2018 ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
(FLPP). Dana bergulir FLPP bertujuan memberikan fasilitas/insentif bagi pembiayaan
perumahan bagi MBR. Pada mekanisme penyaluran FLPP, dana KPR yang disalurkan sebagai
pinjaman kepada masyarakat merupakan blended financing antara FLPP dengan dana bank
penerbit kredit. Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan
perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap( fixed rate) sepanjang masa pinjaman
sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.

Investasi kepada BLU LPMUKP sebesar Rp850.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan
UU APBN 2018 ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha kelautan dan perikanan.
Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman
dan pembiayaan yang mudah dengan suku bunga pinjaman yang rendah bagi pelaku usaha
mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional,
nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil,
dan penggarap tambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang
melakukan pengolahan dan pemasaran.

Investasi kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah ( PIP) sebesar Rp2.500.000.000.000
berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, PIP selaku koordinator pendanaan nantinya
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akan bekerja sama dengan lembaga penyaluran( Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, BLU
Pengelola Dana/BLUD Pengelola Dana, atau Koperasi). Skema penyaluran yang digunakan
PIP adalah skema dana bergulir. Dengan skema ini, dana APBN yang dialokasikan pemerintah
akan terus berputar sehingga tidak ada dana pemerintah yang hilang, bahkan akan terus
bertambah. Dalam skema pembiayaan tersebut selain menggunakan dana APBN, PIP dapat
melakukan leveraging dana melalui kerja sama pendanaan dengan pihak lain yang dilakukan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja sama pendanaan secara
langsung dilakukan melalui sharing pendanaan antara PIP dengan Pemerintah Daerah dan
LKBB Premium. Sedangkan, mekanisme kerja sama pendanaan tidak langsung dilakukan
melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Investasi kepada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) sebesar
Ry 500.000.000.000) berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, alokasi tersebut akan
digunakan sebagai penyaluran Fasilitas Dana Bergulir Pembiayaan Investasi Lingkungan( FDB
PIL) selama periode 2018-2024. FDB PIL diperuntukkan sebagai pinjaman modal guna
mendorong para pelaku usaha untuk ikut serta mengendalikan pencemaran lingkungan
dengan sasaran usaha skala mikro, kecil, dan menengah. FDB PIL terpisah dengan dana
bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat P2H yang berasal dari dana reboisasi. Hal tersebut
mengingat pemanfaatan dana reboisasi hanya dapat diberikan pada sektor kehutanan.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018 tanggal 18 September 2018
tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8, diatur
amanat pembentukan BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup ( BLU PDLH) yang akan
mengambil sebagian tugas dan fungsi BLU Pusat P2H atas sektor lingkungan hidup.
Sehingga pembiayaan investasi lingkungan hidup yang semula menjadi salah satu layanan
pada BLU Pusat P2H akan beralih menjadi salah satu layanan pada BLU PDLH. Sehubungan
dengan pembentukan BLU PDLH tersebut, Kepala Pusat P2H melalui Surat Nomor S-
2003/P2H/KU/SET.1/10/2018 hal Percepatan Penerbitan DIPA BA 999.03 Tahun Anggaran
2018, mengusulkan pembatalan pencairan alokasi Rp500 Miliar dalam APBN 2018 dengan
alasan pembentukan BLU PDLH telah memasuki proses akhir, sehingga pembiayaan investasi
lingkungan yang semula menjadi tugas dan fungsi BLU Pusat P2H akan beralih menjadi tugas
dan fungsi pada BLU PDLH sehingga alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Pusat P2H
pada tahun 2018 tidak dicairkan seluruhnya.

Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp35.403.160.000.000 berdasarkan Nota Keuangan
UU APBN 2018 ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti
kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional
( PSN). Skema pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN merupakan bentuk penyempurnaan
tata kelola pendanaan pengadaan tanah PSN melalui penambahan tahapan assurance service
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) dengan tetap menjaga
fleksibilitas pelaksanaan anggarannya melalui pelibatan peran Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas ( KPPIP). Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan
dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan
meningkatkan ketahanan fiskal.

Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional ( LPDBI) sebesar
Rp1.000.000.000.000 berdasarkan Nota Keuangan UU APBN 2018, dialokasikan untuk
pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian
bantuan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam mencapai kemakmuran
bersama yang merata dan berkeadilan serta menjaga perdamaian dunia. Selain itu,
pengelolaan dana bantuan internasional dalam BLU akan meringankan beban APBN dan
ditujukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan
internasional guna mendukung diplomasi ekonomi dan politik Indonesia. Pengelolaan
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Kewajiban penjaminan

keuangan melalui skema BLU memberikan fleksibilitas untuk mengoptimalkan peran
Indonesia dalam pelaksanaan pemberian bantuan internasional yang bersifat tahun jamak
(multi years). Namun demikian pembentukan badan layanan umum tersebut masih dalam
proses penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut,
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan internasional yang akan
dikelola oleh badan layanan umum di bidang pengelolaan dana bantuan internasional, perlu
dilakukan penempatan dana bantuan internasional pada rekening milik Bendahara Umum
Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan ( KMK) Nomor 857/KMK.01/2018 tentang
Penempatan Dana Bantuan Internasional Tahun Anggaran 2018 pada Rekening Milik
Bendahara Umum Negara (BUN). Berdasarkan KMK tersebut, Menteri Keuangan
menempatkan dana bantuan internasional pada rekening milik BUN pada bagian anggaran
999.03( Pengelolaan Investasi Pemerintah). Dana bantuan internasional tersebut merupakan
dana titipan yang selanjutnya akan dikelola oleh badan layanan umum di bidang pengelolaan
dana bantuan internasional yang akan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional Tahun 2018 adalah sebesar
Rp2.331.096.461.000 dengan rincian sebagai berikut:

1 {International Development Association| IDA) 152.880.000.000 157.472.000,000
2 | Theslamic Corporation for the Development of Private Sector(ICD) 41.399.000.000 42.964.459.000
3 International Development Bank( IDB) 72.106.274.000 77923.202.000
4 International Fund for Agricultural Development|IFAD) 53.600.000.000 57.924.000.000
5 | Asian Infrastructure Investment Bank{ AlIB 1.801.226.000.000 1.994.792.800.000

Realisasi Kewajiban Penjaminan Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.121.315.000.000 atau
100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 yang berarti mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp115.941.000.000 atau
11,53 persen. Kewajiban Penjaminan dialokasikan dalam rangka pembentukan Dana
Cadangan Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan
proyek infrastruktur nasional dan program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.
Seluruh dana dari realisasi kewajiban penjaminan masih berada di rekening dana cadangan
karena selama tahun 2018 tidak ada pembayaran atas penjaminan yang gagal bayar. Berikut
adalah rincian realisasi atas kewajiban penjaminan:
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1 |Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara

b |Percepatan penyediaan air minum 1.102.000.000 1.157.000.000

297.400.000.000 427.965.000.000

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 389.500.000.000 296.023.000.000

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga

d |Internasional Kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema 148.613.000.000 41.929.000.000
pinjaman langsung

e |Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera 284.700.000.000 35.300.000.000

2 |Penugasan Kepada BUMN dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah 0 203.000.000.000

Dana pengembangan Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2018 adalah sebesar

pendidikan Rp15.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018
yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar
Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ( DPPN) dengan memperbesar dana abadi
( endowment fund) dan sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Hal
tersebut dilatarbelakangi karena dalam dua dekade ke depan Indonesia diperkirakan akan
mengalami bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja( usia 15-64 tahun) mencapai
sekitar 70,0 persen, sedangkan penduduk yang nonproduktif( usia 14 tahun ke bawah dan di
atas 65 tahun) mencapai 30,0 persen.

Kebijakan DPPN di tahun 2018 antara lain( 1) memperkuat program beasiswa melalui sistem
pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik, melalui pengembangan
pendidikan yang bersifat degree maupun non degree, peningkatan kapasitas profesional
( professional development program), pengelolaan para alumni( returnee management), serta
optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang;
(2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik
agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3)
meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari
kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal( 3T).

Pembiayaan Lain-lain Realisasi Pembiayaan Lain-lain Tahun 2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal
dari penerimaan pembayaran Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(akun 719311) sebesar Rp5.000.000.000 dengan nomor penerimaan D41C14114A3MUPI2
dan tanggal setoran 20 Desember 2018.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri Neto

Pembiayaan luar negeri Realisasi pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp3.176.809.376.629 karena nilai penarikan
( neto) pinjaman lebih besar dari pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018. APBN tahun 2018
menargetkan penarikan pinjaman lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan sebesar minus
Rp29.014.341.538.000.  Adapun  realisasi  Tahun 2017  sebesar  minus
Rp20.266.979.216.895. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp23.443.788.593.524 atau 115,68
persen. Pembiayaan Luar Negeri meliputi( 1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri( Bruto) yang
terdiri dari Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek;( 2) Penerusan Pinjaman( Neto); dan( 3)
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Penarikan pinjaman luar
negeri

Penarikan pinjaman
program

Penarikan pinjaman
proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Tahun 2018 adalah sebesar
Rp88.609.746.474.180 atau sebesar 172,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam
APBN 2018 sebesar Rp51.345.917.282.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar minus
Rp51.726.855.339.157. Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30
persen. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari(i) penarikan pinjaman program, dan (i)
penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Pinjaman Program Tahun 2018 adalah sebesar Rp50.625.053.600.000 atau
sebesar 377,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar
Rp13.400.000.000.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sehesar Rp20.947.967.337.503.
Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2017 sebesar Rp29.677.086.262.497 atau 141,67 persen. Hal tersebut
dikarenakan adanya perubahan strategi pembiayaaan yang semula menggunakan instrumen
Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai sebagaimana dimungkinkan menurut
Pasal 26 UU no. 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 yang berbunyi:“ Dalam hal terdapat
instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan
salah satu instrumen pembiayaan dari utang, pemerintah dapat melakukan perubahan
komposisi instrumen pembiayaan dari utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan
fiskal”.

Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang
digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman Tunai
dapat berupa pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek,
pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan, dan lain-lain, yang pencairannya
bersifat tunai dalam bentuk antara lain Official Development Assistance/ODA ( bilateral),
Concessional ( multilateral), Non Official Development Assistance/Non-ODA ( bilateral), Non
Concessional ( multilateral), pinjaman komersial, dan Mixed Credit/pinjaman campuran
( bilateral).

Realisasi pinjaman program bila dibandingkan dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana
tertera pada tabel berikut:

AFD - Republic Of France 4.944.255.000.000 3.887.829.500.000
Penarikan Pinjaman Program IBRD 9.541.239.600.000 8.617.411.837.503
Penarikan Pinjaman program dari ADB 21.412.600.000.000 5.295.200.000.000
KFW - Germany Fed.Rep. 14.726.959.000.000 3.147.526.000.000

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi penarikan pinjaman proyek Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.984.692.874.180
atau sebesar 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar
Rp37.945.917.282.000. Adapun realisasi Tahun 2017 sebesar Rp30.778.888.001.654.
Dengan demikian realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

120 Catatan atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

realisasi Tahun 2017 sebesar Rp7.205.804.872.526 atau 23,41 persen. Pinjaman proyek
merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek
pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS
dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari
kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

Penerusan pinjaman Realisasi pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman luar negeri Tahun 2018 adalah
sebesar Rp9.099.739.735.235 atau 86,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam
APBN 2018 sebesar Rp10.575.086.820.000 yang berarti mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48
persen. Seluruh realisasi pemberian pinjaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening
Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah ( RDI/RPD) akun ( 725) kepada pemerintah
daerah dan BUMN.

Realisasi pengeluaran penerusan pinjaman luar negeri kepada daerah per Tahun 2018 adalah
sebesar Rp3.619.441.859.550 atau 98,30 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp3.682.093.000.000, yaitu penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi pengeluaran penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Tahun 2018 adalah sebesar Rp5.480.297.875.685 atau 79,51 persen dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.892.993.820.000

Adapun rincian penerusan pinjaman luar negeri per Tahun 2018 tertera pada tabel berikut:

1 |Pemprov DKl Jakarta 3.619.441.859.550,00
2 [PT.PERTAMINA 533.356.940.106,00
3 |[PT.PLN 4.302.090.629.353,00
4 |PT.PI 9.850.306.226,00
5 |[PT.SMI 635.000.000.000,00

Pembayaran cicilan pokok  Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2018 adalah sebesar

utang luar negeri Rp76.333.197.362.316 atau 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN
2018 sehesar Rp69.785.172.000.000 yang berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen. Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar
negeri yang jatuh tempo pada Tahun 2018. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan
pokok pinjaman program, pembayaran cicilan pokok pinjaman proyek, dan pengembalian
pinjaman karena pengeluaran ineligible dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Program 22.356.849.857.109 16.320.383.114.913
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Proyek 53.968.748.159.161 48.799.093.676.802
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible 7.599.346.046 5.441.299.170
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SiLPA/SiKPA sebelum
Pendapatan/Belanja K/L

Catatan Penting Lainnya

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran -SiKPA

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SiKPA Tahun 2018 sebesar Rp822.960.068.769.236
merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar Rp1.128.652.666.638.256 dan
Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Selain informasi sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat informasi tambahan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1.

Terdapat 4 (empat) kementerian negara/lembaga dengan total nilai sebesar
Rp691.439.453.411 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan
pengesahan sehingga belum terdapat belum terdapat pencatatan pada aplikasi SPAN.
Hal ini disebabkan adanya permasalahan ketidakcukupan anggaran, dengan rincian
sebagai berikut:

1 |Kementerian Pertahanan 230.197.773.002,00
2 |Kepolisian Republik Indonesia 444 .997.297.498,00
3 |Kementerian PUPERA 11.357.980.669,00
4 |Kementerian Ristekdikti 4.886.402.242,00

Pada realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2.429.387.504.746
terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018
sebesar Rp943.529.183.

Terdapat refund ineligible senilai Rp278.483.793.854,69 yang dilakukan pemerintah
selama tahun 2018. Refund tersebut terjadi karena terdapat transaksi Ineligible
Expenditure sebesar Rp154.238.882.527,69 dan karena prosedur administratif sebesar
Rp124.244.911.327. Rincian Refund Ineligible Expenditure adalah sebagai berikut:

No Loan Id Register ‘ Kementerian Lembaga ‘ Lender ‘ Nilai Rupiah
1 20373000 | 10785701 | KEMEN PU & PERA IBRD (2.453.777.146)
2 20393000 | 10837101 | KEMEN PU & PERA IBRD (170.566.763)
3 20407000 | 10862601 | KEMENDESA IBRD (4.315.941)
4 20408000 | 10864001 | KEMENRISTEKDIKTI IBRD (4.674.521.655)
5 20413000 | 10881901 | LIPI IBRD (296.164.541)
6 20999007 | 10871901 | KEMEN PU & PERA DB (16.278.446.021)
7 20999006 | 10870201 | KEMEN PU & PERA DB (130.361.090.460)
JUMLAH (154.238.882.527)
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sedangkan rincian refund prosedur administratif adalah sebagai berikut:

No Loan Id Register Kementerian Lembaga Lender Nilai Rupiah

1 20817000 | 10853301 | KEMEN KP IFAD (94.606.670)
2 | 20816000 | 10852601 | KEMEN KP IFAD (1.169.103.082)
3 20390000 | 10818801 | MENEG PPN/BAPPENAS IBRD (28.540.447.458)
4 | 20373000 | 10785701 | KEMEN PU & PERA IBRD (8.809.647.142)
7 | 20393000 | 10837101 | KEMEN PU & PERA IBRD (81.734.193.766)
8 | 27753000 | 21618801 | KEMENRISTEKDIKTI JICA (3.896.913.209)

JUMLAH (124.244.911.3217)

Permintaan pencairan dana untuk pembiayaan pada proyek PT. PLN sebesar
Rp190.163.274.713 pada tahun 2018 kepada Exim Bank China, baru diterbitkan NoD
oleh lender yang bersangkutan pada tanggal 25 Januari 2019. Atas kondisi tersebut,
maka terdapat penarikan dana yang disahkan pada tahun 2019( akan membebani DIPA
Tahun 2019), dengan rincian sebagai berikut:

el | NewA | DR W s

23/10/2018 | 1804112927/PL.2/1018 30.872.808.610
25/10/2018 | 1804164619/PL.2/1018 27.197.016.096
05/11/2018 | 1804340659/PL.2/1118 20.581.705.590
14/11/2018 | 1804550860/PL.2/1118 26.776.643.749
27/11/2018 | 1804738445/PL.2/1118 84.735.100.668
25/01/2019 12.807.309,12 | 190.163.274.713

L ks [ 1O0IBZATI3 1280730812 190183274713

Terdapat penghentian skema subsidi kredit program yang ditetapkan melalui surat
Menteri Keuangan yaitu:

a. Penghentian sementara penyaluran KUPS dan KPEN-RP sejak 1 Januari 2015
melalui surat No.S-5/MK.05/2015.

b. Penghentian penyaluran baru skema KKP-E mulai 1 Januari 2016 melalui Surat
No.S-1050/MK.05/2015.

c. Penghentian penyaluran skema KPP NAD-Nias dihentikan mulai tanggal 1 Mei 2017
melalui surat No.S-428/MK.05/2017.

d. Penghentian penyaluran skema KLBI sejak tahun 1999. Berdasarkan pasal 74

Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bl tidak
menyediakan kredit likuiditas untuk kredit program.

Pemerintah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran pendanaan pengadaan Tanah
PSN melalui pembiayaan APBN Tahun 2018 pada Lembaga Manajemen Aset Negara
sehesar Rp31,15 triliun dan diakumulasikan dalam aset lainnya Dana Kelolaan sebesar
Rp47,63 triliun. Pemerintah telah menggunakan akumulasi dana kelolaan untuk
pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp21,25 triliun. Pemerintah melalui surat Menteri
Keuangan Nomor S-383/MK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 menyatakan bahwa( 1) akan
melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakukan pembukuan sesuai
standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) akan
memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi UU APBN TA 2019
sebagai land bank dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan
melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK
dan peraturan terkait, dan (3) langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan
APBN yang berlaku.
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C. PENJELASAN ATAS P0S-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL
C.1.PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2018

adalah sebagai berikut.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 138.353.015.853.598 113.202.394.809.830

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SIKPA) 36.249.657.462.820 25.647.924.598.042
Penyesuaian Pembukuan 819.451.289.822 (526.298.971.306)
Penyesuaian Lain-lain (180.408.921.594) 28.995.417.032

Total Penyesuaian 639.042.368.228 (497.303.554.274)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir 175.241.715.684.646 138.353.015.853.598

C.2.PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi
SiLPA/SIiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi
penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2018
adalah sebesar Rp138.353.015.853.598 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik
per 31 Desember 2017. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas
di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan dan Kas Hibah di
Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan setelah memperhitungkan Utang
PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang
dan selisih transaksi Rekening Khusus pada tahun 2017. Rincian Saldo Anggaran Lebih
Awal adalah sebagai berikut:

o Uian 1Januari2018 1Januari2017

Saldo Anggaran Lebih Awal

Kas BUN 91.287.531.283.185 81.150.105.652.341
Kas di KPPN 2.282.077.569.283 1.818.956.055.570
Kas di Bendahara Pengeluaran 210.828.164.140 271.505.915.030
Kas pada BLU yang sudah disahkan 40.984.519.890.383 32.440.062.300.360
Kas Hibah Langsung KIL yg telah Disahkan 4.834.494.025.327 3.350.959.289.659
Saldo Anggaral Lebih Awal sebelum

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL 139.599.450.932.318 | 119.031.589.212.960

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL

Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL

3.276.851.117.024

Utang Perhitungan Pihak Ketiga( PFK)

(4.505.640.401.487)

(5.301.758.765.389)

Ditangguhkan

Utang Perhitungan Pihak Ketiga( PFK) dalam 4.001.304

bentuk Invoice

Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL (39.676.912.721) (614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang 298.353.410.242 -
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus (276.326.293.082) 87.051.367.150

Uang Muka Belanja Pegawai( Prepayment)

(122.392.649)

Pengembalian Escrow PNBP

(7.810.000)

Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL

(1.246.435.078.720)

(5.829.194.403.130)
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Penyesuaian SAL
Awal sampai
dengan 31
Desember 2018

Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan
sampai dengan 31
Desember 2018

SiLPA/SiKPA sampai
dengan 31 Desember
2018

C.2.2. Penyesuaian SAL Awal

Penyesuaian SAL Awal adalah penyesuaian atas saldo awal SAL, yang terdiri dari
pendapatan dalam rekening khusus yang ditangguhkan, uang muka belanja pegawai

( prepayment), dan pengembalian escrow PNBP. Tidak terdapat Penyesuaian SAL Awal

selama periode yang berakhir 31 Desember 2018.

C.2.3. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, pasal 22
ayat( 1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target
yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan
Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian
pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR
dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih
dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan
akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Tidak terdapat
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan selama periode yang
berakhir 31 Desember 2018.

C.2.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SILPA/SIiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
Nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi,
Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK.

SILPA/SIKPA pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp36.249.657.462.820 dan Rp25.647.924.598.042.  SiLPA/SiKPA Tahun 2018
mengalami kenaikan sebesar Rp10.601.732.864.778 atau naik 41,34 persen dari Tahun
2017. Kenaikan SiLPA/SiKPA tersebut tergambar pada kenaikan Arus Kas Bersih Tahun
2018 dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi masing-masing sebesar
Rp46.911.879.282.801 dan Rp22.990.055.405.494, walaupun terdapat penurunan Arus
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp59.300.201.823.517 dibandingkan
dengan Arus Kas Bersih pada Tahun 2017.

Adapun rincian SiLPA/SiKPA adalah sebagai berikut :
-~ Uraiaa  TA2018  TA2017

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (85.606.836.614.663) (132.518.715.897.464)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (245.132.313.372.320) (268.122.368.777.814)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 366.988.807.449.803 426.289.009.273.320
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C.2.5. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp819.451.289.822 dan minus Rp526.298.971.306. Penyesuaian Pembukuan Tahun
2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.345.750.261.128 dari Tahun 2017.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi
SiLPA dan selisih kurs (unrealized), serta koreksi kas dan koreksi utang yang
berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut :

Koreksi SiLPA

1.079.553.470.113

149.497.232.083

Selisih Kurs Kas BUN( Unrealized)

(312.233.301.456)

115.136.054.861

KPPN

Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas (270.884.828.683) (3.765.194.909)
BUN
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas 4 198.081.593

Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas
Hibah

(5.418.309.131)

(115.519.321.645)

Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas
BLU

284.758.662.132

(779.378.992.976)

Koreksi Utang PFK (18.524.998) 32.865.609.137
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga( KPPN) (2.774.598.030) 71.163.158.075
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran( BUN) 46.468.719.871 3.504.402.474

Pembulatan - 1
 Jumlah Penyesuaian Pembukuan ~ 819.451.289.822 (526.298.971.306)
Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp819.451.289.822 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas
pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp725.035.951.720 serta
penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau
pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA(311211)
sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari
transaksi pengembalian pendapatan TAYL dengan beban SiLPA (311212) melalui
penerbitan SPM PP sebesar Rp303.519.711.177 dan transaksi penerbitan SP3HL
dengan akun 311911 atas pengembalian Hibah sebesar Rp421.516.240.543.

2. Selisih Kurs sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian atas
perhitungan pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dan
penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada BUN.

3. Koreksi Kas Bendahara Umum Negara pada Rekening Khusus sebesar minus

Rp270.884.828.683 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam
rangka refund penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut
Perdirien Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi
terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi
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kas.
Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp4 merupakan pembulatan pada SPAN.

Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan penyesuaian atas
saldo hibah yang telah disahkan pada tahun 2018 di KPPN. Penyesuaian saldo awal
hibah ini berupa jurnal koreksi kas hibah karena kesalahan pengesahan pendapatan
hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan SPHL, koreksi kesalahan segmen
bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan
akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut:

1 KPPN Tanjung Pinang( 009) (214.302.698)
2 KPPN Kupang( 039) (3.485.645.844)
3 KPPN Tarakan( 048) (227.827.000)
4 KPPN Palu( 051) (1.003.383.795)
5 KPPN Bojonegoro( 073) (622.903.197)
6 KPPN Tanjung Selor( 185) 227.827.000
7 KPPH Khusus Pinjaman dan Hibah( 140) (92.073.597)

Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi atas saldo Kas
BLU yang telah disahkan oleh Kuasa BUN( KPPN) karena adanya perekaman saldo
awal BLU baru pada tahun 2018, penghapusan saldo BLU yang beralih status
menjadi non BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan
lainnya. Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

M. kPN Jumkh®Rp)

1 KPPN Medan I{ 004) 35.769.409.000
2 KPPN Pekanbaru( 008) (11.817.783)
3 KPPN Padang( 010) 2.720.256.087
4 KPPN Jambi( 012) 64.763.677.813
5 KPPN Jakarta Il{ 019) 774.905.031
6 KPPN Bandung I{ 022) 4.702.983.427
7 KPPN Yogyakarta I( 030) 1.803.659.244
8 KPPN Malang( 032) 11.139.666.297
9 KPPN Denpasar( 037) (2.126.212.692)
10 KPPN Mataram( 038) (9.264.248.000)
1 KPPN Kupang( 039) 230.821.103
12 KPPN Pontianak( 042) 145.401.272.779
13 KPPN Samarind4 046) (15.648.410.693)
14 KPPN Makassar I( 054) 59.649.287
15 KPPN Ambon( 061) 38.130.289.218
16 KPPN Jakarta 1l 088) 2.673.895.358
17 KPPN Medan II( 123) 25.244.706

18 KPPN Jakarta VI( 175)

3.613.621.950

~ JumlahKesBLU 284758662132

7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp18.524.998 merupakan koreksi terhadap saldo

Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.
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8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga ( KPPN) sebesar minus Rp2.774.598.030
merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga( KPPN) akibat adanya
penyesuaian selisih kurs pada Utang kepada Pihak Ketiga ( KPPN) dalam valuta
asing. Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga( KPPN) yang dilakukan pada tahun
anggaran 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

M. kPN Jumlah(®Rp)

KPPN Jakarta I( 018) (13.523.174)
KPPN Jakarta Il( 088) 26.861.790
KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah( 140) (32.001.954)

KPPN Khusus Penerimaan( 901)

(1.440.470.945)

Gl WwN|—

Direktorat Pengelolaan Kas Negara( 999)

(1.315.463.739)

~Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga *) ~ (2774.598.022)

*) Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga menurut SPAN adalah sebesar minus
Rp2.774.598.022, terdapat selisih Rp8, karena pembulatan di sistem SPAN.

9. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.468.719.871 merupakan
penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN ( KPPN), sebagai
akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian
Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam
Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas di
Bendahara Pengeluaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

oMo kPN Jumlah®p)

1 KPPN Banda Aceh ( 001) (4.127.959.000)
2 KPPN Medan I{ 004) 200.000.000
3 KPPN Pematang Siantar( 005) (527.260.000)
4 KPPN Jambi( 012) (495.000.000)
5 KPPN Jakarta I( 018) 45.288.716.488
6 KPPN Jakarta lI{ 019) 210.563.514
7 KPPN Tarakan ( 048) (32.373.917)
8 KPPN Jakarta 111 088) 3.886.748.965
9 KPPN Jakarta IV( 133) 266.127.865
10 KPPN Jakarta V( 139) 955.184.285
1 KPPN Jakarta VI( 175) 1.175.475.886
12 KPPN Jakarta VII( 182) 86.076.368
13 KPPN Tanjung Selor( 185) 32.373.917
14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara( 999) (449.954.500) ’
. 46.468.719.871
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C.2.6. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain  Penyesuaian Lain-lain pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar minus

sampai dengan 31 Rp180.408.921.594 dan Rp28.995.417.032. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2018

Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp209.404.338.626 atau turun 722,20 persen dari
Tahun 2017.

Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang
dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir
periode pelaporan. Penyesuaian terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya
( RPL), Rekening Escrow, dan Rekening Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan
SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai
dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Rekening Kas Transitoris bukan
merupakan bagian dari fisik Kas SAL, namun pada nilai catatan SAL ( LPSAL) yang
merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan
didalamnya masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening RPL,
Escrow, dan Rek. Transitoris. Perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik
pada tahun berjalan dilakukan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda.

Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris (472) 1.992
Penyesuaian Transaksi RPL (575.403.332.739) (66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow 417.021.528.777 (176.060.645.176)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak - 358.154.958.334
Ketiga( KPPN) di Rek. RPL

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg (22.027.117.160) (86.921.164.501)
Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan

Pembulatan - (108)

Penyesuaian Lain-lain merupakan bagian dari penyesuaian catatan SAL yang tersaji
dalam Perhitungan Catatan SAL Dengan Fisik SAL sebagaimana terdapat dalam tabel di
bawah ini :
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Saldo Awal SAL 138.353.015.853.598 113.202.394.809.830
Koreksi Saldo Awal SAL - -
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB - -
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi 138.353.015.853.598 113.202.394.809.830
Saldo Awal
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan 36.249.657.462.820 25.647.924.598.042
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL: 174.602.673.316.418 138.850.319.407.872
Penyesuaian Pembukuan:

Koreksi SiLPA 1.079.553.470.113 149.497.232.083

Selisih Kurs Kas di BUN

(312.233.301.456)

115.136.054.861

Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN (270.884.828.683) (3.765.194.909)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN 4 198.081.593
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah (5.418.309.131) (115.519.321.645)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU 284.758.662.132 (779.378.992.976)

Pembulatan

1

(18.524.998)

Koreksi Utang PFK 32.865.609.137
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga( KPPN) (2.774.598.030) 71.163.158.075
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran( BUN) 46.468.719.871 3.504.402.474

Total Penyesuaian Pembukuan

819.451.289.822

(526.298.971.306)

Penyesuaian Catatan SAL

Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris

(472)

1.992

Penyesuaian Transaksi RPL

(575.403.332.739)

(66.177.733.509)

Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow

417.021.528.777

(176.060.645.176)

Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga
( KPPN) di Rek. RPL

358.154.958.334

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYLyang
Perlu dibalik pada tahun berjalan

(22.027.117.160)

(86.921.164.501)

Pembulatan - (108)
Total Penyesuaian Catatan SAL (180.408.921.594) 28.995.417.032
Saldo Akhir SAL 175.241.715.684.646 138.353.015.853.598

| SALDOAKHIRCATATANSAL
Catatan:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo Awal Utang PFK
Saldo Akhir Utang PFK
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir
Mutasi Transaksi PFK
Invoice PFK
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi

Penjelasan Selisih:

Merupakan terhadap Saldo Utang PFK karena adanya
reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada
BUN.

4.505.640.401.487
3.991.926.175.494
(513.714.225.993)
(513.959.408.911)
226.657.920
(18.524.998)
(18.524.998)

5.301.758.765.389
4.505.640.401.487
(796.118.363.902)
(763.256.756.069)
4.001.304
32.865.609.137
32.865.609.137
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2. Utang Kepada Pihak Ketiga( KPPN)

Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Akhir
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi

Penjelasan Selisih:

Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga

( KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada
Pihak Ketiga( KPPN) dalam Valas.

239.936.781.997
197.868.217.285
(42.068.564.712)
(44.843.162.742)
(2.774.598.030)
(2.774.598.030)

614.356.802.242
239.936.781.997
(374.420.020.245)
(303.256.862.170)
71.163.158.075
71.163.158.075

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi
Penjelasan Selisih :
Koreksi Kas di Bendahara Manual( Jurnal Manual)

210.828.164.140
285.150.273.469
74.322.109.329
(27.853.389.458)
46.468.719.871

46.468.719.871

271.505.915.031
210.828.164.140
(60.677.750.891)
64.182.153.365
3.504.402.474

3.504.402.474

4. Penjelasan Penyesuaian Catatan SAL:

Saldo 1 Januari 2018 3.705.503.747.466

Penyesuaian Saldo Awal 5
Saldo Awal Setelah Penyesuaian 3.705.503.747.471
Saldo Akhir 5.654.556.669.254

Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir
Mutasi Transaksi

1.949.052.921.783
1.373.649.589.044
(575.403.332.739)

Penyesuaian
terhadap nilai Selisih
Kurs di Rekening
Migas dan Panas
Bumi dan
penyesuaian RPL
lainnya

Penyesuaian SAL

Penjelasan Selisih :

61.934.885.138.811

61.934.885.138.811
54.886.793.273.547
(7.048.091.865.264)
(6.631.070.336.487)

417.021.528.777

Penyesuaian
terhadap nilai Selisih
Kurs di Rekening
Surat Berharga
Negara dan
penyesuaian
Rekening Escrow
lainnya

(472)

(472)

472

(472)

Pembulatan Kas
Transitoris pada
transaksi cross

currency
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C.2.7. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp175.241.715.684.646. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai
antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Kas BUN 114.834.181.946.110 91.287.531.283.185
Kas di KPPN 5.127.777.217.073 2.282.077.569.283
Kas di Bendahara Pengeluaran 285.150.273.469 210.828.164.140
Kas pada BLU yang sudah disahkan 55.010.642.052.353 40.984.519.890.383
Kas Hibah Langsung K/L yang telah

Disahkan 726.888.630.744 4.834.494.025.327
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL 175.984.640.119.749 139.599.450.932.318

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL

Saldo Akhir Kas Escrow yang Memiliki Unsur

Fisik SAL 3.714.379.337.474 3.276.851.117.024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga( PFK) (3.991.926.175.494) ( 4.505.640.401.487)
Utang Perhl.tungan Pihak Ketiga( PFK) dalam 930,659 224 4.001.304
bentuk Invoice

g:\aLng kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik (485.172.315) ( 39.676.912.721)
Penyesuaian Rekening Khusus

Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus (134.534.327.816) (276.326.293.082)
Ditangguhkan

Uang Muka Belanja Pegawai( Prepayment)

Pengembalian Escrow PNBP - -
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang (330.588.756.176) 298.353.410.242

Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL

(742.924.435.103)

(1.246.435.078.720)

 Saldo Anggaran Lebih Akhir  175.241.715.684.646  138.353.015.853.598

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2018 sebesar
Rp36.888.699.831.048 atau 26,66 persen dari Saldo SAL Tahun 2017.
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai

berikut:

Aset Lancar

238.114.117.040.438

( dalam rupiah)

191.588.751.546.613

Kewajiban Jangka Pendek

Investasi Jangka Panjang 2.877.663.323.012.143 2.604.046.312.794.695
Aset Tetap 554.799.676.347 381.958.812.822
Aset lainnya 692.746.912.209.614 752.494.730.328.974

693.269.260.293.610

546.276.819.331.017

Kewajiban Jangka Panjang

6000

5000

4000

o

-1000

-2000

4.166.108.855.333.829

HAset HKewajiban M Ekuitas

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

3.812.911.470.955.139

3000
2000
1000 i i I
zmi 201! zo1zl o1 ool zmi zo1i

D.2.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam

rupiah

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.605.850.138.231
dan Rp83.781.829.135.305. Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut
merupakan saldo rekening pemerintah di Bl dan Bank Umum yang digunakan untuk
menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara, dengan
rincian yang disajikan pada lampiran LD 1a.
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D.2.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing per 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.228.331.807.879 dan
Rp7.505.702.144.880 dengan rincian yang disajikan pada lampiran LD 1b.

D.2.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 sebesar Rp5.851.939.714.224 dan Rp3.905.763.616.747
merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di Bl dan Bank Umum
dengan rincian yang disajikan pada lampiran LDZ2.

D.2.4. Kas di Rekening Kas di KPPN

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
sebesar Rp5.127.777.217.073 dan Rp2.282.077.569.283 merupakan saldo
rekening KPPN seluruh Indonesia pada bank umum yang ditunjuk selaku Bank/Pos
Persepsi serta Bank Operasional serta Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank
Indonesia.

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada lampiran LD3.

D.2.5. Kas Dalam Transito

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp465 dan Rp330.588.755.619 dengan rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

P T

Kas Dalam Transito karena selisih 330.588.756.169) |  330.588.756.176

kiriman uang

Kas Dalam Transito rekening

pinjaman/hibah

Kas Dalam Transito rekening BUN 330.588.756.176 (472)
Pembulatan 458 (85)

ﬂ
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D.2.6. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember

Pengeluaran 2017 sebesar Rp285.150.273.469 dan Rp210.828.164.140 merupakan kas yang
dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa Uang Persediaan( UP), yang sampai dengan 31 Desember 2018
belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran
menurut data KPPN vyang telah diverifikasi dengan data Kementerian
Negara/Lembaga.

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200.000.000 pada Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara( 686201) yang bermitra dengan KPPN Medan | akan diselesaikan
dengan pengajuan SPM GUP Nihil atas DIPA Tahun Anggaran 2019.

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp114.498.500 pada Satker Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ( 099025) akan diNIHILkan atau
dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2019

Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.500.000 pada Satker Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Kab. Kepulauan Aru( 505161) telah disetorkan ke Kas
Negara pada tanggal 15 April 2019 NTPN 812BA5EQFPJ48EFO.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada lampiran LD4.

D.2.7. Kas pada Kementerian Negara/Lembaga

Kas pada Kementerian Jumlah Kas pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dan 31

Negara | Lembaga Desember 2017 sebesar Rp726.888.630.744 dan Rp4.834.494.025.327
merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Kementerian
Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah
Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN
sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian saldo Kas pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah
langsung dapat dilihat di lampiran LD5.

D.2.8. Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Setara Kas sebesar Rp7.195.000.867 dan Rp22.643.658 merupakan Kas Lainnya dan Setara
Kas yang berasal dari BA 999.07 dan BA 999.08. Detil menurut BA BUN adalah
sebagai berikut:
( dalam rupiah)

1 1999.07 11.446.470 1.795.960
2 | 999.08 7.183.554.397 20.847.698
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Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 merupakan pendapatan jasa giro yang
belum disetor per tanggal 31 Desember 2018. Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut
terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sehesar Rp7.183.554.397 merupakan

saldo yang terdapat di:

Istana Kepresidenan yang terdiri dari:

1. Bantuan Kemasyarakatan yang belum disetor sampai dengan 31 Desember
2018 sebesar Rp5.329.951.870.
2. Pajak yang sudah dipungut namun belum disetor sampai dengan 31 Desember
2018 sebesar Rp1.633.166.349.
- SKK Migas yang terdiri dari:

1. Saldo lain-lain yang berasal dari retur pembayaran yang belum disetorkan ke
Kas Negara sebesar Rp54.277.300; dan

2. Saldo pajak Tahun 2018 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar
Rp166.158.878.

D.2.9. Kas pada Badan Layanan Umum
Kas pada Badan Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
Layanan Umum 2017 sebesar Rp55.010.642.052.353 dan Rp40.984.519.890.383 terdiri dari Kas
pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D
Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta
koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31
Desember 2018.
Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada lampiran LD6.

D.2.10. Uang Muka Rekening BUN

Uang Muka Rekening  Jumlah Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

BUN sebesar Rp106.939.618.970 dan Rp38.165.547.963 atau mengalami kenaikan
sebesar Rp68.774.071.007( 180,2 persen). Uang muka dari rekening khusus ini
bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN dan merupakan dana talangan
yang dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya
dibebankan ke Rekening Khusus PHLN( Reksus). Rekening Khusus( Reksus) sendiri
merupakan rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau
Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah. Uang Muka dari
Rekening BUN disajikan karena SP2D Reksus belum dibebankan pada reksus
berkenaan ( termasuk UP), saldo rekening khusus tidak cukup/kosong, gagal
pembebanan karena sistem aplikasi error..
Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada lampiran LD7.

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka
Belanja Dibayar di Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Muka sebesar Rp1.750.000.084 dan Rp3.589.049.822 Belanja dibayar di muka
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merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca
sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani
anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.
Perbandingan belanja dibayar di muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

( dalam rupiah)

!!!l! ltorltas !HSEI !euangan !!!!!!!!!! !! :! ! ! !!! !!! !!

[ 999.08 [SKK Migas 0,00 39.452.055,00
999.99 [Transaksi Khusus 0,00 135.664.283,00

Belanja dibayar di muka tersebut terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan ( 0JK)
dengan rincian sebagai berikut:
( dalam rupiah)

1 |Belanja Dibayar Di Muka atas Sewa Rumah Dinas - 330.600.000
i:lnatnD]: Dibayar Di Muka atas Jasa Sewa Ruang 1.750.000.082 3.083.333.484

D.2.12. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak  Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp133.806.951.655.973 dan Rp120.673.577.411.630. Piutang Bukan Pajak
tersebut merupakan piutang pada Investasi Pemerintah( BA 999.03), Transfer Ke
Daerah( BA 999.05), Belanja Subsidi( BA 999.07), Belanja Lain-Lain( BA 999.08)
dan Transaksi Khusus( BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang,
barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun
anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu
tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

Mo [Debitr  31Desember 2018

( dalam rupiah)

1. | Piutang Dividen 125.924.962.205 130.507.641.516
( BA 999.03)

. | Piutang PNBP( BA 999.05) 14.361.357.610.243 | 12.587.181.424.549

3. | Piutang Subsidi 1.142.839.475.600 2.418.199.044.056
( BA 999.07)

4. | Piutang Belanja Lain-lain 1.168.517.287.943 298.954.011.484
( BA 999.08)

5. | Piutang PNBP(BA 999.99) | 117.008.312.319.982 | 105.238.735.290.025

E
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1. Piutang Dividen (BA 999.03)
Piutang Negara Bukan Pajak( Laba BUMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 tercatat sebesar Rp125.924.962.205 dan Rp130.507.641.516 dengan
rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

1 | Pokok Dividen 90.426.389.353 90.350.726.664
2 | Denda 35.498.572.852 40.156.914.852

Piutang Bukan Pajak( Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2018, tercatat sebesar
Rp125.924.962.205 dengan rincian sebagai berikut :

( dalam rupiah)

1 PT Balai Pustaka 2004 231.749.799,58 Macet
2 Perum Perumnas 1991-1997 63.225.637.648 Macet
3 PT Perkebunan Nusantara Il 1999 14.167.527.689,75 Macet
4 PT Inhutani | 2000 812.468.076,49 Macet
5 PT Inhutani V 1999 2.421.919.265,35 Macet
6 PT Bina Karya 2001 178.308.461,68 Macet
7 PT Istaka Karya 2003 8.391.154.933,93 Macet
8 PT Industri Sandang Nusantara 1978-2001 33.586.982.444 Macet
9 PT Kertas Gowa( telah dilikuidasi) 1972-1980 715.651.799 Macet
10 PT Indah Karya 2017 2.193.562.087 Kurang

Lancar

I

Selama tahun 2018, terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian
Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum tahun buku 2017 sebesar
Rp6.138.199.551 yang berasal dari PT Perkebunan Nusantara Il, PT Inhutani I, PT
Inhutani V, PT Balai Pustaka, PT Bina Karya, Perum Perumas, PT TWC Borobudur,
dan PT ASDP Indonesia Ferry. Di samping itu, di tahun 2018 diketahui bahwa pada
tahun 2017 terdapat pembayaran atas piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-
1997 senilai Rp750.000.000. Setoran tersebut semula dicatat sehagai Pendapatan
Anggaran Lain-lain( akun 423999) oleh Satker 999981 pada LKPP 2017( Audited).
Untuk itu, di tahun 2018 dilakukan penyesuaian terhadap nilai piutang Perum
Perumnas dengan melakukan koreksi lain-lain pada ekuitas. Rekapitulasi
pembayaran piutang bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun buku sebelum 2017.
Rincian pembayaran Piutang PNBP bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada tahun
2018 sebagai berikut:
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( dalam rupiah)

1 PT Perkebunan Nusantara Il 1.200.000.000
2 PT Inhutani | 900.000.000
3 PT Inhutani V 300.000.000
4 PT Balai Pustaka 35.000.000
b PT Bina Karya 70.000.000
6 Perum Perumnas 750.000.000
7 PT TWC Borobudur 175.217.658
8 PT ASDP Indonesia Ferry 2.707.981.893

Hingga TA 2018, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS)
BUMN, Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas Lainnya, dan RPB untuk
Perusahaan Umum ( Perum). Pada RUPS dan RPB tersebut disahkan Laporan
Keuangan dan penetapan penggunaan laba Tahun Buku 2017 untuk dividen bagian
pemerintah. Berdasarkan Buletin Teknis 6, piutang atas bagian laba BUMN/D timbul
apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham( RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba
yang harus disetor ke kas Negara/Daerah. Dari piutang dividen tahun buku 2017
yang telah ditetapkan senilai Rp45.034.715.611.604,60, hingga 31 Desember
2018 telah terbayar sebesar Rp45.032.522.049.518, sehingga terdapat sisa
piutang yang timbul di tahun 2017 sebesar Rp2.193.562.087 yang belum terbayar
berasal dari PT Indah Karya.

Di dalam pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak tahun 2018 juga termasuk
pencatatan kewajiban dividen dan denda keterlambatan pembayaran dividen PT
Balai Pustaka, PT Inhutani V, PT Bina Karya, PT Istaka Karya, dan PT Industri
Sandang Nusantara. Atas piutang-piutang dimaksud, DJA telah menerbitkan surat
tagihan ketiga dan menyerahkan tagihan atas utang dividen dan denda
keterlambatan dimaksud kepada PUPNC Cabang Jakarta - DJKN.

Rincian Piutang Deviden dan Denda dapat dilihat pada lampiran LD8.

2. Piutang PNBP (BA 999.05)

Piutang PNBP BA 999.05 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp14.361.357.610.243 dan 12.587.181.424.549 merupakan piutang transfer ke
daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan dan tahun
sebelumnya. Berdasarkan jenis akunnya, jumlah aset yang disajikan dalam Neraca
tahun 2018 per 31 Desember 2018 sejumlah Rp14.361.357.610.243 merupakan
Piutang Transfer ke Daerah sebesar Rp13.029.228.490.793 dan Piutang TKDD
Diestimasi sebesar Rp1.332.129.119.450 sebagaimana rincian berikut:

( dalam rupiah)
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Piutang TKD 13.029.228.490.793
Piutang TKDD Diestimasi 1.332.129.119.450

Piutang TKD
Piutang TKD sebesar Rp13.029.228.490.793 terdiri sebagaimana rincian pada
tabel berikut ini:

( dalamrupiah)

Satker DBH 12.494.317.546.569| 10.544.758.618.929
Satker DAU dan DAK Non Fisik 497.683.632.667 224.572.939.057
Satker DK DIY 37.227.311.557 26.564.467.571

|
(

( dalam rupiah)

|

~ Rncan
Lebih salur DBH 2013 -2015 3.909.250.837.716
Lebih salur DBH 2016 6.784.940.728.900
Lebih Salur DBH 2017 1.800.125.979.953
Lebih Salur DAU dan DAK Non Fisik 497.683.632.667
Lebih Salur Dana Keistimewaan Yogyakarta 37.227.311.557

Piutang Lebih Salur DBH TA 2018 sebesar Rp12.494.317.546.569,- dan naik
Rp1.949.558.927.640,- atau sebesar 18,49 dari TA 2017. Kenaikan Piutang TKD
DBH TA 2018 tersebut seluruhnya berasal dari penetapan lebih bayar TA 2014, TA
2015, TA 2016, dan TA 2017. Piutang yang dicatat meliputi seluruh hak Pemerintah
Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2017 dan tahun
anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih salur tersebut ditetapkan melalui peraturan
Menteri Keuangan No. 259/PMK.07/2015, No. 162/PMK.07/2016, No.
187/PMK.07/2017 dan PMK No. 103/PMK.07/2018. Penyelesaian atas Kurang
Bayar dan Lebih bayar yang ditetapkan dengan dua PMK pertama diatur melalui
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. Per-1/PK/2017 dan No. Per-
5/PK/2017.

Piutang Lebih Salur Satker DAU dan DAK Non Fisik per 31 Desember 2018 sebesar
Rp497.683.632.667,-, mengalami kenaikan sebesar Rp273.110.693.610,- atau
bertambah 121,614 bila dibandingkan pada LKTD TA 2017 audited. Perubahan
Piutang TKD per 31 Desember 2018 bila dibandingkan dengan Piutang TKD per 31
Desember 2017( Audited) disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Pelunasan Piutang Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 sebesar Rp48.931.543.176,-
yang dilakukan melalui pemotongan atas penyaluran DAU Bulan Februari 2018.
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b. Pelunasan Piutang Lebih Salur Dana BOS TA 2017 sebesar Rp175.641.395.881,-
melalui mekanisme pemotongan atas penyaluran Dana BOS pada bulan Januari,
Februari dan Maret Tahun 2018.

c. Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV atau
Semester || TA 2018 sebesar Rp497.683.632.667,-, sebagaimana surat Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1379/D/KU/2018 Tanggal 25
Januari 2019 hal Laporan Tahap 2 Penyaluran Dana BOS Triwulan IV Tahun 2018,
surat nomor 2787/D/KU/2019 tanggal 22 Februari 2019 hal Laporan Tahap 3
Penyaluran Dana BOS Triwulan IV Tahun 2018, surat nomor 3310/D/KU/2019
tanggal 11 Maret 2019 hal Laporan Tahap 4 Penyaluran BOS Triwulan IV Tahun
2018 dan Dispensasi Pencairan Dana BOS Triwulan | Tahun 2019.

Piutang Lebih Salur Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 dan 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp37.227.311.557,- dan Rp26.564.467.571,-. Piutang TKD
Satker DK DIY tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.662.843.986,- atau
40,144 dari tahun 2017. Piutang TKD yang tercatat sebesar Rp37.227.311.557,-
merupakan sisa dana DK DIY TA 2018 yang telah diverifikasi dan dituangkan
dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap
Akhir TA 2018 tanggal 15 Januari 2019, mengacu pada pasal 11 PMK No
173/PMK.07/2017.

Piutang TKDD Diestimasi

Piutang TKDD Diestimasi per 31 Desember 2018 tercatat sebesar
Rp1.332.129.119.450. Saldo Piutang TKDD Diestimasi TA 2018 merupakan nilai
hasil estimasi lebih bayar DBH yang termuat dalam Nota Dinas Nomor ND-
23/PK.2.1/2019. Dibandingkan dengan 31 Desember 2017 Piutang TKDD
Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp455.566.689.955 dimana saldo
piutang TKDD Diestimasi per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar
Rp1.787.695.809.405 (telah direklasifikasi menjadi Piutang TKDD dengan
ditetapkannya PMK No. 103/PMK.07/2018). Rincian Piutang TKDD Diestimasi TA
2018 pada dibawah ini:

 EstimasiLebih Salur DBH Tahun 2018 |

Estimasi LB PPh pasal 21 2018 472.528.697.334
Estimasi LB PPh pasal 25 2018 652.019.744.442
Estimasi LB Kehutanan IlUPH 2018 84.591.325.503
Estimasi LB Pertambangan Umum-luran Tetap 122.989.352.171

3. Piutang Subsidi (BA 999.07)
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.142.839.475.600.
Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut, Rp1.275.359.568.456 lebih kecil dari
Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar
Rp2.418.199.044.056.
Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar
Rp1.142.839.475.600 terdapat pada:
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1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar
Rp12.453.015.134, yang merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi
Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK Rl Tahun 2014,

2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
sebesar Rp 170.137.596.157, yang merupakan kelebihan pembayaran atas
Subsidi Pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan hasil audit BPK RI.

3. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp

143.196.727.531, yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi/PS0
oleh PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI.
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017  sebesar
Rp383.718.891.008,23 merupakan piutang subsidi berdasarkan BA
Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum ( PSO) Bidang
Angkutan Perkeretaapian TA 2017 oleh BPK pada PT KAI. Atas nilai piutang
tersebut PT KAI( Persero) telah mengembalikan lebih bayar Penyelenggaraan
PSO TA 2017 dengan NTPN AOBD029BVBVHQ4VP tanggal 31 Desember
2018.

4. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan  sebesar
Rp816.849.136.778. Nilai piutang tersebut timbul dari pembayaran kepada
golongan tarif 900 VA RTM( R-1/TR) yang bukan golongan tarif bersubsidi
dalam APBN 2018 sebesar Rp5.365.707.937.752 yang telah diperhitungkan
untuk menyelesaikan utang subsidi listrik sampai dengan Tahun 2018 sebesar
Rp4.548.858.800.974.

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp

203.000.000, yang merupakan koreksi atas pencatatan piutang lebih bayar
penyaluran SBUM tahun 2018 karena duplikasi pembayaran pada BTN senilai
Rp27.000.000 dan kelehihan pembayaran pada BTN senilai Rp176.000.000
Terdapat pelunasan atas piutang bukan pajak tahun sebelumnya sebesar
Rp2.405.746.028.922, diantaranya dikarenakan:
1) Pelunasan piutang sebesar Rp1.185.692.305.711, pada Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan rincian:

a. Kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan
hasil audit BPK-RI Tahun 2017 senilai Rp1.093.614.774.016. Terdapat
mutasi kurang atas pembayaran/setoran ke kas negara oleh PT. Petrokimia
Gresik senilai Rp994.195.239.099, sehingga terdapat selisih senilai
Rp99.419.534.917 yang merupakan pajak sudah dibayarkan pada saat
penyaluran subsidi pupuk tahun 2017. Atas pajak tersebut sudah dilakukan
jurnal koreksi.

b. Kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
berdasarkan hasil audit BPK-RlI Tahun 2017 senilai Rp92.077.531.695.
Terdapat mutasi kurang atas pembayaran/setoran ke kas negara oleh PT
Pupuk Sriwidjaya Palembang senilai Rp83.706.846.996, sehingga terdapat
selisih senilai Rp8.370.684.699 yang merupakan pajak sudah dibayarkan
pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2017. Atas pajak tersebut sudah
dilakukan jurnal koreksi.
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2) Piutang pada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar
Rp1.510.567.225,35 yang merupakan kelebihan pembayaran dana Kewajiban
Pelayanan Publik( KPP) pada PT Pelni berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun
Anggaran 2017 telah dilunasi dengan NTPN 86E8D87T1AUAB500 tanggal 22
November 2018 sebesar Rp1.510.567.226.

3) Piutang pada Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial sebesar
Rp834.824.264.978 telah dilakukan penyelesaian bersama dengan Perum Bulog
sebesar Rp694.452.150.026 dengan NTPN 8085B2R7FT0OQE572 tanggal 10
September 2018. Setoran tersebut merupakan pengembalian kelebihan bayar
atas Subsidi Rastra, yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang
Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951,25 dan Lebih
Bayar Subsidi Pangan TA 2017 sebesar Rp834.824.264.977,60 berdasarkan
Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang Subsidi Beras Bagi Mayarakat
Berpendapatan Rendah TA 2016 dan TA 2017 antara Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial dan Perum Bulog.

4. Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)
Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp1.168.426.517.287.943 dan Rp298.954.011.484. Piutang bukan pajak
merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan
yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan
piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat
pada tabel berikut:

( dalam rupiah)

01h Kementerian Keuangan 888.686.999.287,00 19.694.995.500,00
018 Kementerian Pertanian 2177.566.811.272,00 279.109.577.584,00
- Utoritas Jasa Keuangan 2.263.477.384,00 149.438.400,00

Klasifikasi piutang berdasarkan umur piutang dan yang tergolong lancar, kurang
lancar, diragukan dan macet tersaji dalam tabel berikut ini:
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( dalam rupiah)

015 (Kementerian 888.686.999.287
Keuangan
Ditjen 2018 £ 1tahun Lancar 888.686.999.287|Penjualan beras dalam rangka Operasi Pasar Murni
Perbendaharaan 0PM) Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.
999979)
018 (Kementerian 277.566.811.272
Pertanian
Ditjen Tanaman | 2018 & 1 tahun Lancar 12.190.014{ Jasa Giro Dana CBN
Pangan 2017 222.220.216.550{ Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar
969380) 2017 12.124.621.497 | Biaya Distribusi Benih CBN
2017 189.102.252] Benih Rusak/Kadaluwarsa
2014 | >3 tahun | Kurang Lancar 4.811.607.957| Dana Penyegaran Benih CBN
2018 « 1 tahun Lancar 59.680.604| Jasa Giro Dana CBN
2017 7.551.590.160] Benih CBN di penangkar
2017 27.700.716.008] Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar
2017 2.263.840.150] Biaya Distribusi Benih CBN
2017 633.246.080) Calon Benih
Otoritas Jasa 2.263.477.384
Keuangan
Otoritas Jasa 2018 & 1 tahun Lancar 348.824.594| Kelebihan Pembayaran( Hasil Pemeriksaan PDTT BPK)
Keuangan 2018 £ 1tahun Lancar 1.753.460.390| Kelehihan Pembayaran( Hasil Pemeriksaan PDTT BPK)
984469) 2018 £ 1 tahun Lancar 12.469.000{ Kelehihan Pembayaran Gaji Surya Wahono
2015 | >3 tahun Macet 33.412.400| Kelebihan Pembayaran Gaji Farida Resturani
2014 | >3 tahun Macet 115.311.000] Kelebihan Pembayaran Gaji Diana Gunawan
Keterangan:

Piutang Kementerian Pertanian sebesar Rp272.683.332.697,00 tidak dilakukan penyisihan piutang berdasarkan hasil kesepakatan dalam NKF LK
BUN Belanja Lain-lain Tahun 2017 Nomor NKF-999.08/62/R/DJA/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:
sehesar Rp2.263.477.384 merupakan kelebihan
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta piutang atas kelebihan

1. Otoritas Jasa Keuangan

pembayaran.

2. Kementerian Keuangan sebesar Rp888.686.999.287 merupakan penjualan
Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ( BA999.08.999979) CBP Tahun 2018 yang belum diterima
pelunasannya.

3. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp277.566.811.272
terdiri dari:

Dana penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri( Persero) sebesar

Rp4.811.607.957 sesuai LHP BPK Rl Nomor 25/LHP/XVII/06/2013.

1.

Jasa giro dana pengelolaan CBN yang belum disetorkan ke kas negara

sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp71.870.618 yakni masing-
masing pada PT Sang Hyang Seri senilai Rp12.190.014 dan PT Pertani

senilai Rp59.680.604.
Benih CBN di Penangkar sebesar Rp7.551.590.160 yiatu benih yang

berada di penangkaran atau pertanaman senilai dengan kontrak yang ada
antara petani penangkar dengan pihak BUMN. Hasil stock opname fisik
terhadap benih di penangkar posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut:
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1 [Padi Non Hibrida 1.109.712 7.5561.590.160 | 6.303.341| 42.836.634.605
2 |Kedelai - - 433.820 4.777.659.660

Sedangkan rincian benih CBN di penangkar pada BUMN Operator sebagai
berikut:

Padi Non Hibrida 1.109.712) ~ 7.551.590.160,  1.109.712 1.551.590.160
Kedelai

4. Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar sebesar
Rp249.920.932.558, merupakan selisih benih yang tidak terdapat di gudang
dan penangkar sesuai dengan Berita Acara Stockopname. Rincian benih
CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar adalah sebagai berikut:

1 [Padi Hibrida 806.535,0 37.632.174.078]  806.535,0 37.632.174.078
2 |Padi Non Hibrida 9.102.560,8 61.421.968.346 3.886.612,8 25.897.592.598
3 |Jagung Komposit 1.051.936,0 7.598.528.471| 1.051.936,0 7.598.528.471
4 |Jagung Hibrida 1.783.995,0 58.276.810.821| 1.397.687,0 45.615.753.349
5 |Kedelai 8.180.685,0 84.991.450.842| 7.746.865,0 80.213.791.182

Sedangkan rincian Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar pada
BUMN Operator sebagai berikut:

Padi Hibrida 716.695 36214774078  29.840| 1417400000  806.535|  37.632.174.078
Padi Non Hibrida 7999.247) 53913916576 1103314  7.508.051.770|  9.102.561)  61.421.968.346
Kedelai 7676.863|  79.442.859.156]  503.822|  5.548.591.686| 8.180.685|  84.991.450.842

Jagung Hibrida 1.396.847|  45588.422269| 387.148) 12.688.388.552| 1783.995  58.276.810.821
Jagung Komposit 989.936 7060244471  62.000 538.284.000]  1.051.936 7.598.528.471

b. Biaya distribusi CBN sebesar Rp14.388.461.647 pada rekening pengelola dana
CBN terdapat hiaya distribusi benih yang belum digunakan sebagai berikut:

Padi Non Hibrida | 10.499.268 | 6.824.524.038 | 11.147.702 | 7.246.006.138
Padi Hibrida 806.535 524.247.750 806.535 524.247.750
Jagung Komposit| 1.075.426 659.896.709 | 1.075.426 659.896.709
Jagung Hibrida 1.783.995 | 1.159.596.750 | 1.784.835| 1.160.142.750
Kedelai 8.180.685 | 5.220.196.400 [ 8.180.685| 5.220.196.400

a|lh|WN]|=
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6. Calon Benih, sebesar Rp633.246.080 merupakan benih yang ada di gudang
per 31 Desember 2018 namun belum dilakukan sertifikasi dengan rincian
sebagai berikut:

1 [Padi Inbrida 93.056 633.246.080 284.960 1.939.152.800
2 |Jagung Komposit 0 0 23.490 189.102.252

1. Benih Rusak sebesar Rp189.102.252 merupakan benih yang ada di gudang
per 31 Desember 2018 namun dalam kondisi rusak karena kadaluwarsa
( terlambat dilakukan penyegaran). Benih rusak berupa benih jagung hibrida
pada PT Pertani ( Persero) dikarenakan terlambat dilakukan penyegaran,
dengan rincian sebagai berikut:

1 |Jagung Hibrida 0 0| 387.148 12.688.388.552
2 |Jagung Komposit 23.490 189.102.252 0 0

5. Piutang PNBP pada BA 999.99
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp117.008.312.319.982 dan Rp105.238.735.290.025.  Piutang tersebut
merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa
yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta
diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang
terdiri dari:

( dalam rupiah)

Piutang Pada UAPBUN TK DJPB 162.094.275.907 132.742.498.288
Piutang Pada UAPBUN TK DJA 22.880.302.482.313 16.131.433.244.963
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN 93.965.915.561.762 88.974.559.546.774

Piutang pada UAPBUN TK DJPB

Piutang pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

sebesar Rp162.094.275.907 dan Rp132.742.498.288 terdiri dari

1) Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban
Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi luran Pensiun sebesar
Rp133.395.393.371 yang terdiri dari:
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1 | SUP dan Retur bulan Desember 2018( PT Asabri) 14.461.399.900

2 | SUP >3 bulan( tunai) dan > 6 bulan( rekening)( PT 18.977.722.700
Asabri)

3 | Jasa Giro bulan Desember 2018( PT Asabri) 183.777.190

4 | Kelebihan pencairan dana bulan Desember 2018( PT 8.881.694.668
Asabri)

5 | Potongan utang non tgr( Non Dapem Desember 2018) 103.648.276
( PT Asabri)

6 | Keterlanjuran bayar hasil uji petik( PT Asabri) 1.024.701.600

7 | Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 1.075.000
30 November 2018

8 | Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks 14.447.669.640
kemenhub Triwulan IV Tahun 2018( PT Taspen)

9 | Kelebhihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks 6.691.932
kemenhub Gaji 13 Triwulan IV Tahun 2018( PT Taspen)

10 | Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun bulan Desember 32.281.565.294
2018( PT Taspen)

11 | SUP 2018( PT Taspen) 26.949.798.166

12 | SUP Retur Desember 2018( PT Taspen) 6.938.155.997

13 | Keterlanjuran pembayaran pensiun( PT Taspen) 3.634.644.040

14 | Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2018( PT Taspen) 3.350.199.158

15 | Piutang Kelebihan pencairan dana iuran jaminan 2.152.649.810
kesehatan Tahun 2018 Rampung

2) Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara sebesar
Rp28.698.882.536 herasal dari piutang atas Kekurangan Setor Pendapatan
Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan November 2018 dan Pendapatan
Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan Desember 2018 yang akan
diterima pada bulan Januari 2019. Dengan rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

] Nama Bank Periode Jumlah Keterangan
1 | PT. Bank Negara Indonesia November 22.014.087 | Kurang Setor dan disetor

( Persero), Thk 2018 bulan Januari 2019

2 | PT. Bank Rakyat Indonesia Desember 10.476.070.314 Disetor bulan Januari
( Persero), Thk 2018 2019

3 | PT. Bank Pembangunan Desember 14.400.193 Disetor bulan Januari
Daerah Sumatera Utara 2018 2019

4 [ PT. Bank Pembangunan Desember 248.244 Disetor bulan Januari
Daerah Jambi 2018 2019

5 | PT. Bank Pembangunan Desember 16.022.585 Disetor bulan Januari
Daerah Bali 2018 2019

6 | PT. Bank Mandiri( Persero), Desember 6.211.948.880 Disetor bulan Januari
Thk 2018 2019

7 | PT. BPD Sumatera Barat Desember 22.714.224 Disetor bulan Januari
( Bank Nagari) 2018 2019

8 | PT. BPD Sumatera Selatan Desember 67.620.660 Disetor bulan Januari
dan Bangka Belitung 2018 2019

9 | PT. Bank Bengkulu Desember 1.493.308 Disetor bulan Januari
2018 2019

10 | PT. Bank Negara Indonesia Desember 3.497.153.645 Disetor bulan Januari
( Persero), Thk 2018 2019
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No Nama Bank Periode Jumlah Keterangan
11 | PT. Bank Pembangunan Desember 70.448 Disetor bulan Januari
Daerah Lampung 2018 2019
12 | PT. Bank DKI Desember 107.292 Disetor bulan Januari
2018 2019
13 | PT. BPD Jawa Barat dan Desember 115.283.745 Disetor bulan Januari
Banten, Thk 2018 2019
14 | PT. Bank Aceh( Bank Aceh Desember 7.921.696 Disetor bulan Januari
Syariah) 2018 2019
15 | PT. Bank Tabungan Negara Desember 5.571.713.739 Disetor bulan Januari
( Persero), Thk 2018 2019
16 | PT. Bank Pembangunan Desember 23.616 Disetor bulan Januari
Daerah Kalimantan Selatan 2018 2019
19 | Bank Pembangunan Daerah Desember 452.680 Disetor bulan Januari
Kalimantan Timur 2018 2019
20 | PT. Bank Pembangunan Desember 12.223.640 Disetor bulan Januari
Daerah Kalimantan Barat 2018 2019
21 | PT. BPD Sulawesi Selatan Desember 6.485.049 Disetor bulan Januari
dan Sulawesi Barat 2018 2019
22 | PT. BPD Sulawesi Utara Desember 5.845.065 Disetor bulan Januari
dan Gorontalo 2018 2019
23 | PT. Bank Pembangunan Desember 89.759.247 Disetor bulan Januari
Daerah Jawa Tengah 2018 2019
25 | PT. Bank Maluku Desember 1.989.654 Disetor bulan Januari
2018 2019
26 | PT. Bank Nusa Tenggara Desember 2.863.899 Disetor bulan Januari
Barat 2018 2019
27 | PT. Bank BPD DIY Desember 50.729.037 Disetor bulan Januari
2018 2019
28 | PT. Bank Pembangunan Desember 1.379.894 Disetor bulan Januari
Daerah Papua 2018 2019
29 | PT. Bank BNI Syariah Desember 173.645.699 Disetor bulan Januari
2018 2019
30 | PT. Bank Syariah Mandiri Desember 1.920.884.296 Disetor bulan Januari
2018 2019
31 | PT. Bank BRISyariah Desember 345.095.269 Disetor bulan Januari
2018 2019
32 | PT. Bank Muamalat Desember 644.488 Disetor bulan Januari
Indonesia, Thk 2018 2019
33 | PT. Bank Pembangunan Desember 938.515 Disetor bulan Januari
Daerah Nusa Tenggara 2018 2019
Timur
35 | PT. Bank Jabar Banten Desember 2.415.538 Disetor bulan Januari
Syariah 2018 2019
37 | PT. Bank Pembangunan Desember 42.641.746 Disetor bulan Januari
Daerah Jawa Timur, Tbk 2018 2019
40 | PT. Bank Pembangunan Desember 6.172.907 Disetor bulan Januari
Daerah Sulawesi Tenggara 2018 2019
42 | PT. Bank Bukopin, Thk Desember 3.177.012 Disetor bulan Januari
2018 2019
47 | PT. Bank Riau Kepri Desember 6.715.597 Disetor bulan Januari
2018 2019
49 | PT. Bank CIMB Niaga, Thk Desember 16.628 Disetor bulan Januari
2018 2019

Piutang pada UAPBUN TK DJA

Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBP Migas 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp22.880.302.482.313 dan
Rp16.131.433.244.963 yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari

kegiatan usaha hulu migas.
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Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah,
hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, overlifting KKKS dan piutang PNBP
migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

Hasil Penjualan Minyak 10.163.287.329.467  9.918.983.786.794 244.303.542.673  2,46%
Hasil Penjualan Gas 7.395.990.110.500  4.210.019.459.533  3.185.970.650.967  75,68%
Overlifting KKKS 4.859.318.092.586  1.548.862.123.895  3.310.455.968.691 213,73%
PNBP Migas Lainnya 461.706.949.760 453.567.874.741 8.139.075.019  1,79%
Total Piutang 22.880.302.482,313  16,131.433.244.963  6.748.869.237.350  41,8%

Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar
Rp22.880.302.482.313 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu
dijelaskan sebagai berikut:

1) Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terkandung piutang yang statusnya
dispute, disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan
KKKS, yaitu
a) piutang yang berasal dari transaksi overlifting minyak KKKS CNOOC SES Ltd.

Tahun 2015 sebesar USD887,672 dan overlifting KKKS Tahun 2016 sebesar
USD12,197,508. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pemahaman
kontraktual PSC yang terkait dengan klausula yang berkenaan dengan
besaran kewajiban KKKS atas Domestic Market Obligation( DMO). Dimana
hal tersebut berdampak terhadap perbedaan perhitungan bagi hasil atas
overfunder lifting tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC
SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC
SES Ltd. memiliki overlifting minyak sebesar USD887,672, namun menurut
perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki
kewajiban atas underlifting KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054.
Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS
CNOOC SES Ltd. memiliki overlifting sebesar USD12,197,508, namun
menurut KKKS CNOOC SES Ltd. overlifting-nya hanya sebesar
USD1,518,247.

b) Piutang yang berasal dari transaksi overlifting KKKS ConocoPhillips( Grissik)
tahun 2017 sebesar USD18.238.353. Terjadi dispute atas cost recovery
dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas overlifitng minyak dan
dan gas bumi KKKS ConocoPHillips( Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan
oleh SKK Migas sebesar USD45.022.132 hanya diakui oleh KKKS yang
bersangkutan sebesar USD26.783.779.

2) Selain itu, dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD289.892.976,22 atau
setara dengan Rp4.197.940.188.610,58 juga masih merupakan nilai piutang
yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang overlifting KKKS tahun 2018 yang
disampaikan oleh SKK Migas. Nilai estimasi piutang overlifting yang disampaikan
oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan cut off pengumpulan data oleh SKK
Migas dari KKKS per 1 Februari 2018 dan belum melalui proses evaluasi dan
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pembahasan bersama antara SKK Migas dan KKKS. Keseluruhan nilai final
over/underlifting tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau
awal bulan Juni 2018.

3) Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah terkurangi oleh pencatatan
atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT
Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang
berlaku surut dari November 2014 s.d. Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang
dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi( Laporan
A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil penjualan gas tersebut belum
diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian
legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian
harga gas suar yang berlaku surut.

Piutang pada UAPBUN TK DJKN
Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
masing-masing sebesar Rp93.965.915.561.762 dan Rp88.974.559.546.774 yang
merupakan piutang yang berasal dari:

( dalam rupiah)

-\__

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan 1.176.715.352.919
oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP

2 | Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang 92.768.450.185.730
Timbul Dari Pemberian BLBI

3 | Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain- 25.000
lain

4 | Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS 20.749.998.113

1) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina
EP sebesar Rp1.176.715.352.919.
Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat
Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang
menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523.
Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks
KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina( Persero) c.q. PT
Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset
berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan
( WKP).
Selanjutnya, PT Pertamina( Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset
Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor:
194/C00000/2011-SO tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks
Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok
eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan,
bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih
digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset

152

Catatan atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus.
2) Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp92.768.450.185.730 yang terdiri
dari:
( dalam rupiah)

| URNAN  3iDesemher2018  31Desember2017

Aset Kredit eks BPPN 73.449.774.111.948,60 | 68.570.198.091.260,30
ﬁ;j\t Kredit eks Kelolaan PT | g 594 894 677.306,31 |  8.188.857.769.778,45
Aset Kredit Yang Diserah-

kelolakan Kepada PT PPA 0 873.811.488.440,40
Piutang BDL 10.093.368.778.479,40 | 10.132.339.475.545,80
Piutang Pada PT PPA 0 12.721.729.178
Piutang Kegiatan Sewa ke 482.618.000

Indosat

a. Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2018 sebesar
Rp73.449.744.111.948.60 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp68.570.198.091.260,30. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan
adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau
penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara,
pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian
kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang
menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih( PSBDT).

Rincian untuk Aset Kredit eks BPPN disajikan dalam Lampiran LD9.

b. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA

Aset kredit eks kelolaan PT PPA( Persero) adalah hak tagih atau piutang eks
BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA Persero)yang kemudian
setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT
PPA Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima
tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri
Keuangan kepada PT PPA( Persero). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan
Pengelola Aset( Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan Aset
Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset( Persero) dilakukan dengan
cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA( Persero) per 31 Desember 2018 sebesar
Rp9.224.824.677.306,31 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp8.188.857.769.778,45. Perubahan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA
( Persero) ini dikarenakan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian oleh para
debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan
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pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
( PSBDT).

( dalam rupiah)

1 | Aset kredit yang telah | 4.021.040.786.202,22 | 3.919.833.561.325,76
diserahkan pengurusan
piutang negaranya
kepada PUPN

Aset kredit yang masih | 5.203.783.891.104,09 | 4.269.024.208.452,69
dikelola DJKN

Rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA disajikan dalam Lampiran LD10.

e

Aset Kredit Yang Diserahkelolakan kepada PT PPA

Nilai aset kredit eks BPPN yang diserahkelolakan kepada PT PPA( Persero) per
31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp873.811.488.440,40. Hal ini dikarenakan aset kredit yang selama ini
diserahkelolakan kepada PT PPA( persero) tidak lagi dilakukan perjanjian serah
kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA( persero).

Rincian Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA disajikan dalam
Lampiran LD11.

(=3

Piutang BDL

Piutang eks BDL terdiri dari 15( lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5( lima)
BDL Eks dana Penjaminan. Adapun 15(lima belas) BDL Eks Dana Talangan
sebagai berikut:

i. 13( tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan
BAST Aset dari Tim Likuidasi( TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian
Keuangan;

ii. 1(satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat
Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;

iii. 1( satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank
Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi
kewajibannya.

Sedangkan 5( lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut:

i. 4(empat) BDL yaitu PT Bank Prasidha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank
Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan
penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi( TL) kepada Pemerintah c.q.
Kementerian Keuangan;

ii. 1(satu) BDL yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST
Aset, namun PT Bank Ratu pada semester Il tahun 2017 telah melunasi
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kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 sebesar
Rp10.093.368.778.479,40 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar
Rp10.132.343.537.785,80. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan
pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan
pengurusannya kepada PUPN. Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 terdiri
dari:

_ Uraian  31Desember2018 | 31Desember 2017

I. Eks Dana Talangan
Saldo Awal Kewajiban
BLBI
Dikurangi : Pengembalian
2017
Dikurangi : Pengembalian
2018
Saldo |

7.807.910.463.958,72 | 7.814.831.884.345,72

6.921.420.387

33.756.832.371

1.774.153.631.587,72 | 7.807.910.463.958,72

Il. Eks Dana Penjaminan

SaldoAwalKewajiban BLBI

2.324.429.011.587,06

2.443.114.586.461,06

Dikurangi : Pengembalian
2017

118.685.574.874

Dikurangi : Pengembalian
2018

5.213.864.695

Saldo Il

2.319.215.146.892,06

2.324.429.011.587.,48

Jumlah Saldo | & I

10.093.368.778.479,78

10.132.339.475.545,80

bl

—_

Rincian Piutang Pada BDL disajikan dalam Lampiran LD12

. Piutang pada PT PPA

Nilai Piutang pada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per
31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA( Persero)
adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait
pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset
yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas
umum negara.

Pada tanggal 12 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran oleh PT PPA atas
piutang tersebut, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp0.

Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat

Piutang kegiatan sewa kepada Indosat sebesar Rp3.122.950.550.859,78 pada
tahun 2014-2019 sebesar Rp546.360.000 yang belum dibayar sampai dengan
akhir 2018. Sehingga sampai dengan saat ini piutang yang terjadi sebesar
Rp482.618.000.

Piutang Bukan Pajak Aset Lain-Lain. Terdapat piutang Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berasal dari hasil lelang yang belum disetor di triwulan 11 2018
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sebesar Rp25.000.

4) Piutang Bukan Pajak Aset KKKS

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2018 ( Audited) dan 31 Desember 2017
masing-masing sebesar Rp20.749.998.113 dan Rp19.263.110.823 Piutang
Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan BMN yang berasal dari
KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara, terdirif 1) Piutang
Job Pertamina Petrochina East Jawa PT Pertamina( Persero), USD1,422,858.65
atau sebesar Rp20.604.416.111, dan (2) Piutang Conocophillips Indonesia
Inc,Ltd Perusda Anambas Sejahtera sebesar Rp145.582.002.

D.2.13. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
Bagian Lancar Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31

Jangka Panjang

Desember 2017 sebesar Rp6.295.339.227.189 dan Rp1.086.601.779.631

Lainnya Saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 terdiri:
a. 7. Sebesar Rp1.594.294.078.488 jumlah ini adalah bagian lancar piutang
jangka panjang PT Minarak Lapindo Jaya hingga tahun anggaran 2018 sebesar
Rp768.382.049.559 dengan rincian sebagai berikut:
Bagian lancar piutang jangka panjang 2015 193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2016 193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2017 193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2018 193.345.512.390
Jumlah 773.382.049.560
Ditambah bunga yang timbul hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp126.834.656.128 dengan rincian sebagai berikut:
- Bunga tahun 2015 15.467.640.991
- Bunga tahun 2016 37.122.338.379
- Bunga tahun 2017 37.122.338.379
- Bunga tahun 2018 37.122.338.379
Jumlah 126.834.656.128
dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp699.137.372.801
dengan rincian sebagai berikut:
- Denda tahun 2016 134.568.476.624
- Denda tahun 2017 282.284.448.089
- Denda tahun 2018 282.284.448.089
Jumlah 699.137.372.802
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang penanggulangan lumpur
sidoarjo sebesar Rp5.000.000.000,00. Penerimaan ini mengurangi total
piutang PT Minarak Lapindo, secara khusus, kebijakan atas perlakuan
penerimaan pembiayaan ini sebagai komponen pengurang saldo pokok atau
bunga akan ditentukan kemudian.
b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp4.700.985.148.701

merupakan piutang atas Yayasan Supersemar.

156 Catatan atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

D.2.14. Piutang Penerusan Pinjaman

Piutang Penerusan Jumlah Piutang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Pinjaman sebesar Rp23.609.406.852.881 dan Rp22.591.650.468.443
Piutang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 terdiri dari:
( dalam rupiah)
No.|  Uraian  31Desember2018 31 Desember 2017
1. | Bagian Lancar Piutang 13.076.833.905.203 12.712.303.683.642
Pemberian Pinjaman
2. | Piutang Denda Penerusan 1.216.332.449.135 796.105.289.184
Pinjaman

3. | Piutang Bunga Penerusan 4.002.513.667.577 4.387.248.377.574
Pinjaman Penyesuaian

4. | Piutang Jasa Bank 894.292.896.365 957.372.476.610
Penerusan Pinjaman
b. | Piutang Biaya Lain-lain 3.900.355300.304 3.365.746.890.439
Penerusan Pinjaman
6. | Piutang Bunga Akrual 519.078.634.295 372.873.750.994
Penerusan Pinjaman
. Jumeh | 23609.406.852.879

D.2.15. Piutang Lancar Kredit Pemerintah

Jumlah Piutang Lancar Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp776.236.492.092

Piutang ini terdiri dari dua bagian yaitu: piutang denda penyaluran KUMK sebesar
nihil dan piutang lancar kredit pemerintah( KUMK) sebesar Rp Rp775.312.000.000.

Piutang Lancar Kredit
Pemerintah

D.2.16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan
Tidak Tertagih- 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp108.330.981.813.450 dan
Piutang Bukan Pajak ~ Rp99.456.395.011.878 Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:
( dalam rupiah)

1. | Penyisihan Piutang
Deviden( BA 999.03) 123.950.756.326 128.013.524.257

2. | Penyisihan Piutang
Penerusan Pinjaman 14.333.596.061.526 14.807.285.369.575
( BA 999.04)

3. | Penyisihan Piutang
Subsidi( BA 999.07)
4. | Penyisihan Piutang
Belanja Lain-lain( BA 5.084.252.315 712.503.984
999.08)

5. | Penyisihan Piutang
Migas dan BOL( BA 93.856.472.303.413 84.507.109.582.404
999.99)

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03

11.878.439.870 13.274.031.658
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Klasifikasi kualitas piutang dividen disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Piutang dengan kualitas kurang
lancar disisihkan sebesar 104 dan piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar
1004 . Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi dan penyisihan piutang tidak
tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah total penyisihan
piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus
Rp123.950.756.326

Berdasarkan ketentuan tersebut, klasifikasi dan penyisihan piutang tidak tertagih
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah:

Kurang 2.193.562.087 219.356.209 2.771.241.398 277.124.140
Lancar

Diragukan 0 0 0 0
Macet 123.731.400.118 123.731.400.118 127.736.400.118 127.736.400.117

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.04

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Anggaran 2018 adalah
sebesar minus Rp14.333.596.061.526 dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Bagian
Lancar Penerusan Pinjaman 8.368.810.959.312 8.890.349.008.465
Penyisihan Piutang Bunga

—_

2|Pemberian Pinjaman 5.958.703.439.968 5.912.955.834.664
Penyisihan Piutang Denda
3|Pemberian Pinjaman 6.081.662.246 3.980.526.446

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.07
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember
2018 sebesar minus Rp11.878.439.870 dan per 31 Desember 2017 sebesar minus
Rp13.274.031.658. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan
Pajak per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

( dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak 1.142.839.475.600

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (11.878.439.870)
Subsidi Listrik pada Ditjen Anggaran Kemenkeu (4.084.245.684)
Subsidi Pupuk pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (850.687.981)
Kementan
Subsidi Benih pada Ditjen Tanaman Pangan Kementan (6.226.507.567)
Subsidi PSO KAl pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub (715.983.638)
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada Ditjen Pembiayaan (1.015.000)
Perumahan Kementerian PUPR

ﬂ
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4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.08

Saldo penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp5.084.252.315 dan minus Rp712.503.984.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-
masing debitur. Perbandingan penyisihan piutang tidak tertagih — piutang bukan
pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut:

( dalam rupiah)

015 |Kementerian Keuangan (4.443.434.996,00) (98.474.977,50)

018 |Kementerian Pertanian (481.520.149,00) (481.654.307,00)
Otoritas Jasa (159.297.170,00) (132.374.700,00)
Keuangan

Rincian penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan
sebagai berikut:

( dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak

Lancar 890.873.623.889 0,54 4.454.368.119
Kurang Lancal 4.811.607.957 104 481.160.796
Diragukan 504 -
Macet 148.723.400 1004 148.723.400
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

. Tahun Umur Kualitas ) Penyisihan
BA Pel| Uraian BA Pel Piutang| Piutang Piutang Piutang (Bruto) Piztang
015 |Kementerian 888.686.999.287| 4.443.434.996
Keuangan
Ditjen 2018 < 1 tahun Lancar 888.686.999.287( 4.443.434.996
Perbendaharaan
999979)
018 |Kementerian 277.566.811.272]  481.520.149
Pertanian
Ditjen Tanaman | 2018 « 1 tahun Lancar 12.190.014 60.950
Pangan 2017 222.220.216.550
969380) 2017 12.124.621.497
2017 189.102.252
2014 | >3 tahun | Kurang Lancar 4.811.607.957( 481.160.796
2018 < 1 tahun Lancar 59.680.604 298.403
2017 7.551.590.160
2017 27.700.716.008
2017 2.263.840.150
2017 633.246.080
Otoritas Jasa 2.263.477.384]  159.297.170
Keuangan
Otoritas Jasa 2018 £ 1 tahun Lancar 348.824.594 1.744.123
Keuangan 2018 « 1 tahun Lancar 1.753.460.390 8.767.302
984469) 2018 « 1 tahun Lancar 12.469.000 62.345
2015 | >3 tahun Macet 33.412.400 33.412.400
2014 | >3 tahun Macet 115.311.000f  115.311.000
Total 1.168.517.287.943] 5.084.252.315
Keterangan:

Piutang Kementerian Pertanian sebesar Rp272.683.332.697,00 tidak dilakukan penyisihan piutang

berdasarkan hasil kesepakatan dalam NKF LK BUN Belanja Lain-lain Tahun 2017 Nomor NKF-
999.08/62/R/DJAIPB.6/2018 tanggal 20 April 2018

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.99
Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 adalah sebesar minus Rp93.856.472.303.413 dan minus
Rp84.507.109.582.404 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset
Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS dan Piutang Migas. Rincian
perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:
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( dalam rupiah)

Penyisihan Piutang DJPB (815.841.005) (662.437.457)
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN (89.068.508.094.371) (84.224.064.519.426)
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset (5.883.576.765) (5.883.576.765)
Eks Pertamina

Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset (10.374.999.057) (9.631.555.412)
KKKS

Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset

BPLS

Penyisihan Piutang kepada Yayasan (4.458.580.389.115)

Supersemar

Penyisihan Piutang Migas (312.309.403.100) (266.867.493.344)

—_—

Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 adalah sebesar minus Rp815.841.005 dan minus
Rp662.437.457.

Dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2018, jumlah piutang adalah sebesar
Rp162.094.275.907, terdiri dari Piutang Lancar sebesar Rp162.093.200.907
dan Piutang Diragukan sebesar Rp1.075.000. Piutang Diragukan merupakan
Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dari Bank Antar Daerah pada
tahun 2015 yang diserahterimakan pengelolaannya dari KPPN Khusus
Penerimaan kepada Satker BUN Transaksi Khusus Direktorat Jenderal
Perbendaharaan( 987361) pada Desember 2018.

Lancar 162.093.200.907 0,5/ 810.466.005
Diragukan 1.075.000 50/ 537.500

Penyisihan piutang lancar tersebut terdiri dari penyisihan piutang tak tertagih
satker 987361 sebesar Rp666.971.592 dan penyisihan piutang tidak tertagih
atas TNP pada satker TK Dit. PKN sebesar Rp143.494.413.

N

Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN berasal dari
penyisihan piutang lain-lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih atas aset kredit eks BPPN per 31 Desember
2018 sebesar minus Rp89.068.508.094.371, sedangkan untuk per 31
Desember 2017 sebesar minus Rp84.224.064.519.425,20.

3. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina
per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp5.883.576.765, sedangkan per 31
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Desember 2017 sebesar minus Rp5.883.576.765. Penyisihan piutang tak
tertagih tersebut mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNBP berupa piutang sewa BMN
sehesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar minus
Rp5.883.576.765.

. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS

Penyisihan piutang tak tertagih aset KKKS pada tahun 2018 adalah sebesar
minus Rp10.374.999.057.

. Penyisihan piutang tak tertagih Aset BPLS tidak disisihkan dikarenakan nilai aset

yang dijaminkan melebihi dari nilai piutang.

. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar

Perhitungan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara. Besaran penyisihan piutang tak tertagih piutang
dihitung berdasarkan persentase nilai piutang sesuai kualitas piutang.

Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2018 sebesar
Rp242.404.759.586. Nilai tersebut berasal dari total nilai rekening yang telah
dilakukan pemblokiran dan pencairan. Namun demikian masih terdapat aset yang
telah disita tetapi belum dilakukan penilaian dan aset-aset lain yang belum
dilakukan eksekusi. Rincian daftar aset yang telah disita dan menunggu proses
eksekusi terlampir. Nilai aset-aset tersebut belum dapat ditentukan sehingga
belum dimasukan sebagai pengurang dari nilai piutang untuk disisihkan. Koreksi
atas besaran penyisihan piutang tak tertagih akan dilakukan kemudian dengan
memperhitungkan kembali nilai barang sitaan yang telah dilakukan penilaian
dan/atau eksekusi.

A. Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar : Rp4.700.985.148.701,56

B. Nilai Agunan atau Barang Sitaan : Rp242.404.759.586,00

C. Nilai Piutang untuk disisihkan( A-B) : Rp4.458.580.389.115,56

D. Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp4.458.580.389.115,56
(100% x C)

. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang PNBP Migas per 31 Desember

2018 sebesar  minus Rp312.309.403.100 merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas
bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Perhitungan besaran penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piuang Tidak Tertagih, yaitu

sebagai berikut:

- Piutang lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo.

- Piutang kurang lancar adalah piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan
1 tahun setelah jatuh tempo.

- Piutang diragukan adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun
sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo.

- Piutang macet adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun

D.2.17. Piutang PFK

Piutang kepada PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar

Rp230.659.224 dan Rp4.001.304

Piutang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar

Rp230.659.224 dan Rp4.001.304 berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK

Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan

dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran( pembayaran) dana PFK Pegawai kepada

Badan Penyelenggara, yang disebabkan adanya:

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari
pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan

2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK
Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan
Penyelenggara.

D.2.18. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp5.394.004.262 dan Rp2.039.495.859.264 merupakan persediaan dengan
rincian sebagai berikut:

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

( supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

( dalam rupiah)

015 Kementerian Keuangan 0,00 2.030.473.182.609,00
018 Kementrian Pertanian 1.319.754.895.00 4.578.322.340.00
- O toritas Jasa Keuangan 1.484.615.490,00 1.534.803.820,00

- S KK Miias 2.589.633.877,00 2.909.550.495,00

Rincian persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat
pada Tabel berikut:
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( dalam rupiah)

1 | Barang Konsumsi 4.053.138.652,00 4.415.456.600,00

2 | Bahan Untuk Pemeliharaan 21.110.715,00 28.897.715,00

3 | Persediaan untuk Tujuan 1.319.754.895,00 2.035.051.504.949,00
Strategis/Berjaga-jaga

Persediaan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.319.754.895 merupakan
persediaan tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional( CBN)
yang terdapat pada satker Ditjen Tanaman Pangan. Cadangan Benih Nasional
( CBN) di Gudang BUMN Operator merupakan cadangan benih yang digunakan
sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau
serangan OPT. Nilai persediaan merupakan angka persediaan per 31 Desember
2018 berdasarkan hasil stock opname. Komoditas benih yang terdapat di
gudang per 31 Desember 2018 berupa benih berbagai komoditas. Hasil stock
opname persediaan di gudang ( pencatatan persediaan manual) sebagai berikut:

1 _|Padi Non Hibrida 193.939 1.319.754.895,0]| 672.788 4.578.322.340,0
2 |Padi Hibrida 0 0,0 0 0.0
3 |Jagung Komposit 0 0,0 0 0,0
4 |Jagung Hibrida 0 0,0 0 0,0
5 |Kedelai 0 0,0 0 0,0

Rincian benih CBN di gudang pada BUMN PT SHS dan PT Pertani per 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut:

ilfe | 00 mwy Lo W@ 30

Persediaan pada 0JK sebesar Rp1.484.615.490 terdiri dari:

( dalam rupiah)

1{Barang Konsumsi 1.482.053.865 1.532.242.195

2|Barang untuk Pemeliharaan 2.561.625 2.561.625

Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.589.633.877 terdiri dari:
( dalam rupiah)

Persediaan
117111|Barang Konsum si 2.571.084.787 2.883.214.405
117113|Bahan untuk Pemeliharaan 18.549.090 26.336.090

—_

N
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D.2.19. Dana Bergulir

Dana Bergulir Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp38.751.152.041.474 dan Rp34.757.069.042.734. Dana bergulir merupakan
dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian
Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya,
dan sedang dalam proses perguliran atau outstanding di masyarakat atau pihak
ketiga lainnya.
Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

( dalam rupiah)
| No | UNITPENGELOLA |  31Desember2018 31 Desember 2017 |
1| BLU Lembaga Pengelola Dana 2.629.660.562.998 | 3.445.531.671.700
Bergulir KUMKM
2 | BLU Bidang Pendanaan 4.315.637.580.927 | 4.616.134.219.577
Sekretariat
Badan Pengelola Jalan Tol
3 | BLU Pusat Pengelolaan Dana 29.463.190.892.831 | 25.625.590.772.984
Pembiayaan Perumahan
4 | BLU Pusat Pembiayaan 758.264.173.716 473.887.356.891
Pembangunan Hutan
5 | UAIP( Kementerian Lingkungan 18.146.079.030 19.300.021.582
Hidup dan Kehutanan - DNS)
6 | BLU Pusat Investasi 1.352.498.396.761 565.500.000.000
Pemerintah
7 | BLU Lembaga Pengelola Modal 213.754.355.211 11.125.000.000
Usaha Kelautan dan Perikanan

_ JUMLAH | 38.751.152.041.474 | 34.757.069.042.734

Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember

2017 adalah Rp2.629.660.562.998 dan Rp3.445.531.671.700.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUMKM disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh
BLU LPDB KUMKM; dan

2. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM
menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM adalah sebagai berikut:

( dalam rupiah)

Piutang Dana Bergulir 2.227.498.438.541
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2018 402.180.962.970
Kelebihan Pembayaran Mitra (18.838.513)

Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program
pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan
industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.
Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana
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bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra

Koperasi dan UKM, dimana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-

KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir.

Nilai Realisasi Bersih( NRB) dana bergulir merupakan potensi pengembalian atas

dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra

Koperasi dan UKM yang mana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada

LPDB-KUMKM sebagai pengalihan dana bergulir. Besarnya NRB dipengaruhi oleh

beberapa faktor di antaranya tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM

( sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM

mendapatkan NRB dana bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan

UKM.

Tingkat suku bunga penyaluran dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM mengacu

kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Tarif

Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah. Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur tingkat

suku bunga penyaluran berdasarkan srata dan program penyaluran dana bergulir.

Strata tarif terbagi dua, yaitu:

1. Strata 1: Usaha Mikro dan Kecil( UMK) penerima pinjaman/pembiayaan dana
bergulir adalah UMK yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui
KSP/USP Koperasi Primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer atau UMK
Tenant Inkubator yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui
LMV;

2. Strata 2: Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah( KUMKM) penerima
pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah KUMKM yang menerima program
pinjaman/pembiayaan dana bergulir langsung dari LPDB-KUMKM dan/atau
melalui:

a. Lembaga Keuangan Bank( LKB);
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank( LKBB), yaitu:
1) Lembaga Modal Ventura( LMV);
2) Perusahaan Pembiayaan;
3) Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUMKM;
4) Perusahaan Pegadaian;
c. Koperasi( KSP/USP-Kop Primer); dan/atau
d. Badan Layanan Umum Daerah( BLUD).

Jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir yang diberikan. Jangka
waktu penyaluran untuk Koperasi Simpan Pinjam antara 3-5 tahun, dan untuk
investasi jangka waktu pinjamannya 5-10 tahun.

Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir Kementerian Negara | Lembaga per tanggal 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp4.315.637.580.927 dan
Rp.4.616.134.219.577 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang,
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barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun
anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan
Usaha Jalan Tol( BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan
tanah jalan tol. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT
kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah
dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Bergulir Per 31 Desember 2018

=TT

PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/
Surabaya —Mojokerto

PT. Pemalang Batang Toll Road |
Pemalang - Batang

PT. Jasa Marga Pandaan Tol/ Gempol -
Pandaan

PT. Trans Marga Jateng | Semarang -
Solo( Semarang - Ungaran)

211.216.651.231 295.814.893.391

179.730.172.460 179.730.172.460

PT. Trans Marga Jateng | Semarang — 113.488.299.560 163.681.811.481

Solo( Bawen - Kartasura)

PT. Lintas Marga Sedaya | Cikampek -
Palimanan

PT. Marga Harjaya Infrastruktur |
Kertosono — Mojokerto

PT. Trans Marga Jatim Pasuruan |
Gempol - Pasuruan

165.704.884.569

PT. Marga Setiapuritama | Semarang - 17.380.830.821 17.380.830.821
Batang

PT. Pejagan Pemalang Tol Road |
Pejagan — Pemalang

PT. Marga Lingkar Jakarta | JORR W-2

Utara

246.007.138.972 246.007.138.972

PT. Translingkar Kita Jaya | Cinere —
Jagorawi

399.993.673.322

399.993.673.322

PT. Transjabar Tol | Ciawi — Sukabumi

694.700.739.153

694.700.739.153

PT. Marga Kunciran Cengkareng/ 765.536.356.328 765.536.356.328
Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran

PT. Marga Trans Nusantara [ Kunciran - 645.432.549.442 645.432.549.442
Serpong

PT. Citra Waspphutowa [ Depok - 580.448.216.382 580.448.216.382
Antasari

PT. MTD-CPP Expressway | Cibitung- 287.996.789.617 287.996.789.617

Cilincing

PT Cimanggis Cibitung Toll Way |
Cimanggis-Cibitung

173.706.163.639

173.706.163.639

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.05/2014 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian
Pekerjaan Umum, tingkat suku bunga atau Nilai Tambah yang diterapkan oleh BLU-

Catatan atas Laporan Keuangan = 167



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

BP Set BPJT kepada Badan Usaha Jalan Tol( BUJT) atas penggunaan dana BLU-BP
Set BPJT untuk pembayaran UGR pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
adalah sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan( LPS) bank umum
plus ¥4 ( LPS+1¢ ) tingkat suku bunga LPS yang digunakan untuk menghitung Nilai
Tambah adalah sesuai periode yang diumumkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
untuk bank umum.

Dana Bergulir pada BLU PPDPP

Dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan( PPDPP)
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp29.463.190.892.831 dan Rp25.625.590.772.984.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan( PPDPP)
yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) merupakan mekanisme
bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang
yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan
dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode
blended financing.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. | Nilai Penyaluran Dana Bergulir

* Tahun 2010 242.656.944.516
* Tahun 2011 3.688.272.535.411
* Tahun 2012 2.587.256.538.729
* Tahun 2013 5.363.161.269.150
* Tahun 2014 4.655.625.834.824
* Tahun 2015 6.055.232.493.208
* Tahun 2016 5.627.538.999.307
* Tahun 2017 2.706.624.492.776
* Tahun 2018 5.895.206.726.677

2. | Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir

* Pengembalian Pokok 2010 43.789.900
* Pengembalian Pokok 2011 58.100.576.876
* Pengembalian Pokok 2012 208.986.757.420
* Pengembalian Pokok 2013 437.925.189.962
* Pengembalian Pokok 2014 700.004.741.058

* Pengembalian Pokok 2015 1.003.975.167.544
* Pengembalian Pokok 2016 1.262.801.035.360
* Pengembalian Pokok 2017 1.628.941.076.817
* Pengembalian Pokok 2018 2.057.606.606.829

Investasi Non Permanen PPDPP (1-2) 29.463.190.892.831

Keterangan:
Nilai penyaluran selama tahun 2010 sebesar Rp242.656.944.516 untuk
membiayai 7.959 unit rumah tapak;
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Nilai penyaluran selama tahun 2011 sebesar Rp3.688.272.535.411 untuk
membiayai 109.592 unit yang terdiri dari 109.458 unit rumah tapak dengan nilai
Rp3.682.137.853.511 dan 134 unit rumah susun dengan nilai
Rp6.134.681.900;

Nilai penyaluran selama tahun 2012 sebesar Rp2.587.256.538.729 untuk
membiayai 64.785 unit yang terdiri dari 64.780 unit rumah tapak dengan nilai
Rp2.587.063.685.999 dan 5 unit rumah susun dengan nilai Rp192.852.730.
Nilai penyaluran selama tahun 2013 sebesar Rp5.363.161.269.150 untuk
membiayai 102.714 unit yang terdiri dari 102.663 unit rumah tapak dengan nilai
Rp5.359.485.866.650 dan 51 unit rumah susun dengan nilai Rp3.675.402.500.
Nilai penyaluran tahun 2014 sebesar Rp4.655.625.834.824 untuk membiayai
76.057 unit yang terdiri dari 76.023 unit rumah tapak dengan nilai
Rp4.652.243.259.824 dan 34 unit rumah susun dengan nilai Rp3.382.575.000.
Nilai penyaluran tahun 2015 senilai Rp6.055.232.493.208 untuk membiayai
76.493 unit rumah tapak dan 5 rumah susun.

Nilai penyaluran tahun 2016 senilai Rp5.627.538.999.307 untuk membiayai
58.469 unit rumah tapak.

Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2017 senilai Rp2.706.624.492.776 untuk
membiayai 23.763 unit rumah tapak dan 41 unit rumah susun.

Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2018 senilai Rp5.895.206.726.677 untuk
membiayai 57.931 unit rumah tapak dan 8 unit rumah susun.

Dana bergulir pada BLU Pusat P2H

Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp758.264.173.716 dan
Rp473.887.356.891.

Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen disebabkan oleh penyaluran
dana bergulir kepada masyarakat selama tahun 2018. Jika dibandingkan dengan
Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2017 terjadi kenaikan
sebesar Rp284.376.816.825 yang semuanya terdiri dari penyaluran kepada debitur
HR, HTR, HTI.

Perubahan nilai investasi ini juga disebabkan sampai dengan 31 Desember 2018 BLU
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan melakukan perhitungan penyisihan
cadangan piutang sebesar Rp22.622.772.656. Perhitungan ini berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai
Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk tagihan dengan rincian
sebagaimana terlampir.Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk
dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan
lainnya. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan
Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.
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Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA
999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian
Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan
Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.
Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berasal
dari Bagian Anggaran 999.03 dengan total Rp2.014.582.699.000, dengan rincian
alokasi sebesar Rp1.393.600.000.000 berasal dari APBN Tahun 2008 sebesar
Rp620.982.699.000 berasal dari APBN Tahun 2009.
Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan digunakan untuk mendukung
keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan
tanaman yang dilakukan oleh masyarakat.
Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan memiliki
jangka waktu pinjaman selama 6-8 tahun, dengan tingkat suku bunga kepada debitur
yaitu:
1) Tahun 2010 - Oktober 2012, sebesar tingkat suku bunga LPS yaitu 7,254 ;
2) Okt 2012 - sekarang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat

Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan, yaitu:
- Hutan Rakyat( HR) & Hutan Tanaman Rakyat( HTR) sebesar Bl rate

yaitu 5,75¢ ;
- Hutan Tanaman Industri( HTI) sebesar Bl rate + 44 ( 5,75/ +4¢ ).

Dana bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dana bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditata kelola dalam
Unit Akuntansi Investasi Pemerintah ( UAIP). Dana bergulir yang dikelola oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582 Mutasi
Investasi dana bergulir tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang oleh debitur
sebesar Rp1.153.942.552.

Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang
dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana
bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

Dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan
penyaluran dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan
realisasi Separate Arrangement Agreement( SAA) antara Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Jerman untuk program Debt for Nature Swap (DNS) yang
ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka
DNS ini adalah Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and
Small Enterprises. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun
2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir
untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
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Program DNS merupakan program keringanan utang kepada Indonesia melalui
penyediaan sejumlah dana oleh Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua pemerintah sepakat bahwa ada
empat indikator keberhasilan program ini, yaitu:
1. Perbaikan satu indikator kualitas lingkungan di sekitar penerima manfaat, dalam
hal ini UMK;
2. 8064 dana tersalurkan ke pengguna;
3. Non-performing investment 104 ; dan
4. Terbentuknya mekanisme dana bergulir di akhir pelaksanaan program.
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2010 antara Kementerian Lingkungan
Hidup dengan Bank Syariah Mandiri( BSM) sebagai Bank penyalur, ditetapkan suku
bunga dana bergulir yang disalurkan oleh BSM adalah setinggi-tingginya sebesar
1% per tahun dan serendah-rendahnya sebesar 8¢ per tahun. Jangka waktu
pembiayaan atau penyaluran dana bergulir adalah selama-lamanya 8( delapan) tahun
dan termasuk satu tahun masa tenggang sejak penandatanganan akad pembiayaan.
Nilai yang disajikan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 bersumber dari data
yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai,
pengelolaan dan tanggung jawab atas tindak lanjut permasalahan atas pengelolaan
dana bergulir merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Dana Bergulir Pusat Investasi Pemerintah

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen( Dana Bergulir) PIP Per 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017, nilai dana bergulir pada BLU PIP sebesar
Rp1.352.498.396.761 dan Rp565.500.000.000. Dana bergulir PIP diberikan
kepada beberapa lembaga keuangan bukan bank( LKBB).

Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP)

Pos Dana Bergulir LPMUKP berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar
akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada
masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN( BA BUN Investasi). Jumlah
Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir LPMUKP per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp213.754.355.211 dan
Rp11.125.000.000.

1. | Nilai Penyaluran Dana Bergulir
* Tahun 2017 11.125.000.000 7

* Tahun 2018 215.732.780.000 310
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Dana Bergulir
Diragukan Tertagih

D.2.20. Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
adalah sebesar minus Rp1.015.195.857.543 dan minus Rp823.745.637.784.
Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk
mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Perhitungan dilakukan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai
Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk tagihan. Secara rinci,
penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai
berikut:

( dalam rupiah)

| 31Des2018

1 BLU Lembaga Pengelola Dana (952.848.817.952) (793.779.058.004)
Bergulir KUMKM

2

3

4

BLU Bidang Pendanaan Sekretariat (21.578.187.905) 0
Badan Pengelola Jalan Tol

BLU Pusat Pembiayaan (22.622.772.656) (10.666.558.198)
Pembangunan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan (18.146.079.030) (19.300.021.582)
Kehutanan

| (1.015185.857.543)

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 pada BLU LPDB
KUMKM sebesar Rp.952.848.817.952.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih termasuk didalamnya dana bergulir yang
telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara( PUPN) atas
dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai Dana Bergulir yang
Diragukan Tertagih sebesar Rp.270.151.361.629.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan( BPK) atas Laporan
Keuangan LPDB-KUMKM Tahun 2018 terdapat kesalahan pencatatan tarif jaminan
yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan dana bergulir
diragukan tertagih yaitu jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang tidak diikat
dengan hak tanggungan yang seharusnya sebesar 604 tetapi dihitung 80¢ dan
terdapat perubahan nilai jaminan mitra CV Sumber Urip Jaya yang semula
Rp165.000.000 menjadi Rp365.000.000 sehingga perhitungan secara akumulatif
terdapat penambahan nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar
Rp3.710.159.594.

Dana bergulir diragukan tertagih( unaudited) Rp  949.138.658.358
Koreksi dana bergulir diragukan tertagih Rp 3.710.159.594
Dana bergulir diragukan tertagih( audited) Rp  952.848.817.952

Dana Bergulir diragukan tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagai subsatker dibawah UAIP per 31 Desember 2018 dan 2017
sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582. Adapun penurunan penyisihan
disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut
dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL.
Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan( UAIP), nilai
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realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di
masyarakat, dikurangkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif( PPAP)
yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai
PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana
bergulir diragukan tertagih.

Untuk BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol Saldo Dana
Bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
Rp21.578.187.905 dan Rp0. Dana bergulir diragukan tertagih adalah estimasi dana
bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau
seluruhnya. Dalam perjanjian layanan Dana Bergulir antara BLU BP Set BPJT dengan
BUJT disebutkan bahwa jatuh tempo perjanjian adalah ketika pembebasan lahan
telah selesai dilakukan ditandai dengan adanya surat pemberitahuan dari BPJT.
Sedangkan pembebasan lahan untuk ruas-ruas jalan tol tersebut masih belum selesai
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan belum diperoleh surat
pemberitahuan bahwa pengadaan tanah sudah selesai dari BPJT atau belum jatuh
tempo. Sehingga BLU BP Set BPJT menggunakan tarif dengan kualifikasi lancar
atau sebesar 0,5¢ .

Perhitungan penyisihan cadangan piutang pada BLU P2H dilakukan berdasarkan
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-156/KN/2016 Tanggal 11 Februari
2016 perihal Penilaian Investasi Nonpermanen dengan Metode Nilai Bersih yang
Dapat Direalisasikan. Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember
2018 dan 2017 sebesar Rp22.622.772.656 dan Rp10.666.558.198.

D.2.21. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Investasi Nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki
Panjang Non oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Investasi Nonpermanen Lainnya yang
Permanen Lainnya dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2018 adalah
investasi berbentuk pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
(ITPT) oleh Kementerian Perindustrian dan investasi jangka panjang non permanen
LPDP.
Nilai investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp46.347.382.486.948 dan Rp4.132.872.181.
Terdapat peningkatan nilai investasi non permanen lainnya sesuai PMK 169 tahun
2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang
mengatur bahwa investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan
didayagunakan oleh satker BLU ( entitas pelaporan selaku penerima penugasan
pengelolaan dana BUN) pada instrumen investasi keuangan diklasifikasikan sebagai
investasi non permanen lainnya. Saat ini terdapat satu BLU yang memiliki aset
keuangan yaitu BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( BLU LPDP) yang
merupakan unit dibawah UAKPA Direktorat SMI DJPh( 961671).
Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA 999.03 adalah
sebagai berikut:
( dalam rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan = 173



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

Kementerian Perindustrian 4.089.232.181 4.132.872.181

‘LPDP ‘ 46.343.293.254.767 ‘ - i

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Pada Kementerian
Perindustrian
Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.089.232.181 dan
Rp4.132.872.181. Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian
Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada
perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil( ITPT) melalui Skim 2 dan diatur
melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang
Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui
sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk
pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama
antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program( LPP). Proporsi modal
padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahan ITPT sebesar 204 ,
LPP sebesar 18¢ dan Kemenperin sebesar 784 . Pihak yang bertindak sebagai
LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM,
sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Pada LPDP

Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP sebesar
Rp46.343.293.254.767 sedangkan per 31 Desember 2017 nilai investasi
jangka panjang non permanen BLU LPDP adalah sebesar Rp0. Penyajian
portofolio LPDP yang sumber dananya dari APBN( BA BUN Investasi) sebagai
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya adalah dalam rangka
penugasan LPDP sebagai BLU pengelola dana sesuai dengan amanat PMK
Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tatakerja LPDP ( terakhir
diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 tentang
Akuntansi Investasi, portofolio investasi jangka panjang LPDP yang disajikan
pada laporan keuangan secara substansi tidak seluruhnya merupakan investasi
jangka panjang. Terdapat penempatan investasi yang secara substansi
merupakan investasi jangka pendek, antara lain deposito( jangka waktu 3 s.d.
12 bulan) dan Obligasi Korporasi( jangka waktu 5 s.d. 10 tahun namun dapat
diperjualbelikan sewaktu-waktu untuk mendapatkan capital gain).

Penyajian portofolio LPDP sebagai investasi jangka panjang mengacu pada
ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan BLU dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang
mengklasifikasikan investasi berdasarkan asal sumber dana. Dengan demikian,
penyajian portofolio LPDP yang merupakan BLU pengelola dana berdasarkan
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amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tatakerja LPDP
( terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016) sebagai investasi
jangka panjang berdasarkan sumber dana investasinya telah sesuai dengan
ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dan PMK PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

D.2.22. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan
Realisasinya

Investasi Jangka Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31
Panjang Non Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rjf 303.374.618.948) dan
Permanen Lainnya R 4.132.872.181).

Diragukan Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada
Realisasinya investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan Aset

Keuangan KPA Dit SMI( 961671) -BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan( LPDP).

( dalam rupiah)

1 Investasi nonpermanen pada (4.089.232.181) (4.132.872.181)
Kementerian Perindustrian( SKIM-2)
2 Nilai Aset Keuangan KPA Dit SMI (299.285.386.767)

(961671) - BLU LPDP

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada
investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan BLU
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan( LPDP).

Penurunan nilai penyisihan disebabkan terdapatnya penyelesaian/pembayaran kredit
yang sebelumnya telah disisihkan/ditetapkan sebagai kredit macet.

Adapun investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar
(Rp299.285.386.767) pada BLU LPDP disebabkan adanya penurunan nilai wajar
investasi LPDP yang sesuai PMK169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi
karakteristik available for sale.

Investasi Permanen D.2.23. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara
Penyertaan Modal Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara( PMN) per 31 Desember 2018
Negara dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.286.384.989.214.962 dan

Rp2.133.750.339.987.429. Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal
Negara meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara( PMN) pada Perusahaan Negara
(BUMN), Perseroan Terbatas Lainnya (Non-BUMN), Lembaga Keuangan
Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 tersebut adalah sebagai berikut:
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( dalam rupiah)
Penyertaan Modal Pemerintah 2.189.877.537.413.492 2.053.384.644.525.323
pada Persero
Penyertaan Modal Pemerintah 47.038.715.000.000 36.931.206.575.871
pada Perum
Penyertaan Modal Luar Negeri 21.293.200.765.776 17.951.256.260.707
Penyertaan Modal Pemerintah 28.175.536.035.694 25.483.232.625.528
pada Badan Usaha Lainnya

1. PMN pada Persero
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017  adalah  sebesar  Rp2.189.877.537.413.492  dan
Rp2.053.384.644.525.323.
Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara( PMN)
pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara
( BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum.
Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah O 514 , sehingga nilai PMN
pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.
PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

( dalam rupiah)

Persero Kementerian BUMN 2.133.010.292.264.217 1.998.472.944.288.819
Persero Kementerian Keuangan 56.867.245.149.275 54.911.700.236.504
untuk BUMN di bawah Kementerian

Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan
pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari
sama dengan 504 sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan
metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.133.010.292.264.217 dan
Rp1.998.472.944.288.819. Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan
merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi
jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 504
sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.
Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif
( penihilan) terhadap 2( dua) perseroan yang mengalami kerugian dan memiliki ekuitas
negatif yakni PT Asuransi Jiwasraya ( Persero), dan PT Varuna Tirta Prakarsa
( Persero).
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Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31
Desember 2018 termasuk didalamnya ekuitas BUMN yang belum selesai auditednya
sampai dengan LKPP Audited selesai disusun. Berikut adalah BUMN yang belum
menyelesaikan Laporan Keuangan Auditednya yaitu:

1. PT Perkebunan Nusantara lll
saat ini Laporan Keuangan Konsolidasian Persero Tahun Buku 2018 Audited
masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik terkait penerapan PSAK
69( argikultur) dan PSAK 24( imbalan Kerja).

2. PT Asabri
saat ini Laporan Keuangan Persero Tahun Buku 2018 Audited masih dalam
proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.

3. PT Asuransi Jiwasraya

Saat ini masih dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Disamping itu, Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN
per 31 Desember 2018 yang berasal dari PT PLN ( Persero) dan PT Pertamina
( Persero) dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan yang berasal dari pemerintah dan
menjadi bagian yang mempengaruhi ekuitas perusahaan.

LKBUN Tahun 2018 Audited menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT
Perusahaan Listrik Negara( PT PLN( Persero)) dan PT Pertamina( Persero) masing-
masing sebesar Rp903,69 triliun dan Rp380,73 triliun. Nilai tersebut berbeda
dengan nilai Net Equity pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN( Persero) dan PT
Pertamina( Persero) masing-masing sebesar Rp926,87 triliun dan Rp399,65 triliun.
Lebih lanjut, kenaikan Investasi Permanen PMN LKBUN Tahun 2018 Audited
tersebut diantaranya merupakan dampak laba bagian Pemerintah Tahun 2018 yang
disajikan sebagai Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada PT PLN
( Persero) dan PT Pertamina( Persero) masing-masing sebesar R 6,62) triliun dan
Rp27,19 triliun. Nilai pendapatan tersebut berbeda dengan laba bagian Pemerintah
pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN( Persero) dan PT Pertamina( Persero) masing-
masing sebesar Rp11,56 triliun dan Rp35,99 triliun. Perbedaan-perbedaan tersebut
karena PT PLN (Persero) dan PT Pertamina ( Persero) mengakui Piutang dan
Pendapatan kompensasi yang belum ditetapkan Pemerintah atas selisih Tarif
Tenaga Listrik pada PT PLN( Persero) dan selisih HIE BBM Non Subsidi pada PT
Pertamina( Persero) masing-masing sebesar Rp23,17 triliun dan Rp9,46 triliun yang
merupakan nilai wajar piutang Pemerintah sebesar Rp15,53 triliun. Pemerintah
belum mengakui utang atas selisih Tarif Tenaga Listrik dan HJE tersebut. LK Tahun
2018 PT PLN( Persero) telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik( KAP) Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai
Laporan Auditor Independen Nomor 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019
tanggal 18 Mei 2019. Sedangkan LK Tahun 2018 PT Pertamina( Persero) diperiksa
oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini Wajar Dengan Pengecualian
terkait pengakuan piutang/pendapatan selisih HJE sesuai Laporan Auditor
Independen Nomor 01241/2/1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 tanggal 20 Mei
2019.
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Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp56.867.245.149.275
dan Rp54.911.700.236.504.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam
modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan
pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau
kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan
Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan
alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2. Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga

( dalam rupiah)

PT Sarana 1064 8.185.922.000.000 7.873.355.394.712
Multigriya Finansial

PT Sarana Multi 1004 35.575.889.656.179 34.321.152.953.748
Infrastruktur

PT Penjaminan 1004 10.480.670.677.000 10.251.443.874.000
Infrastruktur

Indonesia

PT Geo Dipa Energi 93¢ 2.624.762.816.096 2.465.748.014.044

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp47.038.715.000.000 dan Rp36.931.206.575.871.
Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada
Badan Usaha Milik Negara( BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum
namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada
BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai
investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum
PPD.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.
Per 31 Desember 2017, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN.

3. PMN pada Lembaga Internasional

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara
Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 masing-masing sebesar Rp21.293.200.765.776 dan
Rp17.951.256.260.707.

Kenaikan nilai Penyertaan Modal Negara( PMN) Indonesia pada organisasi | Lembaga
Keuangan Internasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 sebesar
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Rp3.341.944.505.069. Kenaikan PMN ini disebabkan oleh penambahan investasi
dan koreksi penyesuaian akibat selisih kurs.
Berikut penjelasan atas koreksi/ penyesuaian saldo investasi pada LKI:

Common Fund for Commodities/CFC

Investasi PMN pada CFC tercatat dalam 2 jenis mata uang, yakni USD1.028.901
yang berasal dari setoran kas dan EUR223.450 yang berasal dari penerbitan
promissory notes. Penyajian investasi sampai 31 Desember 2016 dilakukan dengan
mentranslasikan nilai promissory notes dalam EURO ke USD, dan menjumlahkannya
dengan setoran kas dalam USD. Pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan koreksi
penyajian investasi pada CFC, yaitu pemisahan investasi dalam mata uang USD dan
Euro.

Asian Development Bank
(ADB)
International Bank for

2 Reconstruction and 2.421.272.833.205 2.265.272.035.374 156.000.797.830
Development (IBRD)

5.822.482.670.109 5.577.928.137.684 244.554.532.425

International Development 172.453.207.084

Association (IDA) 498.305.706.424 325.852.499.340

4 | International Finance 457.628.562.000 428.143.896.000 29.484.666.000
Corporation (IFC)
Multilateral Investment
5 | and Guarantee Agency 54.996.231.420 51.452.865.360 3.543.366.060
(MIGA)

Islamic Development Bank
(IDB)

2.740.795.601.663 2.551.429.060.468 189.366.541.195

7 | International Islamic Trade 29.830.860.000 27.908.880.000 1.921.980.000
Finance Corporation (ITFC)

The Islamic Corporation for
g | thelnsurance of 2.520.329.798 2.414.471.505 105.858.293
Investment and Export
Credit (ICIEC)
International Fund for
9 Agricultural Development 1.042.038.279.000 920.708.532.000 121.329.747.000
(IFAD)

1g | Common Fund for 18.599.791.519 17.553.545.020 1.046.246.499
Commodities (CFC) T e T
The Islamic Corporation for
1" the Development of the 236.125.220.639 148.521.057.955 87.604.162.683
Private Sector (ICD)
Credit Guarantee and

12 . 182.460.600.000 170.704.800.000 11.755.800.000
Investment Facility

13 | Asian Infrastructure 7.786.144.080.000 |  5.463.366.480.000 | 2.322.777.600.000
Investment Bank (AlIB)

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp28.175.536.035.694 dan
Rp25.483.232.625.528. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :
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( dalam rupiah)

| URNAN | 31Desember2018 | 31 Desember2017

Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan
21.189.412.000.000 | 21.268.011.000.000
Ekspor Indonesia( UAKPA DJKN)

Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat

Berharga Syariah Negara 544.249.193 525.265.031
( UAKPA Dit EAS DJPPR)

Penyertaan pada Perusahaan( Minoritas)

Dalam Negeri 2.689.935.786.501 2.534.744.360.497

( UAKPA Kementerian BUMN)
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar
Negeri( UAKPA BKF)

Pt.ar.lyertaan Pada BP TAPERA( UAKPA 2 500.000.000.000
Dirjen Pembiayaan)

o dumwaw | 28.175.536.035.694 | 25.483.232625.528

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEl)-Indonesia Eximbank ( IEB) yang
sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia ( BEI), merupakan
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam
menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi
pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang
dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember
2017 adalah Rp21.189.412.000.000 dan Rp21.268.011.000.000.

2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara

1.795.644.000.000 1.679.952.000.000

khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ( special purpose vehicle-
SPV)

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp544.249.193 dan Rp525.265.031.
Penambahan saldo rekening Perusahaan Penerbit SBSN sebesar Rp 18.894.162
tersebut merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari bagi hasil deposito
mudharabah.

3. PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya( Minoritas) per 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.689.935.786.501 dan
Rp2.534.744.360.497.

PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan
persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 584 . Nilai PMN pada
Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.

Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih
dari sama dengan 504 , sedangkan metode biaya digunakan untuk Non BUMN
yang kepemilikannya di bawah 50¢ .

Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2018 adalah:
1. Kepemilikan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:
- PT Surabaya Indah Estate Rungkut( 564 );
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- PT Jakarta Indah Estate Pulogadung( 504 ).

2. Kepemilikan dengan menggunakan metode biaya adalah:
- PT Nindya Karya;
- PT Perkebunan Nusantara [;
- PT Perkebunan Nusantara Il;
- PT Perkebunan Nusantara IV,
- PT Perkebunan Nusantara V;
- PT Perkebunan Nusantara VI;
- PT Perkebunan Nusantara VII;
- PT Perkebunan Nusantara VIII;
- PT Perkebunan Nusantara IX;
- PT Perkebunan Nusantara X;
- PT Perkebunan Nusantara XI;
- PT Perkebunan Nusantara XI;
- PT Perkebunan Nusantara XIII;
- PT Perkebunan Nusantara XIV;
- PT Rekayasa Industri;
- PT PANN Pembiayaan Maritim;
- PT Indosat Thk;
- PT Bank Bukopin Tbk;
- PT Socfindo;
- PT Asean Bintulu Fertilizer;
- PT Prasadha Pamunah Limbah Industri;
- PT Kawasan Industri Lampung.;
- PT Tambang Batubara Bukit Asam Thk;
- PT Timah Thk;
- PT Aneka Tambang Thk;
- PT Perusahaan Gas Negara( Persero) Thk.

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan
negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan
penyertaan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan
negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan
Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

4. PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada

ASEAN Infrastructure Fund( AIF) dan International Rubber Consortium Limited

(IRCo). Per 31 Desember 2018, nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan
IRCo sebesar Rp1.795.644.000.000. Rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

ASEAN 1.737.720.000.000 1.625.760.000.000 111.960.000.000
Infrastructure Fund
( AIF)

International Rubber 57.924.000.000 54.192.000.000 3.732.000.000
Consortium Limited
(IRCo)
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Investasi Permanen
BLU

Investasi Permanen
Lainnya

D.2.24. Investasi Permanen BLU

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember

2017 adalah sebesar Rp8.473.190.882 dan Rp8.325.008.679.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012( PP No.74/2012), BLU tidak dapat melakukan

investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu,

investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Oleh karena itu,

semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU akan dicatat dan

dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku BUN, tidak

dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

menjadi induk Satuan Kerja BLU.

Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan

Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. BLU PPK Gelora Bung Karno
Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno( Sekretariat Negara) pada
PT Senayan Trikarya Sempana( PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10¢
dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan
BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora
Bung Karno dicatat dengan metode biaya.

2. BLU Universitas Islam Negeri( UIN) Sumatera Utara Medan
BLU Universitas Islam Negeri( UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan
pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar
saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B atau persentase kepemilikan
sebesar 30,82 . Pada tahun 2016, nilai investasi permanen BLU pada UIN
Sumatera Utara Medan di LK SAP masih menggunakan nilai berdasarkan Audit
BPK atas LK SAP Tahun 2013 yaitu Rp1.523.121.974. Sedangkan pada LK
SAK, nilai penyertaannya mengalami koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan KAP
atas Laporan Keuangan ( SAK) Tahun 2016 menjadi Rp1.687.814.179.
Berdasarkan Laporan Keuangan SAP 2017 Audited yang disampaikan dan Berita
Acara Pemutakhiran Data Nomor BA-14/KN.3/UAIP/2018 tanggal 31 Januari
2018, nilai Investasi Permanen BLU tahun 2017 audited menggunakan nilai
Rp1.687.814.179 karena PT BPRS Puduarta Insani masih dalam proses
penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya UIN Sumatera Utara telah menyampaikan laporan keuangan tahun
2018 audited dengan nilai Investasi jangka panjang Rp2.105.996.382 atau
terdapat kenaikan sebesar Rp418.182.203 untuk kepemilikan 37,28/ pada PT
BPRS Puduarta Insani di Medan.

D.2.25. Investasi Permanen Lainnya

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp507.489.626.554.368 dan
Rp436.354.324.393.637
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Penjelasan atas Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:
Investasi Permanen Lainnya terdiri dari 3 Akun Akrual 6 digit yakni:
1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia;
Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2017 adalah sebesar Rp359.822.197.000.000 dan
Rp304.083.468.000.000.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan
negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat
dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan
BA 999.03.
Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor
15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai
tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di
Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas
sebagai komponen laporan keuangan.
Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen
menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain
itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba,
sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk
mengetahui kekayaan bersih( net worth).
Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena
keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari
kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia
sebagai satu-satunya lembaga sui generis yang dapat mengeluarkan dan
mengedarkan uang rupiah menyebabkan Laporan Arus Kas tidak relevan karena
Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.
Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai
penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan
menjumlahkan sub-sub akun yang pada Laporan Keuangan Bank Indonesia tahun
sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:
1. Selisih Revaluasi.
2. Modal.
3. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
a. Cadangan Umum;
b. Cadangan Tujuan;
4. Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Otoritas/Lembaga Penjamin Simpanan
Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31
Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah  sebesar
Rp102.119.230.955.000 dan Rp87.464.519.773.000.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan
negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat
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dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan
BA 999.03
3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain.

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum( PTN BH), BPMIGAS dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS).
Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp45.548.198.599.368 dan Rp44.806.336.620.637 dengan
rincian sebagai berikut:

( dalam rupiah)

1 Institut Pertanian Bogor 1.603.071.923.643 1.510.825.849.228
2 | Universitas Airlangga 2.277.484.798.858 2.057.508.228.351
3 | Institut Teknologi Bandung 2.064.284.255.718 2.173.453.041.763
4 | Universitas Indonesia 4.226.657.790.566 4.173.262.381.142
5 | Universitas Gajah Mada 3.889.767.136.555 3.656.484.520.737
6 | Universitas Pendidikan Indonesia 835.687.198.323 779.700.402.216
7 | Universitas Sumatera Utara 1.926.351.353.085 1.981.325.939.928
8 | Universitas Padjajaran 1.192.757.043.174 1.213.663.368.482
9 | Universitas Diponegoro 2.110.921.913.157 1.901.765.280.198
10 | Universitas Hasanuddin 2.067.472.666.539 1.954.643.450.248
11 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember 998.767.982.046 968.809.319.343
12 | BP Migas - 352.405.757.084
13 | BPJS Kesehatan 10.161.365.113.684
10.124.002.619.904
14 | BPJS Ketenagakerjaan 12.230.971.917.800 | 11.921.123.968.233

rincian nilai Investasi Pada Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung adalah
sebagai berikut:

Unlver3|.tas 4.226.657.790.566 4.173.262.381.142 4.448.116.498.796*
Indonesia

Institut Teknologi

Bandung 2.064.284.255.718 2.173.453.041.763 | 2.115.375.969.632 **

* Nilai Koreksi Saldo Awal Ul berdasarkan Nilai Aset Bersih pada LK Ul Tahun 2017 Audited.
** Nilai Koreksi Saldo Awal ITB berdasarkan Nilai Aset Bersih pada LK ITB Tahun 2017 Audited yang
disajikan kembali( Restated).

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa
Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan
layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan
tersebut selambat-lambatnya 2( dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga
saat ini 11 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara
dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Pada tahun 2017, terdapat
4 PTNBH baru yang telah menjalankan operasionalnya sebagai PTNBH sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro,
Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

184 Catatan atas Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 Audited

Rincian penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

1. Institut Teknologi Bandung sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

2. Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;

3. Universitas Gadjah Mada sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;

4. Universitas Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;

5. Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;

7. Universitas Airlangga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;

8. Universitas Padjajaran sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;

9. Universitas Diponegoro sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;

10.Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;

11.Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh
Nopember.

Dalam PP Statuta masing-masing PTN BH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan
awal dari PTN BH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan
bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.

BP Migas

Terkait BP Migas, sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, pelaporan kekayaan/ekuitas
bersih BPMIGAS/SKK Migas dilakukan oleh Sistem Akuntansi Badan Lainnya, sehingga
nilai ekuitas bersih BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan SAIP merupakan nilai
ekuitas per tanggal 13 November 2012 setelah audit.

Melalui Nota Dinas Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-
1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 dan Surat Menteri Keuangan kepada Kepala
SKK Migas Nomor S-858/MK.05/2018 tanggal 9 Nopember 2018, Menteri Keuangan
menerbitkan kebijakan terkait pencatatan nilai ekuitas bersih eks BP Migas dimana SKK
mencatat dan menyajikan ekuitas bersih eks BP Migas pada laporan keuangan BUN Unit
Badan Lainnya ( BA 999.09) dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai investasi
permanen penyertaan modal negara pada laporan keuangan BUN Investasi Pemerintah
( BA 999.03).
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BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber
aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan
aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya
menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang
tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes( Persero) pada tanggal 1
Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar
Rp9.651.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui
Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan
Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan
Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah Rl juga membentuk BPJS
Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan
liabilitas PT Jamsostek ( Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana
tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek( Persero) per 31 Desember 2013 dan modal
awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi
atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.26. Aset Tetap
Aset Tetap Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp972.784.092.742 dan Rp715.951.923.445. Jumlah tersebut merupakan nilai
bruto sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:
( dalam rupiah)

1 | Tanah 4.016.775.779 4.016.775.779
2 | Peralatan dan Mesin 442.306.166.552 | 422.386.780.615
3 | Gedung dan Bangunan 490.017.000 0
4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan 227.735.842.632 | 154.452.073.132
5 | Aset Tetap Lainnya 87.194.673.901 84.997.116.700
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 211.040.616.878 50.099.177.219
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Aset Tetap per 31 Desember 2018 merupakan Aset Tetap yang berasal dari Neraca
Bagian Anggaran 999.08 yang akan diserahterimakan kepada Kementerian
Negara/Lembaga yang terkait.

1. Tanah
Saldo tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp
4.016.775.779 dan Rp4.016.775.779. Tanah tersebut terdapat pada Satuan
Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Simpang Parit Rampak -
Simpang PT Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m”.
Sampai periode laporan keuangan ini disusun belum memperoleh registrasi dari
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, karena proses
pengajuan registrasinya masih menunggu dokumen Berita Acara Serah Terima
dari Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
Sebagai informasi, sesuai amanat Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kembali Barang Milik Negara/daerah, Pemerintah Pusat/Daerah
melaksanakan Penilaian Kembali atas Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian
Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, dilakukan terhadap: Tanah,
Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian
Negara/Lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2015.
Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, telah dilakukan penilaian kembali
oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) terhadap aset
Tanah yang berada di Satker BP Batam( rekapitulasi hasil penilaian tanah oleh
KPKNL disajikan terlampir).
Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-
35/KN/2019 Tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian
Kembali Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa kebijakan penyajian hasil
Penilaian Kembali BMN 2017-2018 ditetapkan masih disajikan dalam LK Tingkat
Satuan Kerja/Wilayah/Eselon | Tahun 2018. Sehingga, di Laporan Keuangan
tingkat UAPBUN Tahun 2018 Audited, saldo tanah disajikan sebesar saldo
sebelum dilakukan penilaian kembali. Terkait hal tersebut, telah dibuat jurnal
koreksi yang dilampirkan dalam Nota Kesepakatan Nomor NK-999/69/T0-
REVALBMN/2019 perihal Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan BA BUN 999.09( Belanja Lain-lain)
pada tanggal 21 Februari 2019. Rekapitulasi hasil penilaian tanah pada Kuasa
Pengguna Angagran disajikan pada lampiran LD13a.

2. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
sehesar Rp442.306.166.552 dan Rp422.386.780.615. Perbandingan
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat
dilihat pada tabel berikut. Rincian Peralatan dan Mesin serta akumulasi
penyusutan per 31 Desember 2018 disajikan pada lampiran LD13b.
( dalam rupiah)
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112 |Badan Pengusahaan Kawasan 9.647.433.535,00 7.334.600.106,00
Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam
O toritas Jasa Keuangan 356.903.989.237,00 356.903.989.237,00
SKK Migas 75.754.743.780,00 58.148.191.272,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:
( dalam rupiah)

Penambahan :

Pembelian 28.264.639.251,00
Pengurangan: -

Koreksi (8.345.253.314,00)
Saldo per 31 Desember 2018 442.306.166.552,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 (344